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Abstrak 
 
 

Tesis ini memfokuskan pada pembahasan mengenai  kelompok Kaum Tua 
dan Kaum Muda. Dua kelompok ini telah mewarnai suatu perdebatan dan 
pertentangan dalam kehidupan sosial keagamaan di Minangkabau yang berujung 
pada adanya tantangan.dan respon. Salah satu bentuk dari perdebatan dan 
pertentangan yang terjadi adalah mengenai masalah tarekat. Berangkat dari latar 
belakang tersebut, maka kemudian dirumuskan permasalahan, bagaimana 
tantangan dan respon antara Kaum Tua dan Kaum Muda terhadap tarekat, apa 
yang melatarbelakangi perbedaan tersebut, dan apa implikasi pertentangan 
tersebut terhadap kehidupan intelektual dan sosial.   

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research) yang 
mendasarkan penelitian pada data-data melalui referensi yang terkait dan relevan 
dengan permasalahan. Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis 
permasalahan melalui pertanyaan di atas adalah; Pertama, adalah teori tantangan 
dan respon dari Arnold J. Toynbee. Tantangan dan respon adalah teori mengenai 
dialektika sejarah dan budaya akibat dari adanya kausalitas dari adanya tantangan 
dan respon, baik dalam ide, wacana, maupun gerakan. Kedua, adalah teori konflik. 
Dalam analisis teori ini dinyatakan bahwa terjadinya konflik dan gugatan terhadap 
suatu  tatanan sosial, akibat dari telah mapan dan terjadinya suatu status quo, yang 
mengakibatkan suatu masyarakat menjadi stagnan. Maka atas dasar itu kondisi 
masyarakat dalam teori konflik akan berupaya melakukan suatu perubahan akibat 
konflik tersebut. Ketiga, adalah tipologi tentang tasawuf falsafi dan tasawuf sunni. 
Kerangka teori terakhir ini digunakan untuk melihat dan menilai terhadap 
perdebatan dalam menentukan kriteria kesesuaian bentuk pengamalan 
tasawuf/tarekat dengan sumber ajaran normatif. Adapun pendekatan digunakan 
pendekatan sejarah sosial kritis dan analisis data melalui teori hermeneutika-
abduktif. 

Temuan dari penelitian ini ialah bahwa institusi tarekat (Naqsyabandiyah-
Khalidiyah) dengan segala bentuk rangkaiannya seperti silsilah, rabiṭah, sulûk,   
pantangan makan daging dan sebagainya dalam pandangan Kaum Tua adalah 
merupakan suatu hasil ijtihad dari ulama-ulama sufi yang  diambil dari ajaran al-
Qur’an dan Hadis sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Sementara Kaum 
Muda menilai, bahwa amalan-amalan tarekat seperti di atas sama sekali tidak 
berdasar dalam tuntunan al-Qur’an dan Hadis. Oleh sebab itu diangga sebagai 
kategori perbuatan bid’ah. Tetapi Kaum Muda, tidak menentang amalan tasawuf 
yang bersifat amali dan salafi dengan keterkaitan yang sangat ketat antara tasawuf 
dan syari’ah.     

 Adapun yang melatarbelakangi paham dari Kaum Muda dalam segi ajaran 
adalah semangat puritanisme yang selalu menekankan prinsip fundamental yang 
didasarkan pada tekstualitas al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan bagi Kaum Tua 
yang mempertahankan tarekat, lebih menekankan aspek teleologis ajaran, yang 
bisa bermanfaat bagi kedekatan pelaku tarekat dengan Allah melalui berbagai 
ritual dan latihan rohaniah. Selain itu tarekat bagi Kaum Tua juga berfungsi dalam 
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menyempurnakan kekurangan dari dimensi trilogi ilmu pengetahuan klasik Islam, 
yang tertuang dalam disiplin tauhid, fiqih, dan tasawuf.  

Jika ditinjau dari segi sosio-kultural dalam ranah struktur keberagamaan, 
bahwa yang melatarbelakangi penolakan ulama Kaum Muda terhadap tatanan 
tarekat didasarkan pada krtitik terhadap adanya fenomena sikap yang jumud dan 
kolot dalam maupun pengaruh dari institusi tarekat yang menyebabkan ummat 
menjadi tidak berpikiran moderen. Sebab dalam sistem tarekat, sikap tunduk pada 
“perintah” guru/mursyid menjadi diutamakan, sehingga dimensi manusia yang 
berpikir dan berijtihad menjadi tidak berfungsi. Sedangkan bagi ulama Kaum Tua, 
yang `mempertahankan tarekat menganggap bahwa tarekat adalah merupakan 
bagian dan salah satu pilar dalam struktur keberagamaan muslim Minangkabau. 
Oleh sebab itu, segala bentuk tantangan dan penolakan terhadap tarekat berarti 
“ancaman” terhadap kemapanan beragama tersebut. Maka, respon dan tanggapan 
sebagai bagian dari upaya mempertahankan adalah suatu bentuk perjuangan untuk 
memelihara tradisi sosial keagamaan tersebut.  

Implikasi pada tataran sosial dan intelektual ialah teciptanya suatu 
kompetisi dalam bingkai segmentasi paham dengan melibatkan berbagai media 
langsung, seperti forum diskusi dan debat, serta berdirinya sekolah-sekolah dan 
jurnal yang diterbitkan oleh masing-masing kelompok. Dalam penilaian positif, 
kondisi ini telah melahirkan suatu era ketegangan kreatif dan dinamika sosial 
keagamaan. Namun dari sisi negatifnya, ummat dan ulama menjadi terpolarisasi 
sehingga persatuan dan kesatuan muslim menjadi terkendala.  

Penelitian ini mempunyai kontribusi dalam menambah literatur tentang 
historiografi peran Kaum Tua dan Kaum Muda dalam percaturan pemikiran sosial 
keagamaan di Minangkabau. Kemudian penelitian ini juga bisa digunakan dalam 
melihat sebab-sebab atau akar-akar perbedaan pemahaman dalam menyikapi 
permasalahan tarekat, sehingga bisa digunakan sebagai sarana resolusi terhadap 
konflik tersebut untuk mencapai saling pemahaman dan pengertian.      
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MOTTO 

 

 

“Perbedaan pendapat di kalangan ummatku adalah rahmat” 

(Hadis Nabi Muhammad SAW) 

 

“Tasawuf tidak dapat dicapai dengan memperbanyak 

 shalat dan puasa belaka, melainkan harus dibarengi  

dengan kemantapan hati dan kemurahan jiwa” 

(Al-Junaid al-Baghdadi) 

 

 

“Dan hanya bangsa yang membebaskan 

dirinya dari rasa dendam yang akan menjadi besar” 

(Taufik Ismail) 

 

“Jika tuan menuntut ilmu, 

Ketahui dulu keadaanmu, 

Man ‘arafa nafsahu kenal dirimu, 

Faqad ‘arafa Rabbahu kenal Tuhanmu. 

Kenal dirimu muhadas semata, 

Kenal Tuhanmu qadim semata, 

Tiada bersamaan itu keduanya, 

Tiada semisal seumpanya.” 

(Abdurrauf as-Singkili) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses islamisasi di Nusantara dalam sejarahnya dipengaruhi oleh 

kuatnya unsur sufisme atau tasawuf. Hal ini terbukti dengan munculnya 

komunitas-komunitas pengamal tasawuf yang terwadahi pada bentuk  

organisasi yang terlembaga pada institusi yang dikenal dengan tarekat1 pada 

masa masuknya Islam ke negeri ini. Tasawuf dengan karakter esoterisnya 

yang santun, toleran,  dan akomodatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal atau 

adat sangat berjasa dalam “menyentuh” psikologis keberagamaan masyarakat 

lokal. Hal inilah kemudian yang menyebabkan mereka banyak tertarik dengan 

Islam sufistik tersebut.2  

Dominannya pengaruh tasawuf dalam intensifikasi gerak dakwah 

islamisasi di daerah periferal Islam ini, sangat berkaitan erat disebabkan dari 

                                                 
1 Tarekat merupakan “jalan” yang dilalui para sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Tarekat biasanya mengacu pada bentuk-bentuk rangkaian amalan dan bacaan spiritual melalui 
zikir, ratib,  wirid, dan sebagainya yang mempunyai silsilah dari pembimbing sufi dan guru-
gurunya hingga sampai pada Nabi. Lihat buku Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di 
Indonesia: Survey Historis, Geografis, dan Sosiologis, Bandung: Mizan, 1992, h. 15.  Namun, 
dalam perjalanan sejarahnya, pemakaian istilah tarekat dalam tradisi tasawuf terdapat dua tujuan: 
Pertama, pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, tarekat diarahkan pada bentuk metode atau cara 
melatih psikologi bagi bimbingan moralitas kepada individu-individu. Kedua, sesudah abad ke-11 
Masehi, tarekat menjadi sistem dari tata-cara olah spiritual  tertentu bagi sekelompok komunitas 
pengamalnya.  

2 Lihat buku yang berasal dari penelitian disertasi yang dipertahankan di Universitas ‘Ain 
Syams Mesir yang ditulis oleh  Alwi Shihab, Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya 
Hingga Kini di Indonesia,  Bandung: Mizan, 2001, h. 10. Bandingkan kemudian dengan Louis 
Massignon, “Tharika”, dalam H.A.R. Gibb  dan J.H. Kraemer  (ed.), Shorter Encyclopaedia of 
Islam, Leiden:  E.J. Brill and Luzc & Co., 1961, h. 573. 
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adanya implikasi historis. Yakni, di mana saat itu bersamaan sedang 

berkembang suburnya disiplin ilmu dengan indikasi maraknya suasana 

gerakan-gerakan tasawuf di bekas wilayah-wilayah sentral kekuasaan politik   

Islam setelah Baghdad ditaklukkan.3

Daerah Minangkabau sebagai  bagian wilayah dari Nusantara tidak 

luput dari adanya penetrasi kultur sufisme yang menyertai proses islamisasi di 

daerah ini. Sejak awal diperkirakan dalam sejarah masuknya Islam di kawasan 

ini, tampaknya eksistensi tasawuf dengan organisasi tarekatnya telah hadir 

dalam perkembangan Islam di Minangkabau.  

Sebagaimana lazimnya pendekatan tasawuf dalam proses dakwahnya, 

islamisasi di Minangkabau cenderung terlihat mengalami bentuk proses 

akulturasi budaya ketimbang proses politik.4 Hal ini disebabkan, 

Minangkabau tidak memiliki basis sistem kekuatan politik kerajaan yang kuat 

seperti daerah lain. Kekuasaan politik Minangkabau tidak berada dalam sistem 

sentralistik. Namun, kekuasaan itu hanya efektif dalam konteks nagari yang 

sifatnya desentralistik. Barangkali kenyataan ini mempunyai nilai positif, 

yakni memberi kebebasan kepada masyarakat untuk dapat menerima Islam 

secara kultural. Walaupun, juga memberi nilai “negatif”, karena proses 

islamisasi bergerak terkesan cukup lamban karena tidak adanya unsur 

imperatif dalam bentuk dukungan kekuasaan politik.  

Tetapi, walaupun islamisasi diasumsikan terkesan lamban namun pasti 

                                                 
3 J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford: Oxford  University Press, 

1971, h. 14. 
4 Zaim Rais, “Respon Kaum Tuo Minangkabau terhadap Gerakan Pembaharuan Islam”, 

dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (ed.), Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan  Sosial, 
Politik, Hukum, dan Pendidikan, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, h. 37. 
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dalam perjalanan sejarahnya, Islam dianggap telah menjadi unsur penentu dan 

dominan dalam struktur masyarakat Minangkabau. Pertentangan budaya lokal 

atau tradisi adat setempat dengan nilai-nilai normatif Islam hampir bisa 

didamaikan, walaupun tidak berarti menghilangkan unsur-unsur “lama” yang 

terdapat dan berakar dalam masyarakat Minangkabau. Termasuk dalam 

konteks ini praktek-praktek tasawuf  yang terimplementasi dalam gerakan 

tarekat dengan praktek-praktek tertentu yang banyak mengakomodasi sistem 

tasawuf falsafi yang bersifat  ekstatik.  

Persinggungan Islam dan budaya lokal biasanya memakai pola gerak 

sejarah kesinambungan dan perubahan (contiunity and change).5 Dalam 

perjalanan sejarah Islam di Minangkabau, pola akulturasi antara nilai-nilai  

Islam dan budaya telah menimbulkan kesan yang mendalam dalam konstruk 

kesadaran masyarakat Minangkabau. Fakta itu ditandai dengan sebuah 

ungkapan kompromistis yang lahir dalam kesadaran masyarakat yang tertuang 

dalam semangat “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah”. Artinya, 

bahwa adat  sama dengan Islam atau berdasarkan syara', begitu juga ungkapan 

sebaliknya.  

“Kemapanan” beragama ala kaum tradisi yang terkenal dengan 

sebutan Kaum Tua6 dengan segala variannya, berhadapan dengan  gerakan 

                                                 
5 Taufik Abdullah, “Islam, History  and Social Change in Minangkabau”, dalam Lynn L. 

Thomas dan Frans von Benda-Beckman, (ed.), Contiunity and Change in Minangkabau, Ohio: 
Center for Southeast Asian Studies, 1985, h. 151. 

6 Kaum Tua biasanya diistilahkan sebagai kelompok ulama yang bersifat tradisionalis dan 
konservatif, baik dalam pemahaman maupun praktek keagamaan.  Kelompok ulama ini dikenal 
sebagai “penjaga benteng" ortodoksi keagamaan. Lihat Taufik Abdullah,  School and Politics: The 
Kaum Muda Movement in West Sumatra” (1927-1933), Ithaca:  Cornell Modern Indonesia Project, 
1971. h. 15. 
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kaum pembaharu yang kemudian dikenal dengan sebutan Kaum Muda.7 

Gerakan Kaum Muda ini mengusung tema  dengan  semangat dan slogan 

“kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah”.8 Mereka menilai, bahwa suasana 

beragama melalui praktek yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau 

selama ini telah banyak bertentangan dengan kedua sumber hukum di atas. 

Oleh karena itu perlu ada pembaharuan pemahaman dan pengamalan 

keagamaan. 

Klaim dari pembaharu ini, berdasarkan kondisi seperti itu, bahwa 

pengamalan agama masyarakat muslim Minangkabau mesti harus diupayakan 

adanya purifikasi ajaran agar tidak merajalelanya praktek-praktek bid'ah-

bid'ah. Sebab, bentuk-bentuk perbuatan yang diamalkan selama ini oleh 

masyarakat pada dasarnya berasal dari tradisi-tradisi lokal yang selama ini 

diakomodasi oleh Kaum Tua atau ulama tradisional, yang tidak ada referensi 

tekstual dalam ajaran Islam. Begitu juga respon dan kritik Kaum Muda 

terhadap pemikiran tasawuf dan  praktek-praktek tarekat yang  menjadi tema 

bahasan penelitian ini. Pengamalan tasawuf dan tarekat yang dipelopori oleh  

Kaum Tua dianggap telah menyimpang dari ketentuan normatif agama 

terutama, sejarah praktek kenabian dan sahabat. 

                                                 
7 Kaum Muda merupakan istilah sekelompok ulama yang berpikiran moderen dan 

progresif. Mereka tidak menerima pemahaman keagamaan sebagaimana kaum tradisonalis yang 
pro kepada taklid. Bagi mereka pemahaman keagamaan bisa ditafsirkan dalam ruang ijtihad. Dari 
segi pengamalan keagamaan, mereka menghendaki adanya purifikasi ajaran yang sesuai dengan 
sumber al-Qur’an dan as-Sunnah. Pada aras ini mereka menolak adanya praktek-praktek agama 
yang berbaur dengan tradisi lokal yang tidak ada dasarnya yang berasal dari dua sumber otoritatif 
Islam tersebut. Bandingkan dengan Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, 
Jakarta: LP3ES, 1985, h. 7. 

8 Untuk lebih jelas tentang problem kembali pada al-Qur’an dan Sunnah dalam gerakan 
pemikiran Islam, menarik untuk dibaca dalam Yudian Wahyudi, The Slogan Back to Qur’an and 
The Sunna As The Solution to The Decline of Islam in The Modern Age 1774-1974, Yogyakarta: 
Nawesea Press, 2007, h. 3. 
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Namun, kalau ditinjau dalam perspektif Kaum Tua, mereka juga 

tentunya mempunyai reasoning values dalam memberikan argumentasi respon 

balik (counter attack) sekaligus mempertahankan pendapat dalam menyikapi 

kritik Kaum Muda yang sangat tajam terhadap eksistensi tasawuf dan tarekat. 

Terlihat Kaum Tua sepertinya kukuh mempertahankan nilai-nilai tradisi 

tasawuf dan tarekat serta adat. Sebab, tradisi tarekat  ini telah berjasa dalam 

proses islamisasi, plus telah menjadi bagian “kesadaran” keagamaan 

masyarakat Minangkabau. 

Tantangan dan respon dari dua kubu ulama ini pada masa awal abad 

20-an, diasumsikan berdampak pada ranah intelektual dan sosial. Sebab, 

setiap gerakan pemikiran dan segala respon yang dilakukan, apalagi berujung 

pada terjadinya konflik, pasti mempunyai dampak dan arti yang akan 

ditimbulkan pada perkembangan sejarah di kemudian hari.  

Penelitian ini sebenarnya ingin memotret nilai sejarah sosial pemikiran 

keagamaan dari pertarungan tantangan dan respon antara dua kubu, Kaum Tua 

dan Kaum Muda dalam memandang tarekat. Karena sejauh pengamatan 

penyusun, pada penelitian sebelumnya tentang kedua golongan ulama di atas 

masih bersifat parsial. Kalau pun ada biasanya  hanya mengetengahkan peran 

yang dominan pada  gerakan pembaharuan Kaum Muda yang mengkritik  

terhadap tradisi keagamaan yang dikembangkan oleh Kaum Tua. Pada 

penelitian ini, penyusun ingin melihat kedua  golongan ulama ini berinteraksi 

dalam posisi “saling” mengkritik satu sama lainnya. 
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B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat di 

rumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut; 

1. Bagaimana pengertian  tarekat dan rumusannya dalam konstruksi pemikiran 

Kaum Tua dan Kaum Muda. 

2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadi tantangan dan respon antara 

Kaum Tua dan Kaum Muda dalam masalah tarekat. 

3. Bagaimana implikasi dari konflik pemikiran tentang tarekat tersebut dalam 

ranah intelektual. dan sosial  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan mengajukan  rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk; 

1. Mengetahui secara lebih komprehensif pengertian dan rumusan tentang 

tarekat dalam pandangan Kaum Tua dan Kaum Muda.  

2. Memahami secara baik faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi 

tantangan dan respon dalam pandangan Kaum Tua dan Kaum Muda pada 

masalah tarekat.  

3. Mengetahui dampak dari terjadinya konflik pemikiran tentang tarekat pada 

ranah intelektual dan sosial  

Kajian ini dalam kontribusinya berupaya ingin mempotret dinamika 

pemikiran aspek tarekat sebagai sebuah kesadaran keberagamaan dalam 

struktur masyarakat Minangkabau. Pada kajian-kajian penelitian sebelumnya   
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masih belum banyak dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berguna bagi kontribusi penulisan sejarah sosial keagamaan 

dan bermanfaat juga hendaknya bagi upaya resolusi konflik dengan mencoba 

melihat akar-akar penyebab konflik pemikiran tentang tarekat dalam perspektif 

Kaum Tua dan Kaum Muda. Di samping itu juga untuk bisa menambah 

khazanah literatur tentang pemikiran tarekat di  Nusantara. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Karya-karya mengenai gerakan keagamaan di Minangkabau diakui 

cukup banyak. Terutama didominasi mengenai penelitian tentang gerakan 

pembaharuan Kaum Muda. Bisa dikatakan sangat sedikit sekali penelitian 

tentang gerakan Kaum Tua. Kecuali, terlihat penelitian yang cukup lengkap 

tentang Kaum Tua, seperti yang dilakukan oleh Sanusi Latief.9 Hanya saja ia 

dalam penelitiannya masih terkesan menempatkan posisi gerakan Kaum Tua 

masih hanya sebagai sebuah wadah organisasi “biasa” yang di dalamnya 

berkumpul ulama-ulama dengan kecenderungan keagamaan yang bersifat 

tradisional-defensif. Kajiannya belum melihat unsur-unsur kritisisme dalam 

gerakan Kaum Tua, terutama  ketika berhadapan dengan Kaum Muda.  

Penelitian Zaim Rais10 yang sebelumnya adalah tesis master di McGill 

University  yang kemudian diterbitkan, bisa dianggap dan tampaknya “lebih 

maju” selangkah dari penelitian sebelumnya. Karena ia meneliti tentang respon 

                                                 
9 Sanusi Latief, “Gerakan Kaum Tua di Minangkabau”, disertasi doktor IAIN Syarif 

Hidayatullah  Jakarta, 1988. 
10 Zaim Rais, Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalists Responces 

to The Modernist Movement, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001. 
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gerakan Kaum Tua terhadap pembaharuan Kaum Muda. Dalam konteks ini, 

terdapat adanya pergeseran pihak yang merespon suatu persoalan menjadi 

sedikit berimbang dalam diskursus pemikiran. Pada kebiasaannya para peneliti 

lebih banyak mengeksplorasi gerakan Kaum Muda yang selalu mengkritik, 

bahkan ingin mendekonstruksi tatanan pemahaman kaum tradisonalis. Namun,   

cukup disayangkan bagian-bagian respon Kaum Tua terhadap Kaum Muda 

yang diuraikan masih global dan terkesan berkutat pada persoalan khilafiah 

fiqih. Walaupun, aspek tasawuf, khususnya tarekat disebut, namun masih 

bersifat parsial. 

Sedangkan tulisan yang menyangkut sejarah sosial gerakan Kaum 

Muda, dapat dilihat misalnya karya Taufik Abdullah.11 Kajiannya merupakan 

penelitian yang berasal dari disertasi. Dalam buku ini ia lebih banyak 

menyoroti implikasi yang ditimbulkan oleh gerakan pembaharuan Islam Kaum 

Muda pada tumbuhnya fenomena aktifitas politik dan berdirinya lembaga 

pendidikan moderen yang didirikan oleh Kaum Muda. Setelah dieksplorasi 

lebih dalam, penelitian ini tidak banyak membeberkan polemik pemikiran 

kedua kubu tersebut dalam masalah mistisme Islam.  

Hal yang senada juga diulang oleh Burhanuddin Daya12 di dalam 

bukunya yang juga hasil dari penelitian disertasi. Pembahasannya difokuskan 

tentang gerakan pembaharuan Kaum Muda yang berasal dari lembaga yang 

bernaung dalam lingkungan Sumatera Thawalib. Lembaga pendidikan inilah 

yang menjadi pusat pengkaderan dan kordinasi gerakan pembaharuan di 
                                                 

11 Taufik Abdullah, School and Politics. 
12 Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera 

Thawalib, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995. 
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Minangkabau maupun di luar daerah khususnya Sumatera. Ia terkesan 

menyatakan, bahwa Kaum Muda adalah Thawalib itu sendiri, karena para 

ulama yang tergabung adalah mereka yang berafiliasi pada lembaga tersebut. 

Karena buku ini membahas gerakan Kaum Muda dalam porsi yang besar, 

perhatian terhadap lawan dari gerakan ini, yakni Kaum Tua terkesan diabaikan. 

Padahal kemunculan suatu respon gerakan Kaum Muda didasarkan pada 

adanya tantangan dari Kaum Tua.  

Demikian juga apa yang diteliti oleh Deliar Noer  dalam penelitiannya. 

Ia  hanya mencatat dalam kesimpulan, arti penting posisi Minangkabau sebagai 

asal-asul gerakan pembaharuan Islam di Indonesia terutama pada awal abad 

20-an.13 Penelitiannya ini memberi kontribusi untuk  menguatkan data dan 

fakta, bahwa di Minangkabau terjadi suatu respon dan tantangan dalam konteks 

dinamika diskursus pemikiran keagamaan. Akan tetapi dalam hal eksplorasi 

tentang polemik dalam problem tasawuf, nampaknya luput dari pembahasan.     

Hamka menulis tentang biografi ayah beliau dan juga menyinggung 

perjuangan kaum agama dalam menghadapi pergolakan pemikiran antara 

Kaum Tua dan Kaum Muda.14 Namun, kalau dicermati lebih dalam dan 

obyektif buku ini terkesan sangat bias, dilihat dari posisi dan peran Hamka dan 

ayahnya sebagai tokoh Kaum Muda. Fakta itu tebukti dalam pembahasannya 

yang dominan dan pro pada Kaum Muda dengan agak sedikit memandang 

“minor” dalam menguraikan gerakan Kaum Tua. Permasalahan pertentangan 

tarekat  memang ada disinggung, akan tetapi ia tidak menjelaskan faktor-faktor 
                                                 

13 Deliar Noer, Gerakan Moderen. 
14 Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup DR. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan 

Kaum Agama di Sumatera Barat, Jakarta: Djajamurni, 1967. 
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terjadi pertentangan tersebut dalam hubungan tarekat dengan kesadaran 

struktur kesadaran beragama orang Minangkabau.  

Dari survei beberapa literatur yang ada telah menunjukkan bahwa tema 

tentang respon dan tantangan dalam pandangan  Kaum Tua dan Kaum Muda 

terhadap tarekat secara komprehensif dan seimbang belum pernah dibahas. 

Oleh karena itu penelitian ini dapat memposisikan sebagai bagian awal dari 

penelitian secara tematik, khususnya tentang tarekat, namun juga sebagai 

kelanjutan dari penelitian-penelitian  sebelumnya.  

 

E. Kerangka Teori  

Dalam menganalisis polemik dan pertentangan antara Kaum Tua dan 

Kaum Muda dalam menyikapi problem tarekat, penyusun menggunakan 

beberapa konsep atau teori; 

 Pertama, penyusun menggunakan teori tantangan (challenge) dan 

respon (response) dari sejarawan Arnold J. Toynbee.15 Tantangan dan respon  

adalah sebuah dimensi kausalitas pertarungan ide, wacana, atau gerakan yang 

lahir dalam satu kebudayaan atau pemikiran yang satu sama lainnya saling 

terkait dan kemudian saling bersifat reaktif. Teori ini  memberikan sebuah 

kerangka pikir, bahwa munculnya setiap ide, wacana, atau  suatu gerakan 

pemikiran memiliki relasi yang saling berkait dengan berbagai faktor-faktor 

                                                 
15 Arnold J. Toynbee, The Study of History, vol. 1, London: Oxford University Press, 

1955, h. 23. Arnold J. Toynbee adalah Sejarawan kontroversial abad ini. Ia adalah anak dari 
pasangan Harry Toynbee dan Sarah Marshal Toynbee. Minatnya terhadap sejarah diilhami dan 
banyak dipengaruhi oleh ibunya dan pamannya, seorang pelayar yang banyak berpetualang ke 
manca negara. Pendidikan tingginya diraih dari Oxford Unniversity, Inggris. Lihat dalam A. 
Syafi’i  Ma’arif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1993, h. 75.   
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penyebab. Oleh sebab itu, segala bentuk gerakan dan pemikiran yang kemudian 

berujung pada  munculnya kebudayaan “baru” akan melahirkan sebuah 

konsekuensi logis yang akan mengambil posisi dalam bentuk atau pola respon 

dan tantangan terhadap situasi dan kondisi sosial-politik yang mengitarinya.16 

Teori ini penyusun pergunakan untuk melihat aksi riil dari konflik yang terjadi. 

Artinya, melalui teori respon dan tantangan ini diharapkan bisa mempertajam 

analisa bagi “pembacaan” atas akar penyebab yang menyebabkan kelompok 

Kaum Tua dan Kaum Muda saling melakukan respon dan tantangan. 

Kedua, adalah teori konflik. Teori konflik ini mengasumsikan dalam 

analisisnya, bahwa kondisi masyarakat atau kelompok selalu berada dalam 

suasana dan proses perubahan (change) dengan diidentifikasi secara kontinyu 

oleh pertentangan-pertentangan yang terjadi.17 Kemunculan teori konflik ini 

lahir dari penolakan terhadap teori fungsionalisme struktural, yang hanya 

melihat setiap elemen masyarakat memberikan dukungan terhadap ekuilibrium 

dan stabilitas sosial berdasarkan norma-norma yang mengikat dalam tatanan 

integrasi sosial. Teori konflik memperlihatkan segi yang kontras dengan 

kenyataan dalam angan-angan teori fungsioanlisme struktural. Menurut teori 

konflik ini, setiap elemen dan institusi masyarakat yang berkonflik akan 

melahirkan dan memberikan kontribusi bagi terciptanya kondisi disintegrasi 

sosial demi sebuah perubahan.  

Namun, yang patut dicatat bahwa konflik yang terjadi dalam sejarah 

pemikiran atau gerakan tidak melulu dimaknai hanya bersifat negatif atau 
                                                 

16 R. Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta : LKiS, 2007, h. 65.  
17 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, alih bahasa 

Alimandan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 25.  
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merugikan dan mewarnai fenomena disintegrasi sosial. Tetapi konflik juga 

memiliki arti atau fungsi tersendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Pierre 

van den Berghe yang dikutip oleh George Ritzer adalah;18  

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas,  

2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain,  

3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, dan 

4. Fungsi komunikasi. 

Dalam sejarah intelektual dipahami, bahwa konflik ternyata ada yang 

memberikan nilai yang bersifat positif. Yakni, akibat konflik dan pertentangan 

yang terjadi, tidak disangkal akan timbulnya suatu era “ketegangan kreatif” 

yang melahirkan suatu dinamika.19  Kenyataan demikian inilah pada tataran 

selanjutnya akan menghasilkan atau berdampak pada suatu pertalian jalinan 

mata rantai antara konflik dan perubahan sosial yang mendorong bagi 

kemajuan dan dinamika di dalam suatu masyarakat.20 Melalui teori konflik ini 

penyusun ingin membaca kondisi pertentangan dengan indikasi terjadinya 

“saling gugat” antara Kaum Tua dan Kaum Muda dalam menyikapi persoalan 

tarekat dengan segala implikasi yang ditimbulkan.  

 Ketiga, penyusun menggunakan kerangka teori tentang tipologi 

pengamalan jenis tasawuf sunni dan falsafi. Tipologi ini digunakan untuk 

melihat aspek pengamalan tasawuf yang mengakibatkan terjadinya konflik. 

Karena ada diferensiasi genre tasawuf yang diamalkan sehingga 

                                                 
18  Ibid., h. 29.  
19 Taufik Abdullah (ed.), Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia,, 

Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, h. 6.  
20 Lihat dalam Achmad Fedyani Saifuddin, Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham 

dalam Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1986, h. 37. 
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mengakibatkan terjadinya penilaian yang berbeda antara satu pihak dengan 

pihak yang lain. Kedua kubu diposisikan antara pihak yang mengkritik secara 

“keras” terhadap praktek-praktek tasawuf, yang diduga sudah tidak sesuai 

dengan sumber ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun di lain pihak adalah 

golongan yang masih mempertahankan praktek atau amalan tasawuf dan 

tarekat yang diduga bersifat ekstatik.  

Berdasarkan klasifikasi dengan tolak ukur validasi kebenaran pada 

sumber al-Qur'an dan as-Sunnah, maka dapat dipandang ada tasawuf yang 

dianggap yang masih berpegang teguh atau sesuai pada norma-norma  kedua 

sumber suci di atas, dan ada juga yang dianggap tidak terikat dan tidak 

bersumber pada keduanya. Tasawuf jenis pertama dikenal dengan istilah 

tasawuf sunni atau ada juga yang mengatakan tasawuf Akhlaqi. Kata “sunni” 

pada istilah itu, dalam tafsirannya bisa dimaknai sebagai tasawuf yang diterima 

oleh kaum Sunni, bisa juga dimaknai tasawuf yang sesuai dengan Sunnah, 

yang berarti sesuai dengan al-Qur'an, serta bisa juga dimaknai karena sesuai 

dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka tasawuf ini  adalah jenis tasawuf yang 

“benar”. Perkembangan tasawuf sunni diakui oleh peneliti tasawuf mencapai 

puncaknya pada al-Ghazali yang berperan banyak merumuskan sistem tasawuf 

ini.21

Sedangkan tasawuf jenis kedua, adalah yang dikenal dengan istilah 

tasawuf falsafi, karena  ajaran-ajarannya banyak mengakomodasi unsur-unsur 

filosofis di luar mistik Islam, seperti dari Yunani, Persia, India, Kristen, dan 

                                                 
21 Kautsar Azhari Noer, “Mengkaji Ulang Posisi Al-Ghazali dalam Sejarah Tasawuf”, 

dalam jurnal Paramadina, Vol. l, No. 2, 1999, h. 164. 
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lain sebagainya. Jenis tasawuf ini dalam prakteknya sering mengungkapkan 

ajaran-ajarannya dengan simbol-simbol khusus dan tata cara yang cukup sulit 

dipahami oleh penganut tasawuf Sunni dan masyarakat awam. Tasawuf falsafi 

mencapai puncaknya pada tokoh Ibn 'Arabi. Ia diakui sebagai pioner doktrin 

Wujûdiyah yang telah “mengguncang” jagat disiplin tasawuf. 22

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (library  

research), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan 

penelahaan literatur-literatur terkait dengan pokok bahasan, baik melalui 

sumber data primer maupun sumber data sekunder.23   

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-kritis-analitik. Yaitu mendeskripsikan, 

mengkritisi, dan menganalisis respon dan tantangan antara Kaum Tua dan 

Kaum Muda mengenai pandangan tasawuf serta faktor-faktornya.  

3. Sumber-sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu;  

                                                 
22 Tokoh yang sangat menentang adalah Ibn Taymiah. Ia mengecam segala bentuk 

praktek-praktek tasawuf ekstrim yang dijalankan oleh para sufi falsafi semisal Ibn ‘Arabi, al-
Hallaj, dan lain sebagainya  yang dalam kesimpulannya sudah tidak sesuai dengan ajaran salaf. 
apalagi ada istilah wahdah al-wujud yang merusak keyakian teologis atau tauhid yang mestinya 
harus dibedakan antara dimensi Khaliq dengan makhluk. Begitu juga istilah ittihad, hulul, dan 
ungkapan sufi yang bernada ego-teosentris melalui ungkapan yang sering diistilahkan dengan 
syatahat, serta praktek-praktek gerakan tarekat yang mengandung unsur takhayul, bid’ah dan 
khurafat.. Lihat dalam karya Ibn Taymiah, Majmu’ Fatâwa, jilid I, Riyâd: Matâbi’ ar-Riyâd, 1398 
H, h. 7.  

23 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi dan Penulisan Ilmiah, Yogyakarta: 
IKFA, 1998, hlm. 26. 
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a. Sumber Data Primer. Sumber data primer adalah data-data yang berasal 

dari tulisan atau karya dari tokoh-tokoh kedua golongan ini, baik berupa 

kitab, maupun berupa tulisan dalam bentuk jurnal dan lain sebagainya. 

b. Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah data-data 

pendukung dari data-data yang dipandang sebagai data primer. Sumber 

data ini yang penyusun pergunakan adalah karya-karya penulis  lain yang 

berkaitan dengan bahasan studi baik berupa buku, ensiklopedi, karya 

penelitian, maupun dalan bentuk tulisan yang lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat jenis penelitian adalah penelitian pustaka, maka yang digali dari 

sumber primer maupun sekunder adalah melalui tiga tahap; Pertama, 

mengumpulkan, mangamati dari aspek kelengkapan validitas dan 

relevansinya dengan aspek yang diteliti. Kedua, membuat klasifikasi dan 

diformulasikan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah. Ketiga, 

membuat analisis lanjutan data yang sudah diklasifikasi lalu dibuat kerangka 

sistematika, teori, konsep, dan pendekatan yang sesuai  dengan pokok 

masalah. 

5. Pendekatan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis-kritis. Dengan 

spesifikasi pada sejarah gerakan pembaharuan dan sejarah intelektual yang 

termasuk dalam pendekatan sejarah sosial keagamaan.24 Oleh karena itu,  

pokok bahasannya terkait dengan peristiwa atau kejadian masa lalu yang 

                                                 
24 Azyumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor  

Sejarah , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 82. 
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harus dituangkan dalam deskripsi historis. Adapun metode analisis data 

penyusun menggunakan metode hermeneutika abduktif.25  Yaitu, sebuah 

metode penyelarasan data berdasarkan asumsi dan analogi penalaran serta 

hipotesa-hipotesa yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran, karena 

berada dalam wilayah interpretasi historis. 26  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Agar pembahasan dalam penelitian ini dipandang menyeluruh 

(comprehensive) dan terpadu (integrated) sebagai penelitian ilmiah, penyusun 

menggunakan sistematika tesis dengan berisi lima bab dengan sub-babnya 

masing-masing yang terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup.    

Bab Pertama, adalah pendahuluan, yang bagian-bagiannya diuraikan 

antara lain adalah latar belakang masalah, sebagai pencarian untuk menemukan 

masalah dalam penelitian. Rumusan masalah selanjutnya diajukan setelah 

elaborasi latar belakang masalah, dalam rangka menyusun pertanyaan-

pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan 

penelitian penting untuk ditampilkan adalah sebagai ungkapan dari manfaat 

atau kontribusi yang akan diambil kemudian dari penelitian ini. Telaah pustaka 

dieksplorasi secara lebih dalam, agar terjaminnya orisinalitas dan posisi 

penelitian supaya tidak terjadi fenomena repetisi dalam tema penelitian sejenis. 

                                                 
25 Salah satu pendekatan hermeneutik adalah interpretasi terhadap studi biografis yang 

menggambarkan tokoh melalui riwayat hidup, latar belakang, dan ide-ide pemikiran. Lihat M. 
Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, h. 56-57. Lihat juga Sudarto, 
Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 25. 

26 Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik,  Jakarta: 
Paramadina, 1998, h. 18. 
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Kerangka teori digunakan sebagai suatu kerangka pemikiran konseptual yang 

dipakai untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. 

Metode penelitian dipilih sebagai sarana dan teknik dalam menghadapi dan 

menganalisis data-data penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang terakhir 

adalah sistematika pembahasan, yang dipaparkan untuk mengurutkan satuan-

satuan pembahasan dalam bentuk penjenjangan sistematisasi bab-bab agar 

pembahasan lebih fokus.  

Bab Kedua, diuraikan mengenai sejarah masuknya Islam di 

Minangkabau, dialektika antara Islam dan adat, serta awal mula 

berkembangnya tasawuf dan tarekat. Elaborasi persoalan di atas membantu 

untuk memasuki “pintu gerbang” sejarah keislaman di Minangkabau dan 

mengetahui  problem dialektis antara aspek agama dan tradisi pada tataran 

pembahasan berikutnya. 

Bab Ketiga, memaparkan  tentang Kaum Tua dan Kaum Muda sebagai 

gerakan pemikiran keagamaan dalam alam Minangkabau. Dalam bab ini 

diusahakan untuk melihat sebuah gerakan lahir dalam rahim konteks 

kulturalnya yang terkait dengan interaksi atau jaringan pemikirannya masing-

masing, serta mengetahui struktur sosial keberagamaan masyarakat 

Minangkabau pada waktu itu.  

Bab Keempat, kemudian dilanjutkan melihat  polemik tentang problem-

problem tarekat yang menjadi perdebatan. Pembahasan paada sub-bab ini  

bertujuan untuk membidik perbedaan perspektif dalam menilai hakekat tarekat 

dan pengamalannya. Dari uraian ini diharapkan akan memudahkan dalam 
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menganalisis landasan berpikir di antara kedua kelompok ulama ini. Pada sub-

bab berikutnya kemudian dianalisis tantangan dan respon antara pandangan 

Kaum Tua dan kaum Muda tentang tarekat dan faktor-faktor yang 

mengitarinya. Analisis ini akan diharapkan memperkuat alasan-alasan atas 

dimensi-dimensi sikap penolakan dan sikap pelestarian terhadap bentuk-bentuk 

tarekat  yang diamalkan oleh masyarakat. 

Bab Kelima, adalah penutup. Termasuk dalam bab ini adalah  berisi 

kesimpulan penelitian, sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Selanjutnya adalah berisi saran-saran sebagai ungkapan keterbatasan daya 

jangkau penelitian ini, sekaligus memberikan rekomendasi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui berbagai pembahasan dalam beberapa bab 

sebelumnya, akhirnya sampailah penelitian ini pada beberapa kesimpulan 

dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang antara lain; 

1. Permasalahan tarekat Naqsyabandiyah ini telah membawa kepada suatu 

perdebatan antara Kaum Tua dan Kaum Muda yang selalu mengeluarkan 

sikap tantangan dan responnya masing-masing. Perdebatan didasari atas 

perbedaan dalam melihat dan memandang hakekat tarekat tersebut. 

Kelompok Kaum Muda yang sangat kritis dengan segala bentuk tradisi 

memandang tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah dengan segala variannya 

seperti silsilah, rabiṭah, sulûk, dan pantangan makan daging, serta 

amalan-amalan khas dari tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah lainnya 

adalah perbuatan bid’ah yang tidak berdasar dalam sumber agama. Atas 

dasar itu perbuatan itu mesti harus ditolak dan ditentang. Namun, perlu 

diperhatikan,  walaupun Kaum Muda sangat menentang eksistensi tarekat 

dan praktek-praktek ritualnya, namun mereka tidak melarang bahkan 

menganjurkan mengamalkan tasawuf (baca: tanpa masuk tarekat) dengan 
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syarat melalui amalan-amalan yang didasarkan atas pengawasan yang 

ketat dalam perspektif syari’ah. Bagi Kaum Muda, dimensi spritualitas 

Islam yang digunakan sebagai media mendekatkan diri pada Tuhan pada 

dasarnya sudah cukup dalam kombinasi ajaran yang diamalkan dalam 

disiplin ilmu  tauhid, fikih, dan tasawuf Islam. Berbeda halnya dengan 

Kaum Tua sebagai pihak yang mempertahankan eksistensi tarekat. 

Menurut Kaum Tua, tarekat Naqsyabandiyah adalah termasuk tarekat 

muktabarah yang ajaran-ajarannya sesuai dengan “semangat” dari 

petunjuk al-Qur’an dan Hadis. Tarekat adalah bentuk dari kesempurnaan 

ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Tarekat sebagai ilmu 

rohani juga melengkapi sistem keilmuan Islam yang terdiri dari ilmu 

tauhid, fiqih, dan tasawuf.  

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi suatu tantangan dan respon  

dari Kaum Muda dalam menolak dan menentang institusi dan praktek 

tarekat ini didasarkan pada sikap atau faktor semangat puritanisme dalam 

menilai segala bentuk ajaran Islam yang harus didukung oleh sumber yang 

jelas dalam petunjuk al-Qur’an dan Hadis (deontologis). Berhubung 

tarekat dan segala varian dan kaifiat amalannya tidak berdasar atau tidak 

ada sumbernya dalam nas ̣, maka eksistensinya harus ditolak dan ditentang. 

Sedangkan menurut Kaum Tua, praktek amaliah yang dihasilkan melalui 

muatan ajaran dari institusi tarekat yang lebih penting adalah nilai 

tujuannya (teleologis) yang bisa berfungsi dalam perbaikan moralitas dan 

akhlak yang bisa menambah kedekatan kepada Allah. Oleh sebab itu, salah 
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satu yang termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya tantangan dan 

respon adalah perbedaaan perspektif yang berdasar pada dimensi 

deontologis dan telelologis ajaran tarekat. Faktor lain secara sosio-kultural 

adalah, bahwa penentangan Kaum Muda terhadap tarekat ialah, bahwa 

efek dari ajaran tarekat sangat bersifat jumud dan kolot sehingga tidak bisa 

berpikiran moderen. Kondisi ini disebabkan bahwa dimensi ajaran tarekat 

meniscayakan sikap tunduk serta patuh pada mursyid. Sementara bagi 

Kaum Tua yang tetap bersikukuh mempertahankan tarekat, karena 

didasarkan bahwa tarekat adalah sudah menjadi bagian atau salah satu 

pilar selain mazhab Syafi’i dan adat dalam struktur kesadaran keagamaan 

masyarakat muslim Minangkabau. Oleh sebab itu, setiap bentuk 

pembaharuan dan kritik dari Kaum Muda dalam menentang tarekat 

dianggap telah “mengganggu” dan menggoyahkan harmonisasi antara 

agama dan adat. Maka, segala bentuk tantangan gerakan pembaharuan 

Kaum Muda dalam menolak tarekat harus dilawan dan direspon.  

3. Implikasi yang ditimbulkan dari konflik yang bermula pada tahun 1906-

1930-an dalam bentuk tantangan dan respon antara Kaum Tua dan Kaum 

Muda telah turut berdampak pada dimensi intelektual dan sosial 

keagamaan yang cukup besar dan berpengaruh. Keadaan ini telah 

menandaskan suatu era ketegangan kreatif akibat konflik dan pergolakan 

yang terjadi. Secara positif bisa dilihat bahwa konflik yang terjadi telah 

membuat suasana diskursus keagamaan yang sangat semarak dan dinamis. 

Hal ini ditandai dengan banyaknya diadakan suatu pertemuan dan 
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perdebatan antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Di samping itu 

bermunculan berbagai sekolah-sekolah dan penerbitan dari masing-masing 

golongan ini yang berfungsi sebagai media untuk tantangan dan respon  

serta kompetisi dalam ajang paham keagamaan. Namun, fakta konflik 

tersebut juga dinilai bersifat negatif, karena berimplikasi pada terjadinya 

perpecahan ummat akibat konflik yang terjadi, tidak hanya pada level 

ulama (baca: elite agama) bahkan, juga pada level pengikut di bawah 

(baca:ummat). Maka, tidak mengherankan pada fakta sejarah diketahui 

akan kondisi sosial keagamaan di masyarakat Minangkabau telah  

mengalalami suatu polarisasi dalam bentuk paham keagamaan, lembaga, 

maupun sarana peribadatan. 

 

B. Saran-saran 

Adapun saran-saran atau rekomendasi yang bisa disampaikan pada 

penelitian ini adalah; 

1. Agar masyarakat dan ulama bisa dapat memahami secara komprehensif 

terhadap segala dinamika konflik pemikiran dalam bidang agama, 

termasuk dalam konflik pemikiran tentang tarekat. Masyarakat hendaknya 

bisa menilai secara lebih jernih terhadap perbedaan tersebut, bukan dengan 

sikap menyalahkan suatu paham atau pendapat. Historiografi Kaum Tua 

dan Kaum Muda dengan segala konflik yang terjadi, telah memberi 

pelajaran kepada kita, agar bisa melihat segala faktor yang mempengaruhi 

terhadap bentuk tantangan dan respon pemikiran yang dilakukan.  
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2. Diharapkan penelitian ini tidak hanya berhenti di sini saja. Kepada peneliti 

yang berminat dalam tema ini, penyusun sangat berharap untuk 

melanjutkan penelitian yang terkait, atau jika perlu melakukan kritik agar 

berkembangnya dinamisasi ilmu pengetahuan melalui penelitian yang 

objektif.  
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Abstrak





Tesis ini memfokuskan pada pembahasan mengenai  kelompok Kaum Tua dan Kaum Muda. Dua kelompok ini telah mewarnai suatu perdebatan dan pertentangan dalam kehidupan sosial keagamaan di Minangkabau yang berujung pada adanya tantangan.dan respon. Salah satu bentuk dari perdebatan dan pertentangan yang terjadi adalah mengenai masalah tarekat. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka kemudian dirumuskan permasalahan, bagaimana tantangan dan respon antara Kaum Tua dan Kaum Muda terhadap tarekat, apa yang melatarbelakangi perbedaan tersebut, dan apa implikasi pertentangan tersebut terhadap kehidupan intelektual dan sosial.  

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research) yang mendasarkan penelitian pada data-data melalui referensi yang terkait dan relevan dengan permasalahan. Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan melalui pertanyaan di atas adalah; Pertama, adalah teori tantangan dan respon dari Arnold J. Toynbee. Tantangan dan respon adalah teori mengenai dialektika sejarah dan budaya akibat dari adanya kausalitas dari adanya tantangan dan respon, baik dalam ide, wacana, maupun gerakan. Kedua, adalah teori konflik. Dalam analisis teori ini dinyatakan bahwa terjadinya konflik dan gugatan terhadap suatu  tatanan sosial, akibat dari telah mapan dan terjadinya suatu status quo, yang mengakibatkan suatu masyarakat menjadi stagnan. Maka atas dasar itu kondisi masyarakat dalam teori konflik akan berupaya melakukan suatu perubahan akibat konflik tersebut. Ketiga, adalah tipologi tentang tasawuf falsafi dan tasawuf sunni. Kerangka teori terakhir ini digunakan untuk melihat dan menilai terhadap perdebatan dalam menentukan kriteria kesesuaian bentuk pengamalan tasawuf/tarekat dengan sumber ajaran normatif. Adapun pendekatan digunakan pendekatan sejarah sosial kritis dan analisis data melalui teori hermeneutika-abduktif.

Temuan dari penelitian ini ialah bahwa institusi tarekat (Naqsyabandiyah-Khalidiyah) dengan segala bentuk rangkaiannya seperti silsilah, rabiṭah, sulûk,   pantangan makan daging dan sebagainya dalam pandangan Kaum Tua adalah merupakan suatu hasil ijtihad dari ulama-ulama sufi yang  diambil dari ajaran al-Qur’an dan Hadis sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Sementara Kaum Muda menilai, bahwa amalan-amalan tarekat seperti di atas sama sekali tidak berdasar dalam tuntunan al-Qur’an dan Hadis. Oleh sebab itu diangga sebagai kategori perbuatan bid’ah. Tetapi Kaum Muda, tidak menentang amalan tasawuf yang bersifat amali dan salafi dengan keterkaitan yang sangat ketat antara tasawuf dan syari’ah.    

 Adapun yang melatarbelakangi paham dari Kaum Muda dalam segi ajaran adalah semangat puritanisme yang selalu menekankan prinsip fundamental yang didasarkan pada tekstualitas al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan bagi Kaum Tua yang mempertahankan tarekat, lebih menekankan aspek teleologis ajaran, yang bisa bermanfaat bagi kedekatan pelaku tarekat dengan Allah melalui berbagai ritual dan latihan rohaniah. Selain itu tarekat bagi Kaum Tua juga berfungsi dalam menyempurnakan kekurangan dari dimensi trilogi ilmu pengetahuan klasik Islam, yang tertuang dalam disiplin tauhid, fiqih, dan tasawuf. 

Jika ditinjau dari segi sosio-kultural dalam ranah struktur keberagamaan, bahwa yang melatarbelakangi penolakan ulama Kaum Muda terhadap tatanan tarekat didasarkan pada krtitik terhadap adanya fenomena sikap yang jumud dan kolot dalam maupun pengaruh dari institusi tarekat yang menyebabkan ummat menjadi tidak berpikiran moderen. Sebab dalam sistem tarekat, sikap tunduk pada “perintah” guru/mursyid menjadi diutamakan, sehingga dimensi manusia yang berpikir dan berijtihad menjadi tidak berfungsi. Sedangkan bagi ulama Kaum Tua, yang `mempertahankan tarekat menganggap bahwa tarekat adalah merupakan bagian dan salah satu pilar dalam struktur keberagamaan muslim Minangkabau. Oleh sebab itu, segala bentuk tantangan dan penolakan terhadap tarekat berarti “ancaman” terhadap kemapanan beragama tersebut. Maka, respon dan tanggapan sebagai bagian dari upaya mempertahankan adalah suatu bentuk perjuangan untuk memelihara tradisi sosial keagamaan tersebut. 

Implikasi pada tataran sosial dan intelektual ialah teciptanya suatu kompetisi dalam bingkai segmentasi paham dengan melibatkan berbagai media langsung, seperti forum diskusi dan debat, serta berdirinya sekolah-sekolah dan jurnal yang diterbitkan oleh masing-masing kelompok. Dalam penilaian positif, kondisi ini telah melahirkan suatu era ketegangan kreatif dan dinamika sosial keagamaan. Namun dari sisi negatifnya, ummat dan ulama menjadi terpolarisasi sehingga persatuan dan kesatuan muslim menjadi terkendala. 

Penelitian ini mempunyai kontribusi dalam menambah literatur tentang historiografi peran Kaum Tua dan Kaum Muda dalam percaturan pemikiran sosial keagamaan di Minangkabau. Kemudian penelitian ini juga bisa digunakan dalam melihat sebab-sebab atau akar-akar perbedaan pemahaman dalam menyikapi permasalahan tarekat, sehingga bisa digunakan sebagai sarana resolusi terhadap konflik tersebut untuk mencapai saling pemahaman dan pengertian.     

























MOTTO





“Perbedaan pendapat di kalangan ummatku adalah rahmat”

(Hadis Nabi Muhammad SAW)



“Tasawuf tidak dapat dicapai dengan memperbanyak

 shalat dan puasa belaka, melainkan harus dibarengi 

dengan kemantapan hati dan kemurahan jiwa”

(Al-Junaid al-Baghdadi)





“Dan hanya bangsa yang membebaskan

dirinya dari rasa dendam yang akan menjadi besar”

(Taufik Ismail)



“Jika tuan menuntut ilmu,

Ketahui dulu keadaanmu,

Man ‘arafa nafsahu kenal dirimu,

Faqad ‘arafa Rabbahu kenal Tuhanmu.

Kenal dirimu muhadas semata,

Kenal Tuhanmu qadim semata,

Tiada bersamaan itu keduanya,

Tiada semisal seumpanya.”

(Abdurrauf as-Singkili)
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KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji, saya haturkan dengan penuh takzim dan khusyu’ kepada Allah, SWT, atas nikmat dan karunia-Nya khususnya kepada saya, sehingga atas perkenan-Nya, karya tesis ini, akhirnya dapat diselesaikan dalam waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan pada Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah membawa perubahan besar bagi peradaban umat manusia dan bagi kemaslahatan alam semesta.

Alhamdulillah kembali saya ucapkan karena telah selesainya tesis ini. Walaupun, dalam proses terwujudnya tesis ini, akan terasa sombong kiranya jika disebut hanya sebagai karya saya pribadi an sich. Karya tulis tesis yang ada di hadapan ini hadir berkat  kerjasama dan hasil interaksi dengan berbagai kalangan, baik melalui perkuliahan, diskusi, obrolan santai, maupun lewat canda-gurau “serius”. 

Atas dasar itu saya berkewajiban dan sekaligus minta izin untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang sangat mendalam tersebut dalam ungkapan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut;

		Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, baik selaku Dosen maupun selaku  Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan “pencerahan”, baik kepada perjalanan akademik saya khususnya, maupun kepada Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga pada umumnya. 



Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnaen selaku Direktur, dan Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA, selaku Asisten Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas penerimannya terhadap saya sebagai peserta dan mahasiswa pada program S2.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag, selaku Ketua Prodi, Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim selaku Sekretaris Prodi, dan Ibu Eti Rohaeti selaku Staf  pada Prodi Agama dan Filsafat PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas layanan dan arahannya dalam proses menempuh program studi.

Terima kasih kepada Pembimbing tesis, Dr. Syaifan Nur, MA atas segala dorongan, nasihat,  dan bimbingannya dalam proses penulisan tesis.

Terima kasih kepada seluruh Staf Pengajar/Dosen pada Prodi Agama dan Filsafat Konsentrasi Filsafat Islam, yang telah mau berbagi ilmu pengetahuan serta membimbing mahasiswanya dalam mencari dan menyelami pengetahuan tersebut.

Terima kasih kepada Staf Administrasi Tata Usaha, Staf Perpustakaan Pascasarjana dan Staf Perpustakaan UPT UIN Sunan Kalijaga atas segala layanan dan kemudahan dalam menempuh studi.

Terima kasih kepada Departemen Agama RI khususnya melalui PPs UIN Sunan Kalijaga atas bantuan beasiswa prestasi semester yang telah turut membantu  dalam kelancaran studi.

Terima kasih kepada Pemerintah Daerah TK I Propinsi Riau, atas pemberian beasiswa studi S2 pada tahun anggaran 2007, sehingga dengan beasiswa tersebut semakin memperpanjang “nafas hidup” akademik saya selama menempuh studi.

Terima kasih kepada Bapak H. Kursanie, S.Pd.I, selaku Ketua Yayasan, dan Bapak Drs. H. Muchtar Awang, MA selaku Ketua STAI Auliurrasyidin Tembilahan, beserta Staf Akademiknya, atas amanahnya yang diberikan pada saya dalam berpartisipasi mengajar,  serta terima kasih juga atas bantuan penulisan tesisnya.

Terima kasih kepada teman-teman kelas Filsafat Islam angkatan 2006/2007, yaitu, Pak Santosa ‘Irfaan, Pak Teguh Raharjo, Mas Ainur Rahim, Mas Nazaruddin Latif, Mas Hatim Ghazali, dan Mbak Baiq Hadia Martanti, atas solidaritas dan persahabatannya dalam menempuh studi.

Terima kasih kepada Bang Aziz, Bang Jazi, Busu Azhari, Aci’ Thalib, atas segala bentuk perhatian dan bantuannya yang telah diberikan.

Terima kasih kepada Bang Nurisman, Bang Thalib, Aci’ Amid, Bang Edy Ardian, atas nasihat, saran, dan dorongannya yang konstruktif bagi kemajuan studi.

Terima kasih pada kawan-kawan di Himariska yang telah turut membantu lewat diskusi rutinnya, sehingga membantu dalam proses penyelesaian tesis.

Terima kasih pada Nenekda Hj. Mariyatul Qibtiyah Siddik, atas perhatiannya yang tiada tara kepada para cucu-cucunya, termasuk saya.

Terima kasih kepada Nurul R.H., yang telah dengan baik “menemani” selama ini dan saya mohon maaf atas sikap saya yang  “acuh” dan kurang perhatian selama menempuh studi.

Terima kasih yang tentunya “wajib” saya sampaikan kepada kedua orang tua, abang, dan adik-adik, atas segala perhatian dan pengertiannya selama ini, terutama pada saat saya sebelum dan sedang studi S2.

Terima kasih secara bi al-ghaib atas pihak-pihak yang mestinya harus disebut di sini karena “jasa-jasa”nya, namun saya tidak dapat sebutkan, karena tidak mungkin disebutkan semuanya.

Akhirnya saya sudahi kata “penuh” terima kasih ini dengan ucapan maaf yang sedalam-dalamnya. Namun, sebelum saya sudahi kata pengantar ini, saya tegaskan lagi bahwa, walaupun tesis ini atas bantuan dan masukan berbagai pihak, akan tetapi secara keseluruhan adalah tanggung jawab saya sendiri. Oleh sebab itu tesis ini pasti tidak mungkin luput dari suatu kesalahan dan kekeliruan. Maka atas dasar itu, diharapkan tegur sapa, koreksi, dan kritik yang produktif sangat saya harapkan dan nantikan dari para pembaca yang budiman. 

Akhirul kalam, saya sudahi kata pengantar ini dengan ucapan maaf dan ucapan banyak terima kasih atas semuanya. Wassalam.

Yogyakarta, 20 Juni, 2008

Penyusun,



Nasrullah, S.H.I

NIM: 06.212.474



         DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL 		i

HALAMAN NOTA DINAS 		ii

PERNYATAAN KEASLIAN 		iii

HALAMAN PENGESAHAN		iv

ABSTRAK	 	v

MOTTO 		vii

HALAMAN PERSEMBAHAN 		viii

PEDOMAN TRANSLITERASI 		ix

KATA PENGANTAR 		xiii

DAFTAR ISI 		xvii

DAFTAR LAMPIRAN		xviii

BAB I 	PENDAHULUAN 		1

Latar Belakang Masalah 		1

Rumusan Masalah 		6

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 		6

Tinjauan Pustaka 		7

Kerangka Teori 		10

Metode Penelitian 		14

Sistematika Pembahasan 		16

BAB II 	ISLAM, ADAT, DAN TAREKAT DALAM LINTASAN SEJARAH MINANGKABAU 		19

Sejarah Singkat Masuknya Islam di Minangkabau 		19

Dialektika Islam dan Adat 		31

Awal Mula Perkembangan Tasawuf dan Tarekat 		41

BAB III 	GERAKAN PEMIKIRAN KEAGAMAAN DALAM ALAM MINANGKABAU 		52

Gerakan Paderi 		52

Gerakan Kaum Tua 		66

Gerakan Kaum Muda 		72

BAB IV 	POLEMIK TENTANG PERMASALAHAN TAREKAT 		81

Tantangan dan Respon tentang Legitimasi Tarekat 		81

Faktor-faktor yang Melatarbelakangi 		98

Implikasi Konflik pada Tataran Intelektual dan Sosial 		106

BAB V 	PENUTUP 		115

Kesimpulan 		115

Saran-saran 		117

DAFTAR PUSTAKA 		120

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP













BAB I

PENDAHULUAN





Latar Belakang Masalah

Proses islamisasi di Nusantara dalam sejarahnya dipengaruhi oleh kuatnya unsur sufisme atau tasawuf. Hal ini terbukti dengan munculnya komunitas-komunitas pengamal tasawuf yang terwadahi pada bentuk  organisasi yang terlembaga pada institusi yang dikenal dengan tarekat Tarekat merupakan “jalan” yang dilalui para sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tarekat biasanya mengacu pada bentuk-bentuk rangkaian amalan dan bacaan spiritual melalui zikir, ratib,  wirid, dan sebagainya yang mempunyai silsilah dari pembimbing sufi dan guru-gurunya hingga sampai pada Nabi. Lihat buku Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survey Historis, Geografis, dan Sosiologis, Bandung: Mizan, 1992, h. 15.  Namun, dalam perjalanan sejarahnya, pemakaian istilah tarekat dalam tradisi tasawuf terdapat dua tujuan: Pertama, pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, tarekat diarahkan pada bentuk metode atau cara melatih psikologi bagi bimbingan moralitas kepada individu-individu. Kedua, sesudah abad ke-11 Masehi, tarekat menjadi sistem dari tata-cara olah spiritual  tertentu bagi sekelompok komunitas pengamalnya.  pada masa masuknya Islam ke negeri ini. Tasawuf dengan karakter esoterisnya yang santun, toleran,  dan akomodatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal atau adat sangat berjasa dalam “menyentuh” psikologis keberagamaan masyarakat lokal. Hal inilah kemudian yang menyebabkan mereka banyak tertarik dengan Islam sufistik tersebut. Lihat buku yang berasal dari penelitian disertasi yang dipertahankan di Universitas ‘Ain Syams Mesir yang ditulis oleh  Alwi Shihab, Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia,  Bandung: Mizan, 2001, h. 10. Bandingkan kemudian dengan Louis Massignon, “Tharika”, dalam H.A.R. Gibb  dan J.H. Kraemer  (ed.), Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden:  E.J. Brill and Luzc & Co., 1961, h. 573.

 

Dominannya pengaruh tasawuf dalam intensifikasi gerak dakwah islamisasi di daerah periferal Islam ini, sangat berkaitan erat disebabkan dari adanya implikasi historis. Yakni, di mana saat itu bersamaan sedang berkembang suburnya disiplin ilmu dengan indikasi maraknya suasana gerakan-gerakan tasawuf di bekas wilayah-wilayah sentral kekuasaan politik   Islam setelah Baghdad ditaklukkan. J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford: Oxford  University Press, 1971, h. 14.

Daerah Minangkabau sebagai  bagian wilayah dari Nusantara tidak luput dari adanya penetrasi kultur sufisme yang menyertai proses islamisasi di daerah ini. Sejak awal diperkirakan dalam sejarah masuknya Islam di kawasan ini, tampaknya eksistensi tasawuf dengan organisasi tarekatnya telah hadir dalam perkembangan Islam di Minangkabau. 

Sebagaimana lazimnya pendekatan tasawuf dalam proses dakwahnya, islamisasi di Minangkabau cenderung terlihat mengalami bentuk proses akulturasi budaya ketimbang proses politik. Zaim Rais, “Respon Kaum Tuo Minangkabau terhadap Gerakan Pembaharuan Islam”, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (ed.), Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan  Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, h. 37. Hal ini disebabkan, Minangkabau tidak memiliki basis sistem kekuatan politik kerajaan yang kuat seperti daerah lain. Kekuasaan politik Minangkabau tidak berada dalam sistem sentralistik. Namun, kekuasaan itu hanya efektif dalam konteks nagari yang sifatnya desentralistik. Barangkali kenyataan ini mempunyai nilai positif, yakni memberi kebebasan kepada masyarakat untuk dapat menerima Islam secara kultural. Walaupun, juga memberi nilai “negatif”, karena proses islamisasi bergerak terkesan cukup lamban karena tidak adanya unsur imperatif dalam bentuk dukungan kekuasaan politik. 

Tetapi, walaupun islamisasi diasumsikan terkesan lamban namun pasti dalam perjalanan sejarahnya, Islam dianggap telah menjadi unsur penentu dan dominan dalam struktur masyarakat Minangkabau. Pertentangan budaya lokal atau tradisi adat setempat dengan nilai-nilai normatif Islam hampir bisa didamaikan, walaupun tidak berarti menghilangkan unsur-unsur “lama” yang terdapat dan berakar dalam masyarakat Minangkabau. Termasuk dalam konteks ini praktek-praktek tasawuf  yang terimplementasi dalam gerakan tarekat dengan praktek-praktek tertentu yang banyak mengakomodasi sistem tasawuf falsafi yang bersifat  ekstatik. 

Persinggungan Islam dan budaya lokal biasanya memakai pola gerak sejarah kesinambungan dan perubahan (contiunity and change). Taufik Abdullah, “Islam, History  and Social Change in Minangkabau”, dalam Lynn L. Thomas dan Frans von Benda-Beckman, (ed.), Contiunity and Change in Minangkabau, Ohio: Center for Southeast Asian Studies, 1985, h. 151. Dalam perjalanan sejarah Islam di Minangkabau, pola akulturasi antara nilai-nilai  Islam dan budaya telah menimbulkan kesan yang mendalam dalam konstruk kesadaran masyarakat Minangkabau. Fakta itu ditandai dengan sebuah ungkapan kompromistis yang lahir dalam kesadaran masyarakat yang tertuang dalam semangat “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah”. Artinya, bahwa adat  sama dengan Islam atau berdasarkan syara', begitu juga ungkapan sebaliknya. 

“Kemapanan” beragama ala kaum tradisi yang terkenal dengan sebutan Kaum Tua Kaum Tua biasanya diistilahkan sebagai kelompok ulama yang bersifat tradisionalis dan konservatif, baik dalam pemahaman maupun praktek keagamaan.  Kelompok ulama ini dikenal sebagai “penjaga benteng" ortodoksi keagamaan. Lihat Taufik Abdullah,  School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra” (1927-1933), Ithaca:  Cornell Modern Indonesia Project, 1971. h. 15. dengan segala variannya, berhadapan dengan  gerakan kaum pembaharu yang kemudian dikenal dengan sebutan Kaum Muda. Kaum Muda merupakan istilah sekelompok ulama yang berpikiran moderen dan progresif. Mereka tidak menerima pemahaman keagamaan sebagaimana kaum tradisonalis yang pro kepada taklid. Bagi mereka pemahaman keagamaan bisa ditafsirkan dalam ruang ijtihad. Dari segi pengamalan keagamaan, mereka menghendaki adanya purifikasi ajaran yang sesuai dengan sumber al-Qur’an dan as-Sunnah. Pada aras ini mereka menolak adanya praktek-praktek agama yang berbaur dengan tradisi lokal yang tidak ada dasarnya yang berasal dari dua sumber otoritatif Islam tersebut. Bandingkan dengan Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 7. Gerakan Kaum Muda ini mengusung tema  dengan  semangat dan slogan “kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah”. Untuk lebih jelas tentang problem kembali pada al-Qur’an dan Sunnah dalam gerakan pemikiran Islam, menarik untuk dibaca dalam Yudian Wahyudi, The Slogan Back to Qur’an and The Sunna As The Solution to The Decline of Islam in The Modern Age 1774-1974, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007, h. 3. Mereka menilai, bahwa suasana beragama melalui praktek yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau selama ini telah banyak bertentangan dengan kedua sumber hukum di atas. Oleh karena itu perlu ada pembaharuan pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Klaim dari pembaharu ini, berdasarkan kondisi seperti itu, bahwa pengamalan agama masyarakat muslim Minangkabau mesti harus diupayakan adanya purifikasi ajaran agar tidak merajalelanya praktek-praktek bid'ah-bid'ah. Sebab, bentuk-bentuk perbuatan yang diamalkan selama ini oleh masyarakat pada dasarnya berasal dari tradisi-tradisi lokal yang selama ini diakomodasi oleh Kaum Tua atau ulama tradisional, yang tidak ada referensi tekstual dalam ajaran Islam. Begitu juga respon dan kritik Kaum Muda terhadap pemikiran tasawuf dan  praktek-praktek tarekat yang  menjadi tema bahasan penelitian ini. Pengamalan tasawuf dan tarekat yang dipelopori oleh  Kaum Tua dianggap telah menyimpang dari ketentuan normatif agama terutama, sejarah praktek kenabian dan sahabat.

Namun, kalau ditinjau dalam perspektif Kaum Tua, mereka juga tentunya mempunyai reasoning values dalam memberikan argumentasi respon balik (counter attack) sekaligus mempertahankan pendapat dalam menyikapi kritik Kaum Muda yang sangat tajam terhadap eksistensi tasawuf dan tarekat. Terlihat Kaum Tua sepertinya kukuh mempertahankan nilai-nilai tradisi tasawuf dan tarekat serta adat. Sebab, tradisi tarekat  ini telah berjasa dalam proses islamisasi, plus telah menjadi bagian “kesadaran” keagamaan masyarakat Minangkabau.

Tantangan dan respon dari dua kubu ulama ini pada masa awal abad 20-an, diasumsikan berdampak pada ranah intelektual dan sosial. Sebab, setiap gerakan pemikiran dan segala respon yang dilakukan, apalagi berujung pada terjadinya konflik, pasti mempunyai dampak dan arti yang akan ditimbulkan pada perkembangan sejarah di kemudian hari. 

Penelitian ini sebenarnya ingin memotret nilai sejarah sosial pemikiran keagamaan dari pertarungan tantangan dan respon antara dua kubu, Kaum Tua dan Kaum Muda dalam memandang tarekat. Karena sejauh pengamatan penyusun, pada penelitian sebelumnya tentang kedua golongan ulama di atas masih bersifat parsial. Kalau pun ada biasanya  hanya mengetengahkan peran yang dominan pada  gerakan pembaharuan Kaum Muda yang mengkritik  terhadap tradisi keagamaan yang dikembangkan oleh Kaum Tua. Pada penelitian ini, penyusun ingin melihat kedua  golongan ulama ini berinteraksi dalam posisi “saling” mengkritik satu sama lainnya.



Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut;

		Bagaimana pengertian  tarekat dan rumusannya dalam konstruksi pemikiran Kaum Tua dan Kaum Muda.

		Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadi tantangan dan respon antara Kaum Tua dan Kaum Muda dalam masalah tarekat.



Bagaimana implikasi dari konflik pemikiran tentang tarekat tersebut dalam ranah intelektual. dan sosial 



Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan mengajukan  rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk;

1.	Mengetahui secara lebih komprehensif pengertian dan rumusan tentang tarekat dalam pandangan Kaum Tua dan Kaum Muda. 

2.	Memahami secara baik faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi tantangan dan respon dalam pandangan Kaum Tua dan Kaum Muda pada masalah tarekat. 

3.	Mengetahui dampak dari terjadinya konflik pemikiran tentang tarekat pada ranah intelektual dan sosial 

Kajian ini dalam kontribusinya berupaya ingin mempotret dinamika pemikiran aspek tarekat sebagai sebuah kesadaran keberagamaan dalam struktur masyarakat Minangkabau. Pada kajian-kajian penelitian sebelumnya   masih belum banyak dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kontribusi penulisan sejarah sosial keagamaan dan bermanfaat juga hendaknya bagi upaya resolusi konflik dengan mencoba melihat akar-akar penyebab konflik pemikiran tentang tarekat dalam perspektif Kaum Tua dan Kaum Muda. Di samping itu juga untuk bisa menambah khazanah literatur tentang pemikiran tarekat di  Nusantara.



Tinjauan Pustaka

Karya-karya mengenai gerakan keagamaan di Minangkabau diakui cukup banyak. Terutama didominasi mengenai penelitian tentang gerakan pembaharuan Kaum Muda. Bisa dikatakan sangat sedikit sekali penelitian tentang gerakan Kaum Tua. Kecuali, terlihat penelitian yang cukup lengkap tentang Kaum Tua, seperti yang dilakukan oleh Sanusi Latief. Sanusi Latief, “Gerakan Kaum Tua di Minangkabau”, disertasi doktor IAIN Syarif Hidayatullah  Jakarta, 1988. Hanya saja ia dalam penelitiannya masih terkesan menempatkan posisi gerakan Kaum Tua masih hanya sebagai sebuah wadah organisasi “biasa” yang di dalamnya berkumpul ulama-ulama dengan kecenderungan keagamaan yang bersifat tradisional-defensif. Kajiannya belum melihat unsur-unsur kritisisme dalam gerakan Kaum Tua, terutama  ketika berhadapan dengan Kaum Muda. 

Penelitian Zaim Rais Zaim Rais, Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalists Responces to The Modernist Movement, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001. yang sebelumnya adalah tesis master di McGill University  yang kemudian diterbitkan, bisa dianggap dan tampaknya “lebih maju” selangkah dari penelitian sebelumnya. Karena ia meneliti tentang respon gerakan Kaum Tua terhadap pembaharuan Kaum Muda. Dalam konteks ini, terdapat adanya pergeseran pihak yang merespon suatu persoalan menjadi sedikit berimbang dalam diskursus pemikiran. Pada kebiasaannya para peneliti lebih banyak mengeksplorasi gerakan Kaum Muda yang selalu mengkritik, bahkan ingin mendekonstruksi tatanan pemahaman kaum tradisonalis. Namun,   cukup disayangkan bagian-bagian respon Kaum Tua terhadap Kaum Muda yang diuraikan masih global dan terkesan berkutat pada persoalan khilafiah fiqih. Walaupun, aspek tasawuf, khususnya tarekat disebut, namun masih bersifat parsial.

Sedangkan tulisan yang menyangkut sejarah sosial gerakan Kaum Muda, dapat dilihat misalnya karya Taufik Abdullah. Taufik Abdullah, School and Politics. Kajiannya merupakan penelitian yang berasal dari disertasi. Dalam buku ini ia lebih banyak menyoroti implikasi yang ditimbulkan oleh gerakan pembaharuan Islam Kaum Muda pada tumbuhnya fenomena aktifitas politik dan berdirinya lembaga pendidikan moderen yang didirikan oleh Kaum Muda. Setelah dieksplorasi lebih dalam, penelitian ini tidak banyak membeberkan polemik pemikiran kedua kubu tersebut dalam masalah mistisme Islam. 

Hal yang senada juga diulang oleh Burhanuddin Daya Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995. di dalam bukunya yang juga hasil dari penelitian disertasi. Pembahasannya difokuskan tentang gerakan pembaharuan Kaum Muda yang berasal dari lembaga yang bernaung dalam lingkungan Sumatera Thawalib. Lembaga pendidikan inilah yang menjadi pusat pengkaderan dan kordinasi gerakan pembaharuan di Minangkabau maupun di luar daerah khususnya Sumatera. Ia terkesan menyatakan, bahwa Kaum Muda adalah Thawalib itu sendiri, karena para ulama yang tergabung adalah mereka yang berafiliasi pada lembaga tersebut. Karena buku ini membahas gerakan Kaum Muda dalam porsi yang besar, perhatian terhadap lawan dari gerakan ini, yakni Kaum Tua terkesan diabaikan. Padahal kemunculan suatu respon gerakan Kaum Muda didasarkan pada adanya tantangan dari Kaum Tua. 

Demikian juga apa yang diteliti oleh Deliar Noer  dalam penelitiannya. Ia  hanya mencatat dalam kesimpulan, arti penting posisi Minangkabau sebagai asal-asul gerakan pembaharuan Islam di Indonesia terutama pada awal abad 20-an. Deliar Noer, Gerakan Moderen. Penelitiannya ini memberi kontribusi untuk  menguatkan data dan fakta, bahwa di Minangkabau terjadi suatu respon dan tantangan dalam konteks dinamika diskursus pemikiran keagamaan. Akan tetapi dalam hal eksplorasi tentang polemik dalam problem tasawuf, nampaknya luput dari pembahasan.    

Hamka menulis tentang biografi ayah beliau dan juga menyinggung perjuangan kaum agama dalam menghadapi pergolakan pemikiran antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup DR. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera Barat, Jakarta: Djajamurni, 1967. Namun, kalau dicermati lebih dalam dan obyektif buku ini terkesan sangat bias, dilihat dari posisi dan peran Hamka dan ayahnya sebagai tokoh Kaum Muda. Fakta itu tebukti dalam pembahasannya yang dominan dan pro pada Kaum Muda dengan agak sedikit memandang “minor” dalam menguraikan gerakan Kaum Tua. Permasalahan pertentangan tarekat  memang ada disinggung, akan tetapi ia tidak menjelaskan faktor-faktor terjadi pertentangan tersebut dalam hubungan tarekat dengan kesadaran struktur kesadaran beragama orang Minangkabau. 

Dari survei beberapa literatur yang ada telah menunjukkan bahwa tema tentang respon dan tantangan dalam pandangan  Kaum Tua dan Kaum Muda terhadap tarekat secara komprehensif dan seimbang belum pernah dibahas. Oleh karena itu penelitian ini dapat memposisikan sebagai bagian awal dari penelitian secara tematik, khususnya tentang tarekat, namun juga sebagai kelanjutan dari penelitian-penelitian  sebelumnya. 



Kerangka Teori 

Dalam menganalisis polemik dan pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda dalam menyikapi problem tarekat, penyusun menggunakan beberapa konsep atau teori;

 Pertama, penyusun menggunakan teori tantangan (challenge) dan respon (response) dari sejarawan Arnold J. Toynbee. Arnold J. Toynbee, The Study of History, vol. 1, London: Oxford University Press, 1955, h. 23. Arnold J. Toynbee adalah Sejarawan kontroversial abad ini. Ia adalah anak dari pasangan Harry Toynbee dan Sarah Marshal Toynbee. Minatnya terhadap sejarah diilhami dan banyak dipengaruhi oleh ibunya dan pamannya, seorang pelayar yang banyak berpetualang ke manca negara. Pendidikan tingginya diraih dari Oxford Unniversity, Inggris. Lihat dalam A. Syafi’i  Ma’arif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1993, h. 75.   Tantangan dan respon  adalah sebuah dimensi kausalitas pertarungan ide, wacana, atau gerakan yang lahir dalam satu kebudayaan atau pemikiran yang satu sama lainnya saling terkait dan kemudian saling bersifat reaktif. Teori ini  memberikan sebuah kerangka pikir, bahwa munculnya setiap ide, wacana, atau  suatu gerakan pemikiran memiliki relasi yang saling berkait dengan berbagai faktor-faktor penyebab. Oleh sebab itu, segala bentuk gerakan dan pemikiran yang kemudian berujung pada  munculnya kebudayaan “baru” akan melahirkan sebuah konsekuensi logis yang akan mengambil posisi dalam bentuk atau pola respon dan tantangan terhadap situasi dan kondisi sosial-politik yang mengitarinya. R. Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta : LKiS, 2007, h. 65.  Teori ini penyusun pergunakan untuk melihat aksi riil dari konflik yang terjadi. Artinya, melalui teori respon dan tantangan ini diharapkan bisa mempertajam analisa bagi “pembacaan” atas akar penyebab yang menyebabkan kelompok Kaum Tua dan Kaum Muda saling melakukan respon dan tantangan.

Kedua, adalah teori konflik. Teori konflik ini mengasumsikan dalam analisisnya, bahwa kondisi masyarakat atau kelompok selalu berada dalam suasana dan proses perubahan (change) dengan diidentifikasi secara kontinyu oleh pertentangan-pertentangan yang terjadi. George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, alih bahasa Alimandan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 25.  Kemunculan teori konflik ini lahir dari penolakan terhadap teori fungsionalisme struktural, yang hanya melihat setiap elemen masyarakat memberikan dukungan terhadap ekuilibrium dan stabilitas sosial berdasarkan norma-norma yang mengikat dalam tatanan integrasi sosial. Teori konflik memperlihatkan segi yang kontras dengan kenyataan dalam angan-angan teori fungsioanlisme struktural. Menurut teori konflik ini, setiap elemen dan institusi masyarakat yang berkonflik akan melahirkan dan memberikan kontribusi bagi terciptanya kondisi disintegrasi sosial demi sebuah perubahan. 

Namun, yang patut dicatat bahwa konflik yang terjadi dalam sejarah pemikiran atau gerakan tidak melulu dimaknai hanya bersifat negatif atau merugikan dan mewarnai fenomena disintegrasi sosial. Tetapi konflik juga memiliki arti atau fungsi tersendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Pierre van den Berghe yang dikutip oleh George Ritzer adalah;  Ibid., h. 29.  

		Sebagai alat untuk memelihara solidaritas, 



Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain, 

Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, dan

Fungsi komunikasi.

Dalam sejarah intelektual dipahami, bahwa konflik ternyata ada yang memberikan nilai yang bersifat positif. Yakni, akibat konflik dan pertentangan yang terjadi, tidak disangkal akan timbulnya suatu era “ketegangan kreatif” yang melahirkan suatu dinamika. Taufik Abdullah (ed.), Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia,, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, h. 6.   Kenyataan demikian inilah pada tataran selanjutnya akan menghasilkan atau berdampak pada suatu pertalian jalinan mata rantai antara konflik dan perubahan sosial yang mendorong bagi kemajuan dan dinamika di dalam suatu masyarakat. Lihat dalam Achmad Fedyani Saifuddin, Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1986, h. 37. Melalui teori konflik ini penyusun ingin membaca kondisi pertentangan dengan indikasi terjadinya “saling gugat” antara Kaum Tua dan Kaum Muda dalam menyikapi persoalan tarekat dengan segala implikasi yang ditimbulkan. 

 Ketiga, penyusun menggunakan kerangka teori tentang tipologi pengamalan jenis tasawuf sunni dan falsafi. Tipologi ini digunakan untuk melihat aspek pengamalan tasawuf yang mengakibatkan terjadinya konflik. Karena ada diferensiasi genre tasawuf yang diamalkan sehingga mengakibatkan terjadinya penilaian yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kedua kubu diposisikan antara pihak yang mengkritik secara “keras” terhadap praktek-praktek tasawuf, yang diduga sudah tidak sesuai dengan sumber ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun di lain pihak adalah golongan yang masih mempertahankan praktek atau amalan tasawuf dan tarekat yang diduga bersifat ekstatik. 

Berdasarkan klasifikasi dengan tolak ukur validasi kebenaran pada sumber al-Qur'an dan as-Sunnah, maka dapat dipandang ada tasawuf yang dianggap yang masih berpegang teguh atau sesuai pada norma-norma  kedua sumber suci di atas, dan ada juga yang dianggap tidak terikat dan tidak bersumber pada keduanya. Tasawuf jenis pertama dikenal dengan istilah tasawuf sunni atau ada juga yang mengatakan tasawuf Akhlaqi. Kata “sunni” pada istilah itu, dalam tafsirannya bisa dimaknai sebagai tasawuf yang diterima oleh kaum Sunni, bisa juga dimaknai tasawuf yang sesuai dengan Sunnah, yang berarti sesuai dengan al-Qur'an, serta bisa juga dimaknai karena sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka tasawuf ini  adalah jenis tasawuf yang “benar”. Perkembangan tasawuf sunni diakui oleh peneliti tasawuf mencapai puncaknya pada al-Ghazali yang berperan banyak merumuskan sistem tasawuf ini. Kautsar Azhari Noer, “Mengkaji Ulang Posisi Al-Ghazali dalam Sejarah Tasawuf”, dalam jurnal Paramadina, Vol. l, No. 2, 1999, h. 164.

Sedangkan tasawuf jenis kedua, adalah yang dikenal dengan istilah tasawuf falsafi, karena  ajaran-ajarannya banyak mengakomodasi unsur-unsur filosofis di luar mistik Islam, seperti dari Yunani, Persia, India, Kristen, dan lain sebagainya. Jenis tasawuf ini dalam prakteknya sering mengungkapkan ajaran-ajarannya dengan simbol-simbol khusus dan tata cara yang cukup sulit dipahami oleh penganut tasawuf Sunni dan masyarakat awam. Tasawuf falsafi mencapai puncaknya pada tokoh Ibn 'Arabi. Ia diakui sebagai pioner doktrin Wujûdiyah yang telah “mengguncang” jagat disiplin tasawuf.  Tokoh yang sangat menentang adalah Ibn Taymiah. Ia mengecam segala bentuk praktek-praktek tasawuf ekstrim yang dijalankan oleh para sufi falsafi semisal Ibn ‘Arabi, al-Hallaj, dan lain sebagainya  yang dalam kesimpulannya sudah tidak sesuai dengan ajaran salaf. apalagi ada istilah wahdah al-wujud yang merusak keyakian teologis atau tauhid yang mestinya harus dibedakan antara dimensi Khaliq dengan makhluk. Begitu juga istilah ittihad, hulul, dan ungkapan sufi yang bernada ego-teosentris melalui ungkapan yang sering diistilahkan dengan syatahat, serta praktek-praktek gerakan tarekat yang mengandung unsur takhayul, bid’ah dan khurafat.. Lihat dalam karya Ibn Taymiah, Majmu’ Fatâwa, jilid I, Riyâd: Matâbi’ ar-Riyâd, 1398 H, h. 7. 



Metode Penelitian

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (library  research), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelahaan literatur-literatur terkait dengan pokok bahasan, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi dan Penulisan Ilmiah, Yogyakarta: IKFA, 1998, hlm. 26.  

		Sifat Penelitian



Penelitian ini bersifat deskriptif-kritis-analitik. Yaitu mendeskripsikan, mengkritisi, dan menganalisis respon dan tantangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda mengenai pandangan tasawuf serta faktor-faktornya. 

		Sumber-sumber Data



Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu; 

		Sumber Data Primer. Sumber data primer adalah data-data yang berasal dari tulisan atau karya dari tokoh-tokoh kedua golongan ini, baik berupa kitab, maupun berupa tulisan dalam bentuk jurnal dan lain sebagainya.



Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dari data-data yang dipandang sebagai data primer. Sumber data ini yang penyusun pergunakan adalah karya-karya penulis  lain yang berkaitan dengan bahasan studi baik berupa buku, ensiklopedi, karya penelitian, maupun dalan bentuk tulisan yang lain.

		Teknik Pengumpulan Data



Mengingat jenis penelitian adalah penelitian pustaka, maka yang digali dari sumber primer maupun sekunder adalah melalui tiga tahap; Pertama, mengumpulkan, mangamati dari aspek kelengkapan validitas dan relevansinya dengan aspek yang diteliti. Kedua, membuat klasifikasi dan diformulasikan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah. Ketiga, membuat analisis lanjutan data yang sudah diklasifikasi lalu dibuat kerangka sistematika, teori, konsep, dan pendekatan yang sesuai  dengan pokok masalah.

		Pendekatan dan Analisis Data



Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis-kritis. Dengan spesifikasi pada sejarah gerakan pembaharuan dan sejarah intelektual yang termasuk dalam pendekatan sejarah sosial keagamaan. Azyumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor  Sejarah , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 82. Oleh karena itu,  pokok bahasannya terkait dengan peristiwa atau kejadian masa lalu yang harus dituangkan dalam deskripsi historis. Adapun metode analisis data penyusun menggunakan metode hermeneutika abduktif. Salah satu pendekatan hermeneutik adalah interpretasi terhadap studi biografis yang menggambarkan tokoh melalui riwayat hidup, latar belakang, dan ide-ide pemikiran. Lihat M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, h. 56-57. Lihat juga Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 25.  Yaitu, sebuah metode penyelarasan data berdasarkan asumsi dan analogi penalaran serta hipotesa-hipotesa yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran, karena berada dalam wilayah interpretasi historis.  Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik,  Jakarta: Paramadina, 1998, h. 18. 



Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam penelitian ini dipandang menyeluruh (comprehensive) dan terpadu (integrated) sebagai penelitian ilmiah, penyusun menggunakan sistematika tesis dengan berisi lima bab dengan sub-babnya masing-masing yang terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup.   

Bab Pertama, adalah pendahuluan, yang bagian-bagiannya diuraikan antara lain adalah latar belakang masalah, sebagai pencarian untuk menemukan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah selanjutnya diajukan setelah elaborasi latar belakang masalah, dalam rangka menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian penting untuk ditampilkan adalah sebagai ungkapan dari manfaat atau kontribusi yang akan diambil kemudian dari penelitian ini. Telaah pustaka dieksplorasi secara lebih dalam, agar terjaminnya orisinalitas dan posisi penelitian supaya tidak terjadi fenomena repetisi dalam tema penelitian sejenis. Kerangka teori digunakan sebagai suatu kerangka pemikiran konseptual yang dipakai untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian dipilih sebagai sarana dan teknik dalam menghadapi dan menganalisis data-data penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang terakhir adalah sistematika pembahasan, yang dipaparkan untuk mengurutkan satuan-satuan pembahasan dalam bentuk penjenjangan sistematisasi bab-bab agar pembahasan lebih fokus. 

Bab Kedua, diuraikan mengenai sejarah masuknya Islam di Minangkabau, dialektika antara Islam dan adat, serta awal mula berkembangnya tasawuf dan tarekat. Elaborasi persoalan di atas membantu untuk memasuki “pintu gerbang” sejarah keislaman di Minangkabau dan mengetahui  problem dialektis antara aspek agama dan tradisi pada tataran pembahasan berikutnya.

Bab Ketiga, memaparkan  tentang Kaum Tua dan Kaum Muda sebagai gerakan pemikiran keagamaan dalam alam Minangkabau. Dalam bab ini diusahakan untuk melihat sebuah gerakan lahir dalam rahim konteks kulturalnya yang terkait dengan interaksi atau jaringan pemikirannya masing-masing, serta mengetahui struktur sosial keberagamaan masyarakat Minangkabau pada waktu itu. 

Bab Keempat, kemudian dilanjutkan melihat  polemik tentang problem-problem tarekat yang menjadi perdebatan. Pembahasan paada sub-bab ini  bertujuan untuk membidik perbedaan perspektif dalam menilai hakekat tarekat dan pengamalannya. Dari uraian ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis landasan berpikir di antara kedua kelompok ulama ini. Pada sub-bab berikutnya kemudian dianalisis tantangan dan respon antara pandangan Kaum Tua dan kaum Muda tentang tarekat dan faktor-faktor yang mengitarinya. Analisis ini akan diharapkan memperkuat alasan-alasan atas dimensi-dimensi sikap penolakan dan sikap pelestarian terhadap bentuk-bentuk tarekat  yang diamalkan oleh masyarakat.

Bab Kelima, adalah penutup. Termasuk dalam bab ini adalah  berisi kesimpulan penelitian, sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya adalah berisi saran-saran sebagai ungkapan keterbatasan daya jangkau penelitian ini, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

























BAB II

ISLAM, ADAT, DAN TAREKAT  DALAM  LINTASAN  

SEJARAH MINANGKABAU





Sejarah Singkat Masuknya Islam di Minangkabau

Sejarah awal masuk atau tepatnya kedatangan Islam sebagai agama di daerah Minangkabau sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan. Hal ini terlihat dalam berbagai pendapat dan argumen serta sudut pandang dan penilaian para sejarawan yang sangat beragam. Fakta ini bisa dimaklumi, karena sejarah adalah upaya rekonstruksi masa lalu dan pada prinsipnya bersifat relatif kebenarannya. Sejarah tidak mengenal kata kebenaran yang bersifat absolut,  tunggal, atau kebenaran final. Sejarah sering diistilahkan dengan science conjecturale, yang berarti ilmu dugaan. Dengan pengertian, bahwa kebenaran sejarah tidak seperti halnya kebenaran ilmu eksperimental. Sejarah juga selalu mengandung unsur jiwa penulisnya. Lihat M. Rasjidi, “Kata Pengantar”, dalam buku Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. vi.   

Sejarah dianggap benar, manakala ia didukung oleh data dan fakta kongkrit. Kuntowijiyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang  Budaya, 1995, h. 12. Begitu pula seterusnya, apabila suatu ketika sejarawan lain menemukan fakta dan data mutakhir yang “lebih” kongkrit, maka bisa saja sejarah yang dianggap “benar” sebelumnya akan dikoreksi dan malah bisa didekonstruksi.  Demikian pula fenomena yang terjadi dalam pengungkapan tentang sejarah kedatangan Islam di Minangkabau yang variatif tersebut, hendaknya dimaklumi akan terjadinya berbagai pendapat dan interpretasi di dalamnya. Interpretasi sejarah berevolusi perlahan-lahan mengikuti gerak perkembangan refleksi terhadap fakta-fakta peristiwa masa lalu dan pengaruh dari perkembangan disiplin ilmu sejarah. Lihat dalam buku Helius Sjamsuddin, Metodologi  Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2007, h. 10. 

Usaha-usaha perumusan tentang sejarah masuknya Islam di Minangkabau khususnya dan sejarah  masuknya Islam di Nusantara pada umumnya, sebenarnya telah dilakukan. Paling tidak yang telah tercatat dalam lembaran sejarah adalah telah diadakannya suatu seminar di Medan Di antara rumusannya adalah: 1.Bahwa menurut sumber-sumber yang diketahui, Islam untuk pertam kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah (abad ke-7/8 Masehi) dan langsung dari Arab. 2. Bahwa daerah pertama yang didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka Raja Islam yang pertama di Aceh. 3. Bahwa dalam prosespeng-islaman selanjutnya orang-orang Indonesia ikut aktif mengambil bagian. 4. Bahwa muballigh-muballigh Islam itu di Indonesia selain sabagai penyiar agama juga sebagai saudara. 5. Bahwa penyiaran Islam itu dilakukan secara damai. 6. Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa. 7. bahwa sebuah badan penelitian dan penyusunan sejarah islam diIndonesia yang lebih luas dan tetap harus dibentuk. Disarankan kepada badan ini berpusat di Medan, sedang di tempat-tempat lain yang dipandang perlu ibentuk pula cabang-cabangnya, teristemewa di Jakarta.   Adapun saran-saranya adalah. 1. Kepada Pemerintah, a. Supaya membantu badan tersebut di dalam keputusan no. 7 dengan bantuan moril dan materil. Istimewa dalam hal ini Departemen Riset Nasional, Agama, P.T.I.P. dan P.D.K, b. Supaya mengadakan penelitian buku-buku sejarah tentang Islam di Indonesia yang hingga kini masih dipergunakan pada lembaga-lembaga pendidikan umumnya. 2. Kepada Masyarakat, a. Supaya para ulama, sarjana, dan organisasi-organisasi Islam lebih giat menyumbangkan tenaga dan fikirannya dalam penyelidikan dan penyususunan sejarah Islam Indonesia, b, Supaya masyarakat Islam Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia umunya agar lebih giat mempelajari sejarah Islam tanah airnya. Rumusan dan saran di atas dikutip dalam Muhammad Said, “Mengenal Hamka Dari Jauh dan Dekat”, dalam  Solihin Salam (ed.), Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978, h. 141. Kutipan ini terkait dengan peran Hamka yang cukup besar dalam acara seminar tersebut. Walaupun, ada banyak pihak yang mengkritiknya, karena terlalu dominannya Hamka dalam perumusan sejarah tersebut.    yang berlangsung dari tanggal 17-20 Maret pada tahun 1963, dan di Aceh Seminar di Aceh ini telah menghasilkan sebanyak 28 kesimpulan, dan sebanyak 5 buah saran.  Kesimpulan-kesimpulan yang cukup banyak itu, nampaknya lebih spesifik tentang wilayah Aceh dan sistem keislaman yang terdapat dalam perjalanan sejarah Aceh sebagai kawasan pertama yang dimasuki oleh pengaruh Islam. Lihat dalam A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, Bandung: Al-Ma’arif, 1993, h. 11.     dari tanggal 10-16 Juli pada tahun 1978 yang diikuti oleh berbagai kalangan sejarawan dalam negeri dan para pakar di bidang yang terkait dengan disiplin ini. Bahkan, dari nama-nama yang tercantum dalam dokumen, tercatat juga para pakar  dari luar negeri yang tidak kalah ketinggalan mengikuti dan sekaligus memberikan masukan dan paparannya. Di antaranya adalah seperti Lance Castle (Australia), Henry Chambere Loir (Prancis), K. Das Gubta (India), dan lain lain. Lihat ibid.  

Adapun khusus mengenai sejarah tentang masuknya Islam di ranah Minang, juga telah pula pernah diadakan, pada bulan Juli 1969 di Padang. Mochtar Na’im, “Catatan Dari Tiga Seminar”,  dalam Solihin Salam (ed.), Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978, h. 119. Setidaknya dari dua even seminar  di Medan dan Aceh tersebut, di mana dua seminar pertama tampak masih bersifat umum dalam konteks Islam Indonesia atau tepatnya Nusantara. Sementara yang terakhir, yaitu seminar di Padang lebih bersifat khusus dalam konteks lokal Minangkabau, yang pada prinsipnya turut memperkuat dan bisa memperjelas tentang sejarah masuknya Islam tersebut. Walaupun, jika dibaca dalam keputusannya juga masih terdapat perbedaan-perbedaan perspektif, khususnya menentukan faktor penyebab pertama dan yang dominan dalam proses kedatangan Islam. 

Dalam konteks ini, penyusun melihat dan mengamati beberapa poin yang didapat dalam perumusan tentang sejarah masuknya Islam di Minangkabau. Penyusun lebih melihat beberapa faktor penyebab kedatangan Islam dalam berbagai poin tersebut lebih dimaknai dalam perspektif berjenjang, bukan dalam konteks mana yang lebih dominan. Walaupun, dari penjenjangan tersebut bisa dipahami akan adanya sebuah korelasi waktu secara evolutif. Karena penyusun berkeyakinan, proses sejarah yang telah menghasilkan produknya, dalam hal ini adalah proses islamisasi, tidak berjalan secara instan.  Proses sejarah tetap dalam perjalanan melalui tahapan-tahapan secara perlahan.

Menurut penelaahan penyusun dari berbagai sumber bacaan tentang masuknya Islam ke Minangkabau, setidaknya terdapat adanya tiga poin penting;

Pertama, Islam datang ke Minangkabau sebelah Timur ditengarai pengaruhnya melalui gelombang kedatangan para pedagang muslim dari Arab dan Persia yang singgah dan juga bermigrasi  ke daerah ini. William Marsden, Sejarah Sumatra, alih bahasa A.S. Nasution dan Mahyuddin Mendim, Bandung: Rosdakarya, 1999, h. 203.   Mereka biasanya dalam niaganya membawa hasil komoditi dari tanah air mereka, lalu kemudian ditukarkan dengan komoditi daerah migran, terutama komoditi agraris. Dalam berbagai pendapat juga tidak hanya pedagang muslim yang berasal dari Tanah Arabia dan Persia, akan tetapi juga saudagar yang berasal dari Anak Benua India, khususnya dari Gujarat, serta pendatang dari Cina. Lihat M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, alih bahasa Satrio Wahono dkk, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005, h. 27.

Mereka datang, ada yang memperkirakan sekitar abad 7-8 Masehi. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari Buya Hamka Hamka lahir di Sungai Batang, Maninjau pada 16 Februari 1908. Ia adalah salah satu tokoh ulama-intelektual yang dimiliki bangsa ini. Ia dikenal tidak hanya sebagai ulama, namun juga seorang da’i, jurnalis, dan pujangga. Karena di samping menulis karya-karya keagamaan, juga ia dikenal sebagai penulis novel  dan sastra yang cukup best seller waktu itu. Seperti karyanya Di Bawah Lindungan Ka’bah dan  Tenggelamnya Kapal van der Wijck. Hamka dilahirkan di Maninjau. dan wafat di Jakarta.  Ia adalah putra dari tokoh Kaum Muda, Syekh Abdul karim Amrullah. Lihat  artikel Deliar Noer, “Hamka dan Sejarah”, dalam Solihin Salam (ed.), Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978, h. 106.  Bandingkan juga dengan Azyumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 265. , bahwa pada abad-abad tersebut, telah terdapat para migran dari Arab yang bermukim di Minangkabau. Hamka, Sejarah Umat Islam, jilid IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h. 34. Bandingkan dengan buku yang membahas tentang koloni Arab di Nusantara, khususnya mereka yang berasal dari Hadramaut, dalam karya L.W.C. van den Berg, Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, alih bahasa Rahayu Hidayat, Jakarta: INIS, 1989, h. 67.   Menurut Hamka kembali, bahwa bukti akan adanya keterpengaruhan Islam dengan para pedagang  dari “tanah seberang” tersebut, adalah terserapnya kata lebai, yang merupakan sebutan  untuk seorang yang cukup dipandang alim dalam ilmu agama Islam di Minangkabau, dengan kata yang berasal dari istilah “illepai” yang dalam bahasa Tamil, India bermakna pedagang. Dari fakta ini, terdapat indikasi adanya peran seorang yang semula pedagang juga merangkap seorang yang ahli agama. Berarti hal ini menguatkan data, bahwa pembawa agama itu sebelumnya adalah beraktifitas sambil berdagang, atau sebaliknya. Hamka, Sejarah Umat Islam, h. 57.  

Namun, dalam poin ini  kelihatannya tidak begitu dipersoalkan apakah yang lebih dahulu adalah dari Arab atau Persia, ataukah dari India. Di sini, sepertinya lebih dititikberatkan pada persoalan adanya kedatangan kaum migran saudagar muslim. Artinya, faktor kedatangan para musafir bisnis inilah yang menjadi salah satu penyebab dari proses islamisasi, terpulang apakah mereka berasal dari tanah Arab dan  Persia, atau dari Gujarat yang letak geografisnya berada di India bagian Selatan, serta tidak tertutup kemungkinan bahkan diduga ditambah juga pendatang dari negeri Cina. Ricklefs, Sejarah Indonesia, h. 27.

Tanah Minangkabau yang terbuka bagi pelayaran dengan bandar-bandar maritimnya, membuka peluang bagi para pendatang masuk ke kawasan ini. Apalagi, daerah Minangkabau adalah daerah yang berdekatan atau bisa dikatakan “bertetangga” dengan daerah Aceh yang memang sudah mafhum menjadi pelabuhan sentral Nusantara bagi pendatang di seluruh dunia Islam untuk menyinggahinya. Sangat besar kemungkinannya, para pendatang juga menyisir perjalanan pelayarannya ke kawasan pesisir Barat Minangkabau. Ibid., h. 35.  

Di samping kedekatan dengan Aceh, daerah Minangkabau ini juga kaya dengan hasil buminya, Cristine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847, alih bahasa Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 1992, h. 62. seperti emas, lada, kayu manis, kopi,  kopra, vanili, dan komoditi uggulan pertanian lainnya. Kondisi ini tentu saja menjadi salah satu daya tarik bagi para pedagang untuk mencari peruntungan dalam bisnis. Para saudagar ini, di samping ada yang mempunyai motif dagang murni, juga terdapat beberapa saudagar yang memainkan peran ganda, karena pengaruh dari agama yang dipeluknya. Peran itu ialah juga sebagai da’i atau muballigh yang mengajarkan ajaran-ajaran agamanya, baik melalui perbuatan (hâl) maupun dalam tabligh (lisân) dan pengajaran. Ibid.   

Para da’i yang kebanyakan adalah para sufi tersebut telah banyak menarik simpati baik karena kedudukan sebagai saudagar, yang mempunyai kedudukan sosial yang cukup tinggi kala itu, juga karena dimensi sufistik mereka yang lebih sensitif dan tidak “memaksa” dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluk. Bahkan, para sufi, dapat berhasil dalam menyajikan dimensi ajaran yang menekankan dan membiarkan kontiunitas tradisi lokal, ketimbang melakukan perubahan atau inovasi. Karena bagi masyarakat yang sebelumnya didominasi oleh budaya tertentu, yang telah berurat-berakar  pengaruhnya dalam sistem kehidupan, dalam hal ini adalah kebudayaan Hindu-Budha, tentunya sangat sukar untuk dihilangkan. Islam, dalam konteks ini adalah agama sekaligus budaya “asing” yang masuk dalam struktur kehidupan masyarakat.  Karena telah menjadi bagian dari aspek kesadaran hidup, maka unsur Hindu-Budha, tidak bisa sama sekali dihilangkan. Penghilangan terhadap aspek tersebut bisa dinilai sebagai sikap “anarkisme” kebudayaan dan kepercayaan nilai-nilai lokal. Perspektif sufi yang adaftif dan akomodatif terhadap nilai tradisi, seraya memasukkan substansi yang “rasional” dalam epistemologi lokal dinilai sebagai strategi magnet simpatik yang luar biasa dalam tingkat keberhasilan dakwah. Barangkali akan sangat berbeda hasilnya, jika proses islamisasi bukan atau tanpa aspek sufistik, seperti melalui aspek pemurnian akidah sebagaimana dilakukan oleh gerakan reformis-salafi atau Islam fikih yang dogmatik. Lihat dan bandingkan dalam tulisan Abdul Munir Mulkhan, “Islam Murni, Islam Mistik, Islam Fikih”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed.), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, Bandung: Mizan dan Yayasan  Festival  Istiqlal , 2006, h. 144.   Ditambah juga dengan faktor figur karismatik dan magis, maka banyak para sufi atau da’i tersebut yang berhasil menikahi perempuan pribumi, baik dari yang bersatatus bangsawan maupun rakyat biasa. Proses pernikahan ini diakui banyak menyumbangkan andil dalam proses islamisasi di daerah ini. 

Hal yang  menarik diperhatikan adalah, kenapa penyebar Islam di daerah Nusantara, tentunya tidak luput mestinya daerah Minangkabau, dibawa oleh para sufi. Agaknya untuk menjawab pertanyaan itu, kiranya  menarik untuk ditampilkan pendapat A.H. Johns, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra. Azyumardi Azra dikenal saat ini sebagai salah seorang intelektual muslim Indonesia. Ia dilahirkan di Lubuk Alung, Sum-Bar pada 4 Maret 1955. Tokoh yang dua periode menjabat Rektor UIN Jakarta ini sangat produktif dalam menelorkan karya-karya tulisnya dengan tema yang beragam. Seperti tema tentang isu-isu politik, pendidikan, studi Islam, dan tentunya bidang sejarah yang merupakan background pendidikan master dan doktor yang ia peroleh dari Columbia University, Amerika. Bandingkan dengan paparan dan analisa dari Kamaruzzaman BA, Wajah Baru Islam di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 294. Dalam analisisnya, ia mengungkapkan bahwa perkembangan tasawuf berkembang pesat setelah Baghdad dibumihanguskan oleh Hulagu Khan dari Mongol. Pada kenyataannya, mereka para sufi telah banyak berhasil mengislamkan para penduduk di Kepulauan Melayu-Indonesia, semenjak abad ke-13. A.H. Johns, menurut Azyumardi membuktikan keterpengaruhan tersebut terlihat pada unsur sufisme dalam kategori sastra dan sejarah Melayu-Indonesia. Lihat Azyumardi Azra, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal, Bandung: Mizan, 2002, h. 33.   Praktis setelah jatuh, Islam sebagai kekuatan politik dianggap “lemah”. Karena tidak adanya pemegang kekuasaan legitimasi kekhalifahan Islam atau super power yang selama ini berperan dalam ekspansi militer yang di dalamnya terdapat paket islamisasi ke daerah taklukan. J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford: Oxford  University Press, 1971, h. 14.

Oleh karena itu, perkembangan tasawuf, melalui para sufi di mana secara pribadi  juga turut menanggung beban dakwah pada diri mereka setelah kekuatan militer lumpuh akibat kejatuhan “super-power” Islam tersebut. Atas dasar itulah mereka banyak yang melakukan hijrah  untuk berdagang sekaligus berdakwah, ke daerah yang selama ini, belum “terjamah” oleh politik ekspansi militer Islam, seperti kawasan Nusantara yang cukup jauh letak geografisnya dari daerah Timur Tengah sebagai daerah sentral penyebaran Islam pada mulanya.  Lihat Azyumardi Azra, Islam Nusantara, h. 34.   

Hal ini berdampak dan turut memperparah bagi suasana kehidupan sosial-politik yang tidak kondusif setelah kejatuhan itu, di mana dinasti-dinasti satelit Abbasyiah sebelumnya, saling berebut dan berkonflik satu dengan lainnya. Keadaan ini, tentu mempengaruhi stabilitas kehidupan yang aman di daerah Timur Tengah. Tentu saja dalam problem ini, prioritas untuk mencari suasana aman dan terkendali menjadi suatu pilihan, yang tidak lain adalah melakukan migrasi ke daerah yang lebih aman, seraya berdakwah.   

Namun, yang menjadi titik positif, bahwa Islam yang dibawa oleh para sufi migran ini adalah, karena pada faktanya tidak dibawa melalui proses ekspansi militer dan penaklukan. Maka, Islam yang dihadirkan lebih bernuansa damai. Ibid.  Walaupun, kemudian ada beberapa kasus yang melibatkan aspek politik, setelah Islam berdiri dalam “lindungan” kekuasaan politik pemerintahan yang berasas Islam. Namun, kecenderungan yang disaksikan menunjukkan lebih dominannya  unsur  kedamaian dalam hal kedatangan Islam. Pada posisi ini sekali lagi berkat strategi dakwah kultural ala sufi tersebut yang cukup “diajungi jempol” tingkat keberhasilannya yang sudah diakui dalam sejarah.

Dalam kenyataannya, pengaruh dari arus dan gelombang kedatangan para saudagar yang juga sebagai sufi pendakwah, telah turut berperan bagi dimulainya babakan baru suatu era masuknya suatu sistem kebudayaan dan kepercayaan baru. Kebudayaan ini  (baca: Islam)  kemudian “bersaing” dengan sistem lama, yakni Hindu-Budha yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1987, h. 229.  Namun, toh akhirnya kebudayaan baru ini  banyak mendapat simpati dari rakyat Minangkabau untuk kemudian memeluknya secara individu per-individu, dengan cara dan strategi dakwah yang khas dari para penyebar agama tersebut, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.   

Kedua, proses islamisasi terkait dengan adanya suatu penguasaan daerah oleh kesultanan Aceh yang berhasil menguasai daerah pesisir Barat Minangkabau sekitar abad 12-13 Masehi. Pengaruh Aceh telah berhasil mengislamkan daerah Semenanjung Malaka. Namun, setelah Malaka berhasil direbut oleh Portugis pada awal abad ke 14 Masehi, kekuasaan Aceh berpaling haluan mengkonsolidasi dan memfokuskan pada penguasaan daerah pesisir Sumatera, yang sebelumnya sudah dirintis. Penguasaan sampai juga ke bagian pesisir Minangkabau Barat, yang kemudian setelah penguasaan berdampak pada penguasaan secara sosial, politik, dan agama. B.J.O. Scrieke, Indonesian Sosiological Studies, Bandung: Sumur, 1960, h. 52. 

Aceh, pada waktu itu, dikenal sebagai sebagai pusat dan transit dari penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru Tanah Air, tidak terkecuali Minangkabau. Karena Aceh adalah tempat berdirinya sistem kekuasaan politik Islam pertama di Nusantara. Sebagai pusat, tentu banyak pendukung dari infrastruktur penyebaran Islam tersebut. Salah satunya adalah  banyaknya para guru-guru dan syekh-syekh yang menjadi tempat untuk menimba ilmu di sana. 

Sebagai daerah yang menjadi bagian dari kekusaan Aceh, negeri Minangkabau pastinya mempunyai relasi dalam hal atau aspek yang menyangkut tentang keislaman. Begitu juga dalam konteks tujuan menuntut ilmu. Fakta adanya relasi itu ialah, tentang figur seorang putra Minang bernama Syekh Burhanuddin Syekh Burhanuddin dilahirkan di Priangan, pada tahun 1066 H/1646 M, di daerah Padang Panjang yang merupakan bagian dari daerah darat, Minangkabau. Nama kecilnya adalah Pono. Ayahnya bernama Pampak dari suku Guci, dan ibunya bernama Cukuik dari suku Guci juga. Keluarganya kemudian pindah ke daerah  Sintuk, Lubuk Alung, Pariaman yang merupakan daerah pesisir Minangkabau.  Sebelum ke Aceh, beliau berguru pada Syekh Abdullah Arif di desa Tapakis, seorang pedagang Arab, yang juga seorang ulama, dan merupakan murid dari Syekh Ahmad Qusyasi di Madinah. Setelah Syekh Abdullah Arif wafat, atas saran gurunya, beliau berangkat ke Aceh berguru pada Abdurrauf as-Singkili, dan di sinilah konon namanya diganti oleh sang guru menjadi Burhanuddin.  Beliau   wafat pada tahun 1111 H/1691 M. Artinya beliau berumur kira-kira 45 tahun. Makam Syekh Burhanuddin adalah salah satu tempat yang ramai diziarahi oleh masyarakat. Terutama pada hari Rabu terakhir pada bulan Shafar. Maka sering kegiatan tersebut dikenal dengan basapa. Lihat dalam Hawash Abdullah, Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara, Surabaya: Al-Ikhlas, 1980, h. 57.  Lihat juga buku Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1982, h. 18. Bandingkan juga dengan  Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995, h. 181.   dari Ulakan, Pariaman yang pernah mengaji di Aceh, yang kelak menjadi bagian penting dalam proses perkembangan Islam di Minangkabau selanjutnya.

Tampaknya, keberadaan Syekh Burhanuddin, oleh para sejarawan dan pengamat Islam Minangkabau merupakan figur yang berperan besar dalam kelanjutan dari islamisasi yang sebelumnya sudah ada, namun belum merata dan menjangkau daerah lain. Terutama kawasan masih belum merata masuknya Islam ke wilayah itu ialah daerah Minangkabau Darek (pegunungan dan pedalaman) ketimbang dari daerah pesisir, sebagaimana layaknya geografis Ulakan. 

Eksistensi Syekh Burhanuddin dan suraunya bisa ditempatkan sebagai ujung tombak untuk menembus isolasi islamisasi dari daerah pesisir yang sudah berhasil diislamkan oleh pendatang dari Arab, Persia, Gujarat, bahkan Cina dan juga pengaruh kekuasaan dari Aceh, yang telah “menancapkan” simbol islamisasi ke wilayah pesisir,  menuju wilayah pedalaman atau pegunungan. Terutama tertuju pada tiga wilayah Luhak, yaitu Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota yang termasuk kawasan Minangkabau Darek itu. Ibid.

Ketiga, proses gelombang islamisasi terkait dengan adanya peralihan anutan pimpinan kekuasaan. Dalam konteks ini, adalah raja dari sebelumnya beragama Hindu, beralih pada pemelukan terhadap agama Islam. Motif konversi agama ini belum jelas dan tidak dapat dipastikan. Apakah terkait pada desakan politis atau motif lain. Tetapi setelah wafatnya Raja Ananggamawarman wafat, posisi tersebut diganti oleh Sultan Bakilap Alam yang sudah memeluk Islam. Dari segi gelar saja, sudah bisa terbaca dan terdapat perbedaan antara sebelum maupun sesudah memeluk Islam. 

Proses ini, secara positif turut memperlancar usaha islamisasi di daerah ini. Sebab, sang Sultan memasukkan faktor dan unsur Islam ke dalam aspek pemerintahan secara formal. Fakta yang bisa diketahui adalah terbentuknya sistem pemerintahan dengan dibentuknya Tigo Raja Selo, yakni Raja Alam di Pagaruyung yang mengurus “negara”, Raja Adat di Buo yang mengurus aspek adat, dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus, yang mengurus masalah  agama. Maidir Harun Dt. Sinaro, “Islam dalam Budaya Minangkabau”, dalam   Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed.), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, Bandung: Mizan dan Yayasan  Festival  Istiqlal , 2006, h. 206. Di samping itu, Tigo Raja Selo juga harus meminta pertimbangan untuk masalah agama pada Tuan Qadhi di Padang Ganting, yang bertugas menjaga perjalanan syara’ dan agama berdasarkan kesesuaiannya pada sumber al-Qur’an dan Hadis.  Selain Tuan Qadhi di Padang Ganting, yang bertugasa seperti tersebut di atas. Juga terdapat pejabat Bendahara atau Tuanku Titah di Sungai Tarab, yang kedudukannya sama dengan Perdana Menteri. Juga terdapat pejabat Makhudum di Sumanik, yang bertugas menjaga kewibawaan istana dan memelihara hubungan dengan seluruh rantau dan kerajaan lain yang masih ada kaitan dengan Minangkabau. Serta terakhir, pejabat Indomo di Suruoso, yang berwenang menjaga perjalanan adat-istiadat. Keempat jabatan ini, sering diistilahkan dengan Empat Balai Besar. Raja Alam sebagai pemimpin puncak, tidak boleh mengambil keputusan  tanpa kompromi dan mufakat dengan Raja Adat dan Ibadat ditambah dengan institusi Empat Balai Besar ini. Lihat   Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera, Jakarta: Djajamurni, 1967, h. 20.    

Jadi, persoalan agama telah menjadi urusan dan kebijakan dari sistem pemerintahan secara formal. Raja Alam diberi gelar dengan  Yang Dipertuan atau juga disebut dengan Dang Tuanku. Raja Adat dan Raja Ibadat diberi kewenangan dalam  mengatur dan memutuskan permasalahan  yang berada di bawah kompetensinya. Namun, jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka persoalan bisa dikembalikan pada Raja Alam sebagai pucuk tertingi dalam pemerintahan.  Ibid., h. 19.   

Secara non-formal, dalam konteks nagari, yaitu unit terkecil dalam pemerintahan di Minangkabau yang bersifat otonom, juga terdapat  elemen institusi keislaman yang diwakili oleh seorang yang disebut malim  (mu’allim). Yaitu, orang yang diserahi wewenang dan tanggung jawab dalam mengurusi permasalahan agama, baik ibadat, keyakinan, maupun aspek moralitas di lingkungan nagari.  Maidir Harun , “Islam dalam Budaya Minangkabau”,  h. 209. Eksistensi para pemimpin agama yang ditopang oleh pilar kultural dengan jabatan-jabatan tersebut di atas pada   fungsinya akan meneguhkan suatu relasi antara agama dan adat serta meneguhkan unsur-unsur keislaman dalam sistem kehidupan masyarakat Minangkabau.. 



Dialektika Antara Islam dan Adat

Daerah Minangkabau secara geografis, dibagi pada dua bagian. Yaitu, darek (darat), dan pasisie (pesisir) atau sering juga disebut daerah rantau. Oleh orang Minangkabau, daerah darat sering diistilahkan sebagai daerah asli Minangkabau. Karena daerah darat diyakini sebagai daerah asal leluhur orang Minang. Mereka berasal dari daerah perbukitan Merapi. Secara tradisional, daerah darat dibagi atas tiga Luhak;, yaitu, Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota. Istilah Luhak kira-kira mirip dengan sebuah keresidenan  (regentschap) di zaman Kolonial atau kabupaten dalam birokrasi saat ini. Lihat dan bandingkan dengan pendapat Umar Yunus, “Kebudayaan Minangkabau”, dalam Koentjaraningrat (ed.), Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2004, h. 248.  

Adapun yang dimaksud dengan daerah pesisir, adalah orang Minang yang mendiami daerah pinggir pantai Minangkabau yang awalnya adalah dari darat.  Sedangkan istilah rantau dalam perspektif orang darat lebih dianggap sebagai masyarakat pendukung dan penyebar kebudayaan Minangkabau ke daerah lain. Pada masa lalu sekitar abad ke-15 Masehi, sudah banyak ditemukan berbagai komunitas suku Minang yang mendiami koloni-koloni di sekitar Sumatera, seperti Aceh, Palembang, bahkan sampai ke daerah Malaya. Ibid. h. 249. Maka, setiap daerah yang menjadi koloni orang Minang tersebut, sering juga disebut sebagai daerah rantau di samping daerah pesisir. Oleh karena itu, bisa dibayangkan kondisi saat ini, di mana barangkali setiap wilayah di Indonesia bisa dikatakan mesti terdapat orang Minang. Artinya, istilah daerah rantau masih meluas dan akan terus bertambah. 

Berangkatnya orang-orang Minang ke luar daerah menuju tanah rantau, lazim dinamai dengan sebutan merantau. Merantau ini, dalam penelitian Mochtar Na’im, dianggap sebagai sebuah pola dan kultur migrasi orang Minang dalam mencari peruntungan di daerah rantau. Bandingkan dengan buku Mochtar Na’im, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.  Namun,  kalau diperhatikan dalam fenomena akhir-akhir ini, merantau bisa juga tidak melulu pada aspek di atas. Tetapi,  bisa juga terkadang dimotivasi oleh aspek lain, seperti motif dakwah, mengejar karir politik, atau mencari ilmu.

Budaya merantau dalam masyarakat Minang, dihasilkan oleh konstruksi sosial, yang didasari oleh dua faktor; Pertama, keinginan para pemuda Minang, khususnya untuk mendapatkan kekayaan atau harta-benda tanpa mengeksploitasi lahan-lahan tanah di kampung halaman. Hal ini juga berkorelasi dengan sistem praktek hukum distribusi pembagian waris yang tidak “menguntungkan” pihak laki-laki Minang dalam menerima hak waris untuk dirinya sendiri. Yaswirman, Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau, Padang: Andalas University Press, 2006, h. 151.    Kedua, disebabkan oleh marjinalisasi peran laki-laki yang dihegemoni oleh kaum perempuan. Sehingga pihak laki-laki, dalam konteks ini, berada  dalam pihak yang kalah atau dikalahkan dalam perebutan “ruang”. Logis kiranya pihak yang “kalah” akan meninggalkan kampung menuju  daerah  lain, yang kemudian menjadi daerah rantaunya. Umar Yunus, “Kebudayaan Minangkabau”, h. 249.

Kedua motif di atas tidak lain karena dominannya hegemoni dari sistem matrilinial yang diterapkan dalam sistem sosial kekerabatan Minang. Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik pihak ibunya. Begutu pula halnya dengan sistem pembagian waris, perkawinan, tanah, dan rumah kediaman, Amir Syarifuddin, “Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Sistem Kewarisan Adat Minangkabau”, disertasi doktor  IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1983, h. 245.    posisi perempuan menduduki tempat yang dominan. Namun, walaupun posisi perempuan dominan di sektor kekerabatan, posisi kekuasaan dalam pengambilan keputusan keluarga secara praktis tetap dipegang dan dikendalikan oleh mamak/saudara laki-laki dari ibu. Oleh sebab itu, secara  faktual kekuasaan tetap dipegang oleh pihak laki-laki, bukan pada perempuan. Nampaknya posisi perempuan lebih difungsikan dalam aspek kepemilikan dan proses transfer aset keluarga.  Taufik Abdullah, “Adat dan Islam: Suatu Tinjauan tentang Konflik di Minangkabau”, dalam Taufik Abdullah (ed.), Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, h. 107.      

Pemberlakuan sistem matrilinial dalam adat Minang, sebenarnya tidak terlepas dari adanya sistem kepercayaan orang-orang Minang, terhadap sosok “Bundo Kanduang”. Sosok yang dipercaya sebagai perempuan ini disebut sebagai “Ratu” dan Raja Usali atau “raja yang sebenarnya”. Karena ia adalah ibu kandung dari Dang Tuanku, yang berposisi sebagai Raja Alam yang melaksanakan pemerintahan Kerajaan Pagaruyung. Sosok ibunya inilah menurut kepercayaan rakyat Minangkabau, sebagai inspirator dan motivator sang raja dalam mengambil pengetahuan dan kebijaksanaan yang menyangkut adat-istiadat Minangkabau. Taufik Abdullah, “Some Notes on the Kaba Tjindua Mato: An Example of Minangkabau Traditional Literature”, dalam jurnal Indonesia, No. 9, April, 1970. h. 37.  Dari sosok perempuan inilah kemudian diambil dan dikenal sebagai motif awal dalam merepresentasikan praktek aspek-aspek matrilianalitas sistem adat Minangkabau dalam kehidupan, dari dulu hingga saat ini.

Sistem adat Minangkabau pada asalnya dihasilkan dari proses panjang eksistensi komunitasnya. Masyarakat Minang dalam evolusi kepercayaan bermula dari pemelukan terhadap unsur-unsur animisme, dinamisme, Hindu, Budha dan kemudian sampai datang agama Islam. Oleh karena itu, adat yang terlestarikan, sedikit banyak bersentuhan dengan unsur-unsur kepercayaan tersebut. Termasuk praktek-praktek keberislaman masyarakat Minang, yang dipandang cukup unik dan khas. Karena diketahui, masih terdapat unsur-unsur dari sistem kepercayaan sebelumnya. Barangkali dinamika Islam dan adat yang terpolarisasi dalam lokalitas tersebut bisa disebut sebagai bentuk “Islam Pribumi” Minangkabau. Martin van Bruinessen, “Islam Lokal dan Islam Global di Indonesia”, dalam jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 14 , tahun 2004, h. 70.  

Hubungan adat dan agama jika ditilik lebih dalam, sesungguhnya tercapai setelah melewati proses yang panjang. Pola hubungan antara adat dan agama tercapai setelah berlangsungnya proses islamisasi secara intens di dalam komunitas masyarakat Minangkabau. Berdasarkan perspektif falsafah hidup Minangkabau,  pada prinsipnya tidak ada pertentangan antara adat dan agama, dalam konteks ini adalah Islam. Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Minangkabau, Bandung: Rosdakarya, 1998, h. 31.   Posisi  keduanya berjalan bersama tanpa harus terlibat adanya konflik. Sebab, adat adalah merupakan institusi kebudayaan dalam masyarakat yang mendapat posisi yang sejalan dengan agama. 

Namun, bagi kalangan tertentu yang memegang teguh unsur-unsur keislaman “murni”, atau sering diistilahkan dengan para reformis atau pembaharu, merasa keberatan dengan adanya unsur-unsur Hindu dan Budha serta kepercayaan yang berasal dari nenek-moyang yang masih hidup dan dipraktekkan dalam praktek Islam Minangkabau. Lihat Irwan Abdullah dan Azyumardi Azra, “Islam dan Akomodasi Kultural”, dalam Azyumardi Azra dan Bahtiar Effendy (ed.), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, jilid V, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002, h. 28. Dalam perspektif mereka, konstruksi praktek umat Islam harus selalu dalam naungan al-Qur’an dan Sunnah, bukan berdasarkan atas pedoman para leluhur adat, yang terkadang banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari kedua sumber di atas.

Konsep adat dalam perspektif Minang secara lahiriah dimaknai sebagai bentuk tradisi atau kebiasaan masyarakat lokal. Hal ini sebenarnya tidak banyak bedanya layaknya suku-suku lain yang juga memiliki adatnya masing-masing. Tetapi, dalam alam pikiran Minangkabau, adat bisa dipahami jauh lebih luas dari yang dimaksud. Adat, bisa dipahami sebagai aspek struktur sosial-budaya sebagai pembentuk sistem moral dan nilai yang dipegangi oleh masyarakat. Taufik Abdullah, “Adat dan Islam”, h. 104.   Eksistensi adat dimaksudkan sebagai suatu rumusan dasar yang terangkum dalam undang-undang dan peraturan yang mengatur masyarakat agar terjaminnya kehidupan sosial.  

Eksistensi adat dalam masyarakat Minang harus dipahami, bahwa ia telah ada sebelum Islam masuk ke wilayah ini. Seiring dengan datangnya Islam dan menjadi agama konversi dari “agama” sebelumnya, maka perlahan-lahan entitas adat dan Islam yang walaupun secara substansi keduanya berbeda, kemudian berjalan berintegrasi untuk kemudian menjadi landasan “ideologi” masyarakat Minangkabau. Zaim Rais, “Respon Kaum Tuo Minangkabau terhadap Gerakan Pembaharuan Islam”, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (ed.), Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan  Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, h. 34.  

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, pola struktur kekuasaan masyarakat Minang, dipimpin oleh struktur kekuasaan yang berasas pada politik kesukuan induk. Adapun yang  pertama, adalah struktur kekuasaan suku Koto Piliang yang bersifat aristokratis. Sedang yang kedua adalah suku Bodi Chaniago yang bersifat demokratis. Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984, h. 17.  Kedua sistem kekuasaan ini, dibangun oleh dua orang bersaudara, namun berlainan ibu. Yakni, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Walaupun sistem kekuasaan ini merata diterapkan di seluruh ranah Minang, namun kekuasaan ini, secara efektif hanya berlaku dalam ruang lingkup nagari. Zaim Rais, “Respon Kaum Tuo”, h. 35.       

Ketika Islam pada masa awal-awal hadir, rumusan adat sering diungkapkan dengan, adat basandi syara’, syara’ basandi adat. Fakta ini menunjukkkan masih dominannnya aspek adat dalam konteks Islam Minangkabau. Adat Minang belum begitu didentifikasi kesesuaiannya atau tidak dengan syara’ secara detail. Sebab banyak diakui, bahwa aspek-aspek adat yang dipraktekkan ketika itu, masih bernuansa jahiliah atau tidak islami, sebagai kontiunitas dari kepercayaan dan tradisi pra Islam. Namun, kemudian ungkapan tersebut mengalami revisi setelah adanya kompromi dan sumpah setia yang terjadi di Bukit Marapalam Kesepakatan ini diikrarkan oleh para ninik-mamak, penghulu dan ulama. Momentum inii semakin mengokohkan posisi ulama sebagai bagian dalam sistem struktur kepemimpinan. Ketiganya dikenal sebagai tigo tali sapilin atau tigo tungku sajarangan. Ungkapan di atas, bisa dimaknai, bahwa adat Minangkabau akan semakin kuat apabila dikukuhkan dengan agama (Islam). Lihat dalam Maidir Harun, “Islam dalam Budaya Minangkabau”,  h. 210. , dengan ungkapan adat basandi syara’ syara’ basandi Kitabullah, setelah adanya “gugatan” dari pihak yang banyak melakukan oposisi terhadap golongan adat, yakni golongan reformis atau pembaharu. Mereka tidak mau menerima ungkapan sebelumnya bahwa adat basandi syara’, syara’ basandi adat, karena Islam hanya dipakai sebagai suplemen dalam kehidupan tradisi, bukan sebagai faktor yang dominan. 

Gugatan yang dilakukan, dipahami sebagai suatu masa penuh “gejolak” dan “ketegangan” dalam alam Minang, dan telah menghabiskan banyak energi dan biaya yang dipikul oleh masyarakat Minang dalam menghadapinya. Masa gejolak ini, kurang lebih memakan waktu sekitar 16 tahun-an. Lamanya konflik ini, disebabkan juga antara lain karena Minangkabau tidak mempunyai pihak kekuasaan pusat yang kuat dalam melerainya. Karena daerah Minangkabau kekuasaannya terdistribusi dalam wilayah nagari yang lebih bersifat otonom. Baca dalam karya Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001, h. 113.      Bahkan, hal ini membawa kepada terjadinya “perang saudara” dan sekaligus membawa dan mengajak “pihak ketiga” yakni, pihak Kolonial Belanda ikut campur dan kondisi ini dimanfaatkan Belanda 

Masa inilah yang dikenal sebagai suatu lembaran kelam sejarah akibat “peperangan saudara” di Minangkabau,  yang masyhur disebut sebagai Perang Paderi. Yaitu, perang yang mulanya antara para “pemurni agama” dengan  kelompok adat, dan kemudian berlanjut pada perang melawan pihak kolonial. Lihat dan bandingkan dengan Adrianus Chatib dan Erwiza Erman, “Gerakan Reformis Paderi”, dalam Azyumardi Azra dan Bahtiar Effendy (ed.), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, jilid V, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,  2002, h. 192.  Menurut Taufik Abdullah, perang yang dahsyat ini jika ditelusuri lebih jauh, niscaya mengindikasikan bukan hanya peperangan antara pengikut agama yang fanatik dan militan versus pembela adat. Namun, juga representasi konflik antara pandangan dunia (worldview) totalistik-metafisik dengan pandangan dunia sekular, yang juga bisa berlaku di mana-mana. Taufik Abdullah, School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra” (1927-1933), Ithaca:  Cornell Modern Indonesia Project, 1971, h. 5.  

Setelah terjadinya kompromi, praktis posisi agama menjadi kuat, dan menjadi landasan adat yang paling penting. Adat lebih diartikan dan dimaknai sebagai manifestasi dari huku-hukum yang tercermin dari syara’. Hal ini terepresentasikan dalam kedudukan adat yang menempatkan al-Qur’an dan Sunnah sebagai bagian dari adat nan sabana adat, yang secara hierarki berada dalam  urutan teratas. Selain itu juga dikenal tiga kategori adat lainnya, dengan istilah adat-istiadat,  adat nan nan taadat, dan adat nan diadatkan. Kategori nomor satu dan dua lebih diartikan sebagai kategori permanen. Adapun yang ketiga dan keempat dimungkinkan adannya perubahan, sesuai karakter waktu dan tempat. Kategori-kategori adat ini melambangkan cara supaya adat bisa mengatasi ketegangan dengan segala perubahan-perubahan, karena menjadikan adat lebih fleksibel, adaftif, dan tetap punya prinsip. Segala kemungkinan perubahan dapat dimungkinkan, asal dilalui melalui “mufakat” dan aspek perubahan tersebut dalam hal yang layak (alue) dan patut (patuik). Lihat dalam Taufik Abdullah, “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau” dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Shiddique, dan Yasmin Hussain (eds.), Reading on Islam in Southeast Asia, Singapore: Institute of  Southeast Asian Studies, 1985, h. 95.    Kategori adat ini dianggap abadi, karena identik dengan hukum alam. Dalam konteks ini, relasi antara adat dan Islam sudah berjalan seiring, dan bahkan sudah ada disparitas dalam memisahkan antara adat yang masih bersifat jahiliah dan adat yang sudah islami. Keadaan atau suasana ini semakin mengentalkan nuansa adat Minang dengan Islam dalam kehidupan dan kepercayaan. Maka wajar ada ungkapan bahwa, seluruh orang Minang yang terkenal memegang teguh adat bisa dipastikan adalah orang Islam, dan akan dianggap ganjil bila orang Minang tidak beragama Islam. Umar Yunus, “Kebudayaan Minangkabau”, h. 249.  

Hubungan adat dengan agama atau Islam lebih lanjut digambarkan dalam simbol kelengkapan infrastruktur sebuah nagari. Nagari bisa disebut demikian jika di dalamnya terdapat balai adat yang mewakili kepentingan adat dan budaya serta juga harus terdapat mesjid sebagai tempat untuk kepentingan umat dan agama. Kedudukan mesjid berdampingan dengan balai adat, menunjukkan keharmonisan pucuk pimpinan lembaga ini, yang diwakili oleh penghulu/ninik-mamak dan ulama dalam masyarakat Minangkabau. Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta:: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 125. 

Secara keseluruhan jika dilihat aspek mulai masuknya Islam ke daerah Minangkabau sampai pada proses konsolidasi Islam ke dalam sistem adat, maka segala proses yang dilalui memperlihatkan corak islamisasi yang khas. Corak islamisasi yang terlihat adalah minimnya intervensi kekuasaan politis, sebagaimana berbeda dengan daerah lain di Nusantara. Zaim Rais, “Respon Kaum Tuo”, h. 35. Karena itu tidak begitu nampak faktor kekuasaan sebagai pendorong terhadap upaya pemaksaan dalam melakukan perubahan fundamental adat Minangkabau. Dengan sendirinya islamisasi yang berlangsung  lebih tepat disebut sebagai proses budaya, yang kemudian melahirkan legitimasi budaya “baru” di mana Islam sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan adat. Ibid.

Wajah islamisasi yang demikian tidak lain, karena Islam Minangkabau dikonstruksikan melalui islamisasi yang damai dan tidak menimbulkan friksi dan konflik sosial pada awalnya, kecuali setelah adanya “rongrongan” para reformis. Format Islam yang damai dan santun serta toleran dengan budaya dan tradisi lokal secara dominan telah berhasil dibawa oleh para sufi dan golongan tarekat. Agaknya para sufi dalam mengajarkan agama, lebih mementingkan esensi religiusitas ketimbang dimensi eksternal keberagamaan secara lahiriah. 

Fakta yang tampak adanya suatu toleransi kaum sufi terhadap tradisi lokal adalah pada sistem tradisi matrilinial Minangkabau. Sistem matrilinial sebagaimana sudah dikenal adalah hegemoni dan dominasi kaum perempuan terhadap laki-laki dalam kekerabatan. Dalam tradisi produk hukum Islam dan konstruk masyarakat muslim, pada kebanyakannya masih bersifat bias jender dengan supremasi laki-laki atas perempuan. Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, 1999, h. 135. Namun, dalam budaya Islam Minangkabau, yang diyakini awalnya dibawa oleh para sufi, problem maskulilinitas dan feminitas tidak dipersoalkan. Sachiko Murata, The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam, alih bahasa Rahmani Astuti dan MS Nasrullah, Bandung: Mizan, 1998, h. 23.  Karena keduanya dianggap mencair dalam ekspresi spritualitas. Oleh karena itu, budaya matrilinial bisa diterima dengan tanpa merubahnya, walaupun dalam beberapa segi terdapat penyesuaian-penyesuaian.

Jadi, pada dasarnya Islam yang diajarkan adalah Islam yang menghargai  dan menghormati kontiunitas tradisi, daripada melakukan inovasi-inovasi perubahan, walaupun juga terdapat adannya penyesuaian aspek adat dengan prinsip ajaran aspek-aspek yang sangat fundamental dalam Islam. Namun, awal proses islamisasi  dalam prakteknya lebih menekankan kontiunitas (contiunity) dalam bentuk tradisi yang sedikit diformat berdasarkan “nafas” keislaman, daripada melakukan suatu perubahan (change). Ibid. 



Awal Mula Perkembangan Tasawuf dan Tarekat

Sudah menjadi keyakinan historis bahwa masuknya Islam ke Nusantara adalah Islam yang bernuansa sufistik. Alwi Shihab, Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia,  Bandung: Mizan, 2001, h. 10. Maka dari itu sejarah masuknya tasawuf di Minangkabau, tentunya tidak akan terlepas dari sejak masuknya Islam ke daerah ini yang dibawa oleh para saudagar/muballigh yang datang ke Minangkabau. Artinya, tasawuf sudah masuk ke Minangkabau seiring proses awal-awal islamisasi. Berkat kaum sufi lah dengan strategi mereka yang “menyentuh”, kawasan Nusantara tidak terkecuali Minangkabau, berhasil sebagian besar masyarakatnya memeluk Islam. Tasawuf tidak hanya mereka gunakan sebagai ilmu, tetapi juga sebagai pendekatan, terutama ketika berhadapan dengan tradisi-tradisi lokal. Periode islamisasi ini, sudah disebutkan sebelumnya yang terdapat tiga gelombang penting proses islamisasi yang saling terkait satu sama lainnya. 

Akan lebih tepat barangkali dalam pembahasan ini, adalah sejarah tentang institusi tasawuf yang sering diistilahkan dengan tarekat (persaudaraan tasawuf). Secara insitusi, tarekat belum dikenal dalam Islam, kecuali setelah abad ke-8 Hijriah/abad 14 Masehi. Hal ini menunjukkan, bahwa tarekat adalah sesuatu yang baru, dan belum pernah ditemukan pada masa awal Islam atau masa kenabian.  Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan, 1994,  h. 109. Maka bisa saja dimaklumi, jika kemudian semua oganisasi tarekat dalam silsilah jenjang patron guru-murid mendasarkan pada nama-nama para wali dan sesepuh tarekat,yang justru hidup berabad-abad setelah Nabi wafat. 

Tarekat yang di dalamnya mengusung visi dan misi ajaran-ajaran tasawuf, adalah media rekruitmen minat islamisasi dan basis dalam kaderisasi dakwah. Jadi, terkait dengan hipotesa di atas, maka logis kiranya diungkapkan, bahwa keberhasilan islamisasi di tingkat kultural, bukan struktural, tergantung kepada berhasilnya penyemaian ajaran-ajaran tarekat yang terdapat di wilayah itu. Maka, setiap bentuk corak dan ajaran tarekat mempunyai fungsi dan kedudukannya tersendiri dalam konteks islamisasi tersebut.

Pada persoalan ini, penyusun sependapat dengan Zamakhsyari Dhofier, Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 135. bahwa dalam konsep penyebutan tasawuf, biasanya istilah tersebut dimaknai sebagai istilah yang berkaitan dengan aspek intelektual atau teoritis mengenai jalan untuk “mendekatkan” diri pada Tuhan. Sedangkan dalam aspek praksis dan etis yang justru terkadang lebih penting  dari aspek teoritis sering diistilahkan dengan tarekat. Konsep yang ingin dipotret di sini  sebenarnya adalah praktek dari ajaran tasawuf tersebut, yang terlembaga dalam wadah tarekat. Oleh sebab itu, penyebutan istilah tarekat daripada istilah tasawuf menurut hemat penyusun lebih tepat dan lebih masuk akal.

Mengenai sejarah tentang eksistensi tarekat pada mulanya di Minangkabau, setelah hampir ditelusuri sumber-sumber yang terkait, telah menginformasikan bahwa kemunculannya dibawa oleh Syekh Burhanuddin dari Ulakan, Pariaman.  Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan, h. 18.    Putra Minang ini pulang membawa ajaran tarekat Syattariyah Nama Syattariyah dinisnatkan pada Syekh  Abdullah asy-Syattari (w. 890 H/1485 M).  Beliau adalah ulama yang masih mempunyai jalinan kekerabatan dengan Imam asy-Syuhrawardi (w. 632 H/1234 M), pendiri dari tarekat Syuhrawardiah. Tarekat ini ternyata mempunyai relasi dengan tradisi Asia Tengah dan masih terkaitdengan Abu Yazid al-‘Isyqi, dan juga terhubung dengan Abu Yazid al-Bistami (w. 260 H/873 M) dan Imam Ja’far ash-Shadiq (w. 146 H/763 M). Di Iran tarekat ini dikenal dengan sebutan tarekat ‘Isyqiyyah, dan di Turki dikenal dengan al-Bistamiyah, terutama pada abad ke-5. Lihat Oman Fathurrahman, “Tarekat Syattariah: Memperkuat Ajaran Neo-Sufisme”, dalam Sri Mulyati (ed.), Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.153.  ke kampung halamannya, Ulakan, setelah menuntut ilmu di Kotaraja, Aceh berguru pada Syekh Abdurrauf Singkil Beliau adalah ulama dari daerah Fansur, Singkil di wilayah barat pantai Aceh. Ayahnya adalah termasuk keturunan Arab, dan bernama Syekh Ali. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1615 M, dan beliau wafat pada tahun 1693 M, serta dimakamkan di dekat sungai kuala  Aceh. Oleh sebab itu ia sering disebut dengan  Syiah Kuala. Makamnya dianggap sebagai salah sat tempat keramat di Aceh. Ia setelah mengaji di daerahnya, kemudian berangkat menuju Tanah Suci, Mekkah dan madinah untuk mengaji kepada berbagai guru di sana. Namun, di antara sekian gurunya hanya Syekh Ahmad Qusyasi  dan Ibrahim al-Kurani, yang dianggap berpengaruh besar dalam perjalanan intelektualnya. As-Sinkili pulang ke Aceh diperkirakan tahun 1661, dan kemudian berhasil diangkat oleh Sultanah Safiyatuddin sebagai qadhi di kerajaan Aceh. Di samping mempunyai banyak murid, ia juga menulis beberapa karya tulis dalam bidang fikih, tasawuf, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Lihat Sri Mulyati, Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 99.    dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan, h. 36. Ada juga sumber dan teori yang menyatakan, bahwa Syekh ini yang  membawa ajaran Islam setelah pulang dari Aceh, dan juga dari Mekkah, setelah beliau juga belajar di sana. Akan tetapi pendapat ini lemah. Banyak kalangan meragukan bahwa Syekh Burhanuddin, sebagai pembawa Islam pertama ke Minangkabau. Karena, mereka berasumsi bahwa, rasanya sulit dan tidak mudah bagi orang yang baru memeluk agama Islam, dalam waktu yang tidak begitu lama kemudian menjadi seorang alim besar dan tokoh tarekat pula. Kenyataan lain sebagaimana ditemukan dalam sebuah sumber, terdapat tiga orang putra dari Minangkabau, yang berdakwah ke daerah Sulawesi tahun 1603 M. Artinya tahun itu lebih dahulu dari tahun kelahiran Syekh Burhanuddin, pada tahun 1646 M. Jadi, berdasarkan data di atas ini saja, argumen tentang Syekh Burhanuddin sebagai pembawa agama Islam ke ranah Minang, menjadi lemah. Dalam pengertian, mereka banyak yang keberatan dengan pernyataan bahwa Syekh inilah sebagai pembawa Islam di Minangkabau, berdasarkan beberapa catatan dan keberatan di atas. Adapun dari sisi peran Syekh Burhanuddin sebagai pendiri surau yang pertama dan mempunyai banyak murid tarekat di ranah Minang, dan sekaligus penyemarak proses islamisasi,  kebanyakan para sejarawan, mempunyai kesepakatan. Lihat Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan, h. 20.  

Karena otoritas keilmuannya yang tinggi, maka surau Keberadaan surau sebenarnya bentuk dari sebuah kontiunitas dari tradisi dan kebudayaan sebelumnya yang dipercaya pertama kali didirikan oleh Raja Pagaruyung, Adityawarman tahun 1356 di kawasan Bukit Gombak. “Surau” ini, menjadi tempat bagi tempat peribadatan Hindu-Budha dan tempat anak-anak untuk mempelajari ilmu sebagai bekal menempuh kehidupan. Surau adalah tempat yang merupakan bagian dari sistem kehidupan tradisional masyarakat muslim di Minangkabau. Biasanya surau itu, tidak hanya memiliki satu bangunan, malahan bisa seperti sebuah komplek yang terdiri dari beberapa bangunan.  Fungsi dari surau, bisa dikaitkan dengan tempat ibadah seperti menjalankan salat dan suluk. Bisa juga tentunya fungsi untuk transformasi intelektual, seperti tempat mengaji dan berdiskusi ilmu-ilmu agama. Bahkan, surau juga berfungsi sebagai sarana kesenian, di mana surau dijadikan tempat bagi pelatihan pencak silat dan bermain qasidahan. Surau juga menjadi sarana pemondokan di malam hari dan arena sosialisasi bagi para laki-laki Minangkabau, baik dari golongan anak-anak, remaja, maupun para duda. Sebab anak laki-laki dalam sistem kekerabatan Minangkabauyang matrilinial itu, pada dasarnya tidak memiliki kamar di rumahnya. Anak laki-laki, memang telah dipeintahkan untuk mencari tempat di luar rumah, yakni dalam konteks ini adalah surau tersebut. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, h. 117.   yang ia dirikan di Ulakan, mampu menarik para murid dari berbagai wilayah di Minangkabau untuk menempa ilmu pengetahuan agama di bawah bimbingan Syekh ini. Di antara muridnya yang terkenal adalah Tuanku Mansiangan Nan Tuo, yang berasal dari Ladang Lawas, Padang Panjang. Hamka, Ayahku, h. 18.    

Surau Ulakan ini telah menjadi sentral penyebaran Islam di Minangkabau ketika itu sekitar abad 17 M. Basis dari pengajaran surau ini, lebih banyak diprioritaskan bagi pengajaran dan pengembangan tarekat Syattariyah yang memiliki jaringan dengan fenomena perkembangan tarekat Syattariyah di Aceh. Cristine Dobbin, Kebangkitan Islam, h. 140. Bandingkan dengan  Oman Fathurrahman, “Tarekat Syattariah”, h. 152.   Hal ini juga semakin mengungkapkan fakta bahwa awal-awal proses islamisasi di Minangkabau lebih banyak dihiasi dengan warna Islam sufistik atau Islam tarekat, sebagaiman dipaparkan sebelumnya. Alwi Shihab, Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia,  Bandung: Mizan, 2001, h. 12. 

Dalam penilaian seorang sarjana Belanda, Martin van Bruinessen, tarekat Syattariyah adalah sebagai bentuk tarekat yang cukup relatif mudah dalam berpadu dengan berbagai tradisi setempat, ketimbang tarekat lainnya waktu itu. Sehingga tidak begitu lama tarekat ini berhasil menjadi tarekat yang berkembang. Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1995, h. 194.  Perkembangan tarekat yang dibawa Syekh dari Ulakan ini, telah menjadi satu fondasi keislaman dan menjadi bagian dalam struktur dan kultur muslim yang terdapat di Minangkabau. 

Sejak Syekh Burhanuddin yang merupakan murid sekaligus khalifah dari Syekh Abdurrauf as-Sinkili, dipercaya sebagai penyebar tarekat pertama di Minangkabau, telah memperlihat kecenderungan corak  tarekat Syattariyah yang berbeda dengan corak tarekat Syattariyah di kawasan lain. Terutama dengan daerah di luar Nusantara. Perbedaan ini, barangkali dipengaruhi oleh intensitas pergumulan antara ajaran tarekat dan tradisi yang tidak sama antara daerah satu dengan yang lainnya. Sehingga corak tarekat pun diformat agar bisa menyesuaikan dengan realitas tersebut, sebagaimana tesis Martin van Bruinessen di atas.  Ibid.  Lihat juga Nor Huda, Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, Yogyakarta: Ar-Ruzz  Media, 2007, h. 292.  

Indikasi corak dari jenis Syattariyah ala Minangkabau  atau lebih tepatnya adalah Ulakan yang dipimpin oleh Syekh Burhanuddin ini adalah, telah “dilucutinya” aspek doktrin wahdah al-wujûd dalam sistem ajarannya. Dalam konteks Ulakan, aspek ajaran itu praktis dihilangkan, karena dianggap bertentangan dengan doktrin ortodoksi Islam serta tidak sesuai dengan syari’at.  Oman Fathurrahman, “Tarekat Syattariah”, h. 172.   Fenomena ini terkait dengan pengalaman tarekat Syattariyah yang diajarkan di Aceh oleh as-Sinkili kepada murid-muridnya, tidak terkecuali Syekh Burhanuddin tentunya, pada abad 17 Masehi. Ajaran wahdah al- wujûd  oleh as-Singkili diajarkan secara hati-hati dan dire-interpretasi maknanya. 

Seperti kutipan puisi Syekh Abdurrauf dalam salah satu karyanya, Sya’ir Ma’rifah dalam menjelaskan makna Man ‘Arafa Nafsahu Faqad ‘Arafa Rabbahu, sebagai berikut; Oman Fathurrahman, “Abdurrauf Singkel: Ulama Santun dari Serambi Mekkah”, dalam J.B. Kristanto (ed.), 1000 Tahun Nusantara, Jakarta: Kompas, 2000, h.463.

“Jika tuan menuntut ilmu,

Ketahui dulu keadaanmu,

Man ‘arafa nafsahu kenal dirimu,

Faqad ‘arafa Rabbahu kenal Tuhanmu.

Kenal dirimu muhadas semata,

Kenal Tuhanmu qadim semata,

Tiada bersamaan itu keduanya,

Tiada semisal seumpanya.”



Juga dapat dilihat dalam rangakaian puisinya yang lain sebagai berikut,

“Tuhan kita itu tiada bermakan,

Lahirnya nyata dengan rupa insan,

Man ‘arafa nafsahu suatu burhan,

Faqad ‘arafa rabbahu terlalu bayan.” 



Dalam rangka membuktikan bahwa as-Singkili sangat berhati-hati dan tidak “vulgar” dalam tafsiran mistiko-filosofisnya, maka bisa dibandingkan dengan kutipan puisi dari Hamzah Fansuri sebagai berikut; Ibid., h. 464.

“Sabda Rasul Allah: Man ‘arafa nafsahu,

Bahwasanya mengenal akan Rabbahu,

Jika sungguh engkau abdahu, 

Jangan kau cari illa wajhahu, 

Wajah Allah itulah yang asal kata, 

Pada wujudmu sekalian rata.”

 

Kondisi sangat berhati-hati ini disebabkan karena as-Singkili merasakan dan paham betul pada era sebelumnya di lingkungan Aceh telah terjadi perseteruan yang sengit antara kelompok Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani yang berpaham wujûdiyah dengan kelompok Nuruddin ar-Raniri yang berpaham ortodok. Apalagi posisi as-Singkili berposisi sebagai seorang qadhi dalam lingkungan istana yang bertanggung jawab dalam masalah penanganan aspek sosial keagamaan.  Ibid., h. 462.

Maka hal ini memperlihatkan kecenderungan yang kuat, bahwa Syattariyah  di Ulakan ini lebih dekat kepada ajaran neo-sufisme, atau ajaran praktek spritual  yang tidak mempertentangkan dimensi tasawuf dengan syari’ah, walaupun prilaku di tingkat bawah para murid Syattariyah tidak terkontrol konsekuensinya dalam perpektif syari’ah. Ajaran neo-sufisme inilah yang menjadi trend dari bentuk-bentuk ajaran tasawuf dan tarekat di wilayah Nusantara dan Malaya pada abad 18 sampai awal abad 20.  Oman Fathurrahman, “Tarekat Syattariah”, h 172..

Di samping tarekat Syattariyah yang berkembang di Minangkabau, pada tahun 1850-an, berkembang juga tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat ini sering dinisbatkan pada nama pendirinya Baha’uddin an-Naqsyabandi (w. 1389 M). . Lihat pembahasan  yang cukup panjang-lebar dari  Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis, Bandung: Mizan, 1996, h.  47.  yang kemudian menjadi rival dari tarekat Syattariyah, sebagai tarekat pertama yang masuk ke Minangkabau. Rivalitas itu di mulai menurut data sejarah, ketika tokoh tarekat Syattariyah, yaitu Tuanku Nan Tuo, Cangking, yang merupakan murid dari murid Syekh Burhanuddin di Ulakan, yakni Tuanku Nan Tuo, Pemansiangan, “menyeberang” menjadi pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Surau Cangking, sebagai pusat kegiatan dan cabang dari tarekat Syattariyah Ulakan  sebelumnya, berubah haluan menjadi tempat pengkaderan dari praktek-praktek ajaran Naqsyabandiyah. Pada saat itu, rivalitas terkadang berubah menjadi konflik, dengan konstruksi stigmatisasi dikotomik dengan simbol Islam Ulakan dan Islam Cangking, sebagai representasi dan pertarungan dua tarekat terbesar di ranah Minang kala itu. Hamka, Ayahku, h. 25.

Ada juga sumber yang menyatakan bahwa, timbulnya eksodus pengikut Syattariyah berpindah ke Naqsyabandiyah, lantaran terdapat kesalahpahaman salah seorang murid dengan gurunya (khalifah/murid Syekh Burhanuddin) di Ulakan, yang bernama Abdullah Arif, Pariaman. Akibatnya ia dikucilkan dan mendapat sangsi tidak boleh mengajar di wilayah pesisir Minangkabau. Karena sangsi yang cukup berat itu, sang murid ini pindah mengajar ke daerah Koto Tuo Ampat Koto di daerah Luhak Agam, sehingga ia masyhur dengan sebutan Tuanku Koto Tuo. Dengan kepindahannya inilah kemudian menandakan suatu perpindahan di mana ia sebelumnya dari tarekat gurunya, Syattariyah, berpindah kepada tarekat baru, yaitu Naqsyabandiyah.  Ibid. Bandingkan dengan Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan, h. 183.   

Motif dari persaingan dua tarekat di atas, di samping menyangkut dimensi ajaran yang sedikit berbeda, juga diidentifikasi terdapat persaingan aspek sosial-budaya dan geo-politik kedaerahan. Sebab, tarekat Syattariyah dianggap mewakili komponen budaya pesisir, dan banyak dipengaruhi oleh nilai dan tradisi Aceh. Sementara tarekat Naqsyabandiyah, mewakili komponen budaya darat Minangkabau yang dekat dengan pengaruh Pagaruyung. Lihat Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek, h. 178.

Tuanku Nan Tuo sebagai pimpinan tarekat surau Cangking, dibantu oleh oleh muridnya yang setia, yaitu Syekh Jalaluddin. Waktu muda, Syekh Jalaluddin bergelar Faqih Sagir. Sementara ketika sudah tua beliau mendapat gelar lagi dengan panggilan Tuan Sami’. Hamka, Ayahku, h. 25. Muridnya yang bernama Jalaluddin inilah kemudian yang kelak menggantikan Tuanku Nan Tuo dalam memimpin surau Cangking, sebagai pusat tarekat baru, yakni Naqsyabandiyah. Peran Syekh Jalaluddin sangat besar dan berpengaruh. Beliau banyak menarik massa untuk pindah dan berpaling kepada tarekat ini. Oleh sebab itu ia banyak terlibat konflik dengan pemuka-pemuka tarekat Syattariyah dan tarekat lokal yang lebih kecil. Konflik antara Syattariyah dan Naqsyabandiyah sampai pada persoalan furu’iyah  fikih, di samping tentunya aspek ajaran tarekat itu sendiri. Golongan Naqsyabandiyah sering “mengejek” pada kelompok Syattariyah, bahwa mereka kurang fasih dalam melafalkan bahasa Arab. Di samping itu, orang Syattariyah sering memilih lebih belakang dalam mengawali bulan Ramadhan, mungkin karena sistem penghitungan falakiah yang berbeda antar kedua tarekat yang bersaing ini. Lihat juga kembali  Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah, h. 125. Bandingkan dengan Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan, h. 182. 

Memang diakui oleh Hamka, bahwa akibat pertentangan antar tarekat dan terkadang berujung terjadi konflik, telah berdampak pada terabaikannya peran ulama dalam mengurus ummat. Oleh sebab itu masyarakat Minangkabau yang masih “labil” ketika itu dalam praktek ajaran agama, kembali mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan lamanya (adat), karena mengendornya “pengawasan” dan perhatian ulama, yang “sibuk” dengan urusan konflik. Hamka, Ayahku, h. 25. Akibatnya pemberdayaan masalah keummatan menjadi terbengkalai. 

Sepertinya kondisi itu cukup mirip dengan suasana maraknya para kyai atau alim ulama saat ini yang terjun ke kancah politik praktis, sehingga pesantren dan majlis taklim menjadi terlantarkan. Maka hal ini, sekali lagi juga berdampak pada ummat yang dirugikan, akibat egoisme para elit agama tersebut yang terkadang dilandasi oleh semangat individualistik.  

Melalui figur Tuanku Nan Tuo kemudian dibantu dan dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin sebagai pemimpin tarekat Naqsyabandiyah, gerakan pemurnian atau pembaharuan di mulai.  Adrianus Chatib dan Erwiza Erman, “Gerakan Reformis”, h. 186. Kecenderungannya kepada usaha pemurrnian ini terkait dengan kondisi umat Islam Minangkabau yang saat itu dianggap telah “longgar” keislamannya. Seperti kegemaran, minum arak, berjudi, penjualan budak, dan menyabung ayam.  Di sisi lain juga terkait dengan adanya pengaruh tarekat yang dianggap bernuansa singkretis dan menjurus pada bentuk “syirik”. Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah, h. 125. Namun, pembaharuan yang diserukan oleh Tuanku Nan Tuo dan Syekh Jalaluddin, masih dianggap moderat dan tidak menganjurkan pada kekerasan, jika ada pihak yang tidak menerimanya. 

Sikap moderatnya inilah yang kemudian juga menyebabkan beberapa muridnya yang fanatik merasa keberatan dengan ide gurunya yang kurang atau tidak revolusioner itu. Mereka, para muridnya berkeinginan agar seluruh daerah Minangkabau harus dilaksanakan ajaran Islam sesuai dengan tuntutan syara’. Sebab, masyarakat muslim daerah Minangkabau menurut mereka telah terlanjur parah kerusakannya dalam konteks pengamalan Islam. Masyarakat Minangkabau lebih banyak melaksanakan ajaran adat, daripada ajaran Islam. Akhirnya para muridnya ini, membentuk barisan dan melakukan suatu gerakan pemurnian di Minangkabau yang kemudian dikenal dengan gerakan Paderi, yang akan dibahas pada bab berikutnya.











































 









 

 





   



     





  





   











 

BAB III

GERAKAN PEMIKIRAN KEAGAMAAN 

DALAM ALAM MINANGKABAU





Gerakan Paderi

Setidaknya ada dua teori besar, yang menyebabkan gerakan Paderi Istilah Paderi menurut William R. Roff diambil dari lingua franca bahasa Portugis padre yang bermakna sebagai pendeta atau kaum agamawan. Lihat dalam salah satu artikelnya, “Islam di Asia Tenggara pada Abad 19”, dalam Azyumardi Azra (ed.), Perspektif Islam di Asia Tenggara, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989, h. 47. melancarkan aksinya dalam konteks gerakan sosial di Minangkabau, yaitu  antara lain; 

Pertama, adalah teori Scrieke B.J.O. Schrieke, Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Suatu Sumbangan Bibliografi, alih bahasa Soegarda Poerbakawatja, Jakarta: Bhratara, 1973, h. 35. . Dalam  teori ini menyatakan bahwa timbulnya gerakan Paderi dipicu oleh rangkaian dari konflik-konflik sektarian sebelumnya yang terjadi. Konflik sektarian yang dimaksud itu, ialah baik antara golongan tarekat Syattariyah dengan golongan tarekat Naqsyabandiyah, maupun antara kelompok adat dan kelompok agama/ulama. Kedua,  adalah teori yang dipaparkan oleh Cristine Dobbin. Teori ini menyatakan bahwa kemunculan Paderi sebagai gerakan pembaharuan, terkait dengan konteks perubahan sosial-ekonomi masyarakat Minangkabau pada awal abad 18. Cristine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847, alih bahasa Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 1992, h. 152.  

Untuk teori pertama bisa dibaca, bahwa kemunculan gerakan Paderi adalah akumulasi konflik sebelumnya antara dua kelompok tarekat, Syattariyah dan Naqsyabandiyah. Akibat konflik tersebut, terutama pada level masyarakat, kemudian menyisakan dan menyebabkan timbul semacam ketidakpuasan dari kalangan Paderi atas konstruk keberagamaan masyarakat muslim Minangkabau. Hal ini bisa saja ditafsirkan, bahwa gerakan agama sebelum Paderi telah “gagal” dalam mengemban  tugas keagamaan. Dakwah yang mereka jalankan, tidaklah efektif dalam mentransformasi ummat dari kejahilan menuju keberadaban. Apalagi ditambah dengan adanya konflik, sehingga urusan yang substansial dalam mendidik masyarakat telah terbengkalai serta tidak optimal.  Terdapat juga tambahan pendapat dari Scrieke, yang mengatakan bahwa konflik antara Paderi dengan kalangan adat disebabkan karena problem kekuasaan yang tidak terakomodir. Artinya, pada posisi ini terdapat semacam kekecewaan ulama yang tidak mendapatkan kedudukan di pemerintahan adat dalam suatu nagari. Lihat ibid., h. 12. 

Adapun dalam teori kedua, bisa dibaca bahwa kemunculan Paderi terkait dengan suatu jaringan kemajuan dalam bidang sosio-ekonomi masyarakat Minangkabau pada waktu itu.  Wilayah Minangkabau yang subur, terutama di daerah darat dan tiga luhak di atas, telah banyak menghasilkan komoditi perdagangan yang sangat menguntungkan. Kondisi ini ditambah dengan jarak yang dekat antara daerah Minang dengan kawasan perdagangan bebas internasional di Penang, yang dibuka pada tahun 1786. Adrianus Chatib dan Erwiza Erman, “Gerakan Reformis Paderi”, dalam Azyumardi Azra dan Bahtiar Effendy (ed.), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, jilid V, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,  2002, h. 186. 

Pada prinsipnya daerah Minangkabau waktu itu sedang mengalami keuntungan ekonomi dari ekspor perdagangan komoditi agraris, khususnya beras dan kopi yang sangat luar bisa nilai ekonomisnya. Dari kebangkitan ekonomi inilah kemudian  berdampak pada adanya rivalitas sosial dalam kelompok masyarakat. Daerah Bonjol, sebagai salah satu pusat gerakan Paderi, adalah termasuk yang diuntungkan dalam kebangkitan ekonominya. Akibatnya tidak mengherankan pada waktu bersamaan masyarakat Bonjol bisa dan mampu membangun benteng dan mengadakan peralatan perang. Bandingkan dengan Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris, Yogyakarta: Ombak, 2006, h. 23.

Oleh karena itu, narasi faktual yang bisa dipahami pada konteks itu ialah, bahwa gerakan Paderi tidak hanya didasarkan pada adanya faktor kemerosotan moral masyarakatnya. Namun, menyangkut juga pada persoalan yang terjadi akibat produk dari rivalitas sosial, ekonomi, dan kultural bahkan politik antara kelompok sosial  masyarakat  Minangkabau sendiri dengan atau tanpa adanya kolonialisme Belanda. Ibid.   

Pada sisi lain, efek dari meningkatnya nilai pendapatan ekonomi masyarakat tersebut maka kemudian semakin banyak para pemuda Minang yang berangkat haji dan memiliki seterusnya memiliki relasi dengan tanah suci. Adrianus Chatib dan Erwiza Erman, “Gerakan Reformis Paderi”, h. 186. Dalam konteks inilah gerakan reformasi di Minangkabau mendapat sentuhannya, ketika berinteraksi dengan fenomena pembaharuan yang juga berkebetulan ketika itu terjadi di Saudi Arabia, melalui gerakan puritan Wahabiah. 

Dari kedua teori ini, nampaknya bisa disinergikan dalam prakteknya. Teori Scrieke, lebih melihat konflik didasarkan pada dimensi internal umat Islam sendiri. Sementara teori Cristine Dobbin, lebih menitikberatkan pada persoalan dimensi eksternal, tentang perkembangan kebangkitan sosial-ekonomi masyarakat Minangkabau yang berdampak pada aspek rivalitas sosial dan kemampuan akses relasi dengan pengaruh gerakan reformasi di daerah lain yang kemudian menjadi inspirasi pergerakan. 

Gerakan Paderi di Minangkabau menurut pendapat A.H. John, seperti dikutip Anthony Reid, adalah sebagai “titik permulaan gerakan modernis Islam di Indonesia”. Anthony Reid, “Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia”, dalam Nico J.G. Kaptein, Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan tentang Pan Islamisme Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh, alih bahasa Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 2003, h. 8. Kesimpulan yang sama sebenarnya juga dikemukakan oleh Deliar Noer. Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1996, h. 37. Bahkan, fakta ini membuktikan  secara lebih besar dari itu, karena bisa saja dikatakan juga bahwa gerakan ini adalah yang pertama  dalam gerakan reformasi keagamaan di Asia Tenggara. Gerakan Paderi yang sebelumnya masih cukup terbilang moderat, namun akhirnya berubah menjadi gerakan radikal yang lahir dan berkembang pada awal abad ke-18. 

Radikalisme yang dibawa, diduga akibat pengaruh dan faktor dari militansi kaum Wahabi di Saudi Arabia. Pada tahap berikutnya pengaruh radikalisme dan militansi dari semangat Wahabiah tersebut semakin mengental dan mencapai tingkat ekselerasinya. Sebab, di samping faktor di atas juga terdapat suatu faktor lain yang berasal dari internal prilaku masyarakat Minangkabau yang telah banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam perspektif Islam murni. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara  Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan, 1995, h. 292.  

Kaum Paderi yang bergerak secara revolusioner ini, di samping menggugat serta melakukan pembaharuan terhadap kelompok tarekat dan adat, di sisi lain juga menantang formulasi yang telah mapan dan baku mengenai relasi “tradisi besar” pusat Islam dan “tradisi kecil” Islam yang telah bercampur dengan adat pada konteks lokal. Gagasan pembaharuan yang disebarkan merupakan usaha sadar untuk membawa “tradisi besar” Islam  menjadi dominan dan sekaligus memegang tingkat supremasinya di Minangkabau. Ibid. 

 Basis awal gerakan sebenarnya hanya melancarkan misi puritanisme yang militan dalam ajaran Islam yang berorientasi pada Islam Wahabiah. Namun, karena besarnya intervensi pihak kolonial Belanda dalam membantu pihak adat konservatif pada tahun 1820-1830 an, membuat diubahnya haluan gerakan puritanistik menjadi gerakan patriotik melawan kolonial. Walaupun, akhirnya gerakan ini dapat ditumpas oleh Belanda pada tahun 1837. Anthony Reid, “Pan-Islamisme”, h. 9. 

Sebagaimana disebut pada pembahasan sebelumnya, bahwa gerakan pembaharuan pertama yang kemudian lazim dengan gerakan pembaharuan di Minangkabau, pertama kali diketahui awalnya diprakarsai oleh Tuanku Nan Tuo dan dibantu oleh muridnya Syekh Jalaluddin, yang masyhur dengan panggilan Fakih Sagir. Gerakan ini terilhami berangkat dari kegelisahan para Syekh ini disebabkan menyaksikan suasana kehidupan masyarakat yang telah banyak tidak menjalankan praktek amalan Islam secara benar. B.J.O. Schrieke, Pergolakan Agama, h. 12. 

Gerakan pembaharuan dari Tuanku Nan Tuo masih bersifat moderat dan kultural, dan pada faktanya masih dilaksanakan di sekitar Cangking dan Agam pada umumnya. Pembaharuannya juga masih bersifat anjuran untuk memperbaiki aspek ibadah dan moralitas dan anjuran untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat lama seperti minum arak, berjudi, menyabung ayam, perbudakan, dan lain sebagainya. Konsep ajaran yang disampaikan  belum lagi sampai pada upaya “pelucutan” tradisi-tradisi lokal seperti lembaga institusi tarekat. Lihat dalam kutipan Hikayat Jalaluddin yang disadur oleh  Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 40.      

Namun,  secara historis gerakan pembaharuan dari Tuanku Nan Tuo dan Syekh Jalaluddin kemudian sangat berlainan bentuknya  dengan apa yang telah dilakukan oleh para muridnya.  Di antaranya, adalah Tuanku Nan Ranceh, yang tidak puas dengan gerakan pembaharuan gurunya yang sangat lunak. Gerakan radikal paderi pada mulanya di awali oleh Tuanku Nan Ranceh  ini, yang kemudian dibantu oleh para haji yang pulang dari tanah suci, dan kemudian berlanjut pada masa muridnya, Tuanku Imam Bonjol. Mardjani Martamin, Tuanku Imam Bonjol, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, h. 23.    

Pembaharuan Islam di Minangkabau yang dilancarkan oleh Tuaku Nan Ranceh dalam analisis sejarawan kemudian mendapat momentum dan dukungan yang luar biasa dari putra Minang yang kembali dari tanah suci. Kepulangan tiga putera daerah yang pada waktu dianggap sebagai ulama muda Minangkabau, mudik setelah berhaji dan belajar di pusat intelektual Islam kala itu, yakni kota Mekkah pada tahun 1804. Deliar Noer, Gerakan Moderen, h. 30. 

Ketiga ulama itu kemudian dikenal dengan masyhur oleh masyarakat setempat dengan sebutan Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. H.A. Steijn Parve, “Kaum Padri di Padang Darat Pulau Sumatera”, dalam Taufik Abdullah (ed.), Sejarah Lokal di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, h. 154.  Haji Miskin, kemudian berhasil merekrut tujuh orang lagi dari Agam yang sangat loyal kepada perjuangan mereka. Mereka kemudian lazim disebut sebagai aliansi Harimau Nan Salapan. Adapun yang tujuh orang lagi ialah: Tuanku Nan Ranceh, di Kamang, Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Padang Luar, Tuanku di Galung, Tuanku di Koto Ambalau, dan Tuanku di Lubuak Aur. Lihat  Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera, Jakarta: Djayamurrni, 1967, h. 26. Melalui mereka inilah kemudian gerakan radikal Paderi di mulai dalam melaksanakan paham puritannya di sebagian besar wilayah Minangkabau. 

Ketiga tokoh ini, sewaktu di kota suci rupanya telah banyak pemikiran mereka dipengaruhi oleh gerakan puritanisme Wahabiyyah di Mekkah. Ketika kembali ke masyarakat dan sekaligus menyaksikan realitas pergumulan antara Islam dengan adat yang cukup kental, sehingga dalam perspektif Islam murni, banyak terdapat praktek-praktek yang "bertentangan". Atas dasar itulah, mereka menganggap bahwa, kondisi masyarakat muslim Minangkabau pada prinsipnya belum melaksanakan ajaran Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Ibid., h. 10.

Kenyataan seperti demikian yang menginspirasi mereka untuk melakukan suatu perubahan dan perombakan sosial secara revolusioner terhadap amalan masyarakat dan paham keagamaan, dengan metode pendekatan  yang dilakukan secara radikal yang diwarnai kekerasan dengan instrumen jihad secara fisik. Mereka barangkali beralasan, bahwa gerakan radikal dan revolusioner akan bisa lebih cepat dan jitu dalam memberantas keadaan yang sudah parah "penyimpangannya". 

Menurut mereka yang berpikir radikal ini, akan sangat sulit dan lama jika perjuangan pembaharuan keagamaan dengan cara yang hanya bersifat evolusioner, dan bagi mereka juga, upaya tersebut dianggap terlalu lunak dalam rangka membasmi perbuatan yang telah sangat dahsyat penyimpangannya. H.A. Steijn Parve, “Kaum Padri”, h. 158. Gerakan mereka yang radikal ini tentu saja tidak direstui oleh Tuanku Nan Tuo yang lebih memilih jalan damai dan moderat dalam menganjurkan pembaharuan. Akibatnya, para tokoh Paderi radikal ini mencari patron lain, yang kemudian mereka dapatkan pada sosok Tuanku Pemansiangan. Tuanku Pemansiangan ini telah dapat dipengaruhi oleh mereka, sehingga secara langsung menjadi pelindung dari gerakan-gerakan mereka.  

Bukti dan fakta terhadap bentuk radikalisme itu terlihat, ketika Haji Miskin mulai melakukan pembakaran terhadap balai adat di daerah Pandai Sikek.  Setelah melakukan pembakaran ia lari ke daerah Koto Laweh dan memperoleh perlindungan keamanan dari masyarakat adat yang marah atas pembakaran tersebut dari Tuanku Pemansiangan. Ibid., h. 164.  Di daerah lain, tepat di Kamang, Agam, Tuan Nan Ranceh yang berkolaborasi dengan Haji Miskin, melakukan gerakan radikal serupa tanpa kompromi terhadap segala bentuk pengabaian akan himbauan yang mereka sampaikan.

Kedua tokoh ini menyerang bandit-bandit negeri, orang-orang yang melakukan sabung ayam, penjudi, penghisap candu, pemakan tembakau, pemakan sirih, serta peminum tuak, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Bahkan, surau-surau binaan dari Tuanku Nan Tuo dan Syekh Jalaluddin juga turut menjadi sasaran pembakaran. Karena keberadaan surau-surau yang menjadi basis tarekat dianggap bid’ah, oleh sebab itu harus dibasmi. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama, h. 292.  

Begitu juga halnya dengan Tuanku Lintau di Tanah Datar, yang merupakan daerah tempat Istana Pagaruyung  berada. Gerakan dari Tuanku Lintau ini bahkan lebih radikal lagi. Ia bahkan telah berhasil “menghancurkan” Istana dan keluarga sebagai simbol perekat adat Minangkabau. Para penghulu-penghulu adat berhasil ditarik masuk menjadi pengikutnya, sehingga kemudian mereka diangkat menjadi kepala atau pemimpin Paderi di daerahnya masing-masing.  Adrianus Chatib dan Erwiza Erman, “Gerakan Reformis Paderi”, h. 190.    

Gerakan pembaharuan yang dilancarkan dan dikomandani oleh tiga orang ulama beserta pengikutnya yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan ini telah berdampak menimbulkan goncangan dan gelombang tantangan dari pihak yang merasa dirugikan. Mereka yang dirugikan antara lain seperti pihak pembela adat dan penganut ajaran tarekat, sekaligus pemerintah kolonial sendiri. Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995, h. 53.

 Kelompok adat merasa dirugikan, karena dituduh telah memasukkan tradisi-tradisi yang bukan Islam ke dalam kebiasaan masyarakat muslim Minangkabau.  Kelompok tarekat juga diserang, karena praktek-praktek tarekat yang “aneh-aneh” yang diajarkan oleh syeik-syeikh tarekat, banyak yang beretentangan dengan sumber ajaran Islam. Pemerintah kolonial juga menjadi "sasaran tembak" golongan ini, karena sentimen pengaruh Pan-Islam yang didapat dari tanah suci, dalam melawan setiap penguasa kolonial, termasuk kolonial Belanda. Peran para haji setelah pulang dari tanah suci, telah sedikit-banyak mempengaruhi semangat mereka dalam melawan penjajah. Sebab tanah suci, adalah tempat berkumpulnya muslim se-dunia yang menciptakan saling tukar informasi dan pengalaman perjuangan dalam berhadapan dengan setiap kolonialisme di negeri mereka masing-masing. Di sini terdapat adanya fungsi tanah suci sebagai arena komunikasi sosial politik dalam dunia muslim. Walaupun, sangat berlebihan jika dipandang seluruh muslim yang pulang dari tanah suci akan menjadi fanatik  Lihat dan bandingkan dengan Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya, alih bahasa Hasan Basari, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984. h. 217. Lihat juga Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken, Jakarta: LP3ES, 1986, h. 79.  

Setelah  semua daerah di tiga Luhak; yaitu Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh Kota, telah dkuasai oleh kelompok Paderi, maka perlahan, gerakan ini beralih menuju daerah Utara. Di daerah Alahan Panjang, Tuanku Imam Bonjol Nama waktu kecil dipanggil Muhammad Shahab. Ia adalah putra Tuanku Raja Nuruddin di Alahan Panjang.  Setelah besar dan beranjak dewasa ia lazim dipanggil dengan  Peto Syarif. Gelarnya kemudian berlanjut, karena ia termasuk anak yang alim. Maka digelari lah ia dengan Malim dan Tuanku Mudo. Ketika ia dipercaya sebagai pimpinan Paderi di Bonjol, maka ia dipanggil dengan Tuanku Imam Bonjol. Lihat Hamka,  Ayahku, h. 29., yang merupakan murid Tuan Nan Ranceh, yang telah ikut bahu-membahu bersama gurunya dalam melakukan gerakan di Agam, tampil di garda depan sebagai penerus gurunya. Di daerah ini, Imam Bonjol tampil sebagai pemimpin bersama Datuk Bandaharo bersamaan dengan kepulangan dua tokoh ini pada sekitar tahun 1807 ke Alahan Panjang. Motif tokoh ini dalam melancarkan aksinya, pada prinsipnya sama dengan apa yang telah terjadi di daerah lain. Yakni, dengan berusaha menghilangkan “penyakit” masyarakat di atas.

Namun,  aksi yang mereka jalankan tidak seradikal gurunya di daerah darat Minangkabau. Para tokoh Paderi bersama masyarakat, sepakat membentuk suatu perkampungan bagi komunitas yang menginginkan hidup sesuai dengan prinsip kembali pada al-Qur’an dan Sunnah. Daerah itulah yang kemudian dinamakan dengan Bonjol, yang sekaligus menjadi benteng pertahanan Paderi. Kampung ini awalnya hanya di huni terdiri dari enam rumah dan sebuah mesjid yang diperuntukkan bagi kelompok Paderi. Tetapi, lambat laun daerah ini menjadi ramai seiring tumbuh dan pesatnya perekonomian yang dihasilkan. Cristine Dobbin, Kebangkitan Islam, h. 189. 

Gerakan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, agaknya merupakan titik balik kembalinya moderatisme Paderi di banding dengan gerakan Paderi yang dilancarkan di daerah darat yang terkenal dengan unsur militansi dan radikalismenya. Walaupun, juga tidak selunak dan sedamai sebagaimana halnya gerakan yang telah dirintis oleh Tuanku Nan Tuo dan Syekh Jalaluddin. Gerakan yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol mungkin lebih mirip dianalogikan berada di antara radikal dan moderat. Adanya perubahan menurunnya aspek radikalitas ekstrim itu dapat diketahui dan terlacak dalam sumber sejarah di mulai sejak akhir  tahun 1820-an. Adrianus Chatib dan Erwiza Erman, “Gerakan Reformis Paderi”, h. 192. 

Perubahan itu diketahui terjadi setelah kepulangan para haji dari Mekkah yang menyampaikan informasi bahwa penggunaan tembakau, pemakaian baju sutra, yang sebelumnya dilarang oleh kelompok Paderi dan lain sebagainya tidak dipermasalahkan lagi di Mekkah. Mereka juga menginformasikan, bahwa gerakan Wahabiah di Mekkah semakin melemah. Ibid. Dari informasi di atas, kelihatan terdapat relasi yang sangat tinggi untuk tidak mengatakan adanya suatu ketergantungan gerakan Paderi Minangkabau dengan pengaruh Wahabiah di Mekkah. 

 Tetapi,  walaupun gerakan Paderi di Bonjol agak sedikit mengendur dari sudut radikalismenya, namun prinsip anjuran untuk mereformasi prinsip fundamental Islam, tetap dijalankan. Seperti larangan minum arak, menghisap candu, nyabung ayam, perbudakan, ajaran-ajaran adat matrilinial dan lain-lain. Artinya bentuk-bentuk pertentangan dan konflik antara golongan Paderi dan kelompok adat, tetap dan masih berlangsung pada saat itu.  

Di daerah dekat Bonjol juga terdapat kelompok Paderi yang menjalankan aksi serupa, yaitu tepat di daerah Rao, yang dipimpin oleh Tuanku Rao. Baca dalam Mangaradja Onggang Parlindungan, Tuanku Rao, Yogyakarta: LKiS, 2007, h. 156.  Nama kecilnya adalah Pongki Na Ngolngolan Sinambela. Pada tahun 1808, ia masuk Islam dan diberi nama Fakih Muhammad. Tuanku Rao wafat pada tahun 1833, tidak lama setelah Belanda menyerang daerah Rao. Tuanku Rao adalah murid dari Tuanku Imam Bonjol.

 Hubungan antara Tuanku Rao dan Tuanku Imam Bonjol semakin erat, sehingga dua wilayah ini, praktis dikuasai oleh gerakan Paderi. Berkat Tuanku Rao, maka Islam golongan Paderi bisa menembus wilayah Tanah Batak, seperti daerah Tapanuli dan sekitarnya. Ibid. Di daerah ini Tuanku Rao juga mendirikan benteng pertahanan pada tahun 1811. Tuanku Rao dan Tuanku Imam Bonjol juga diketahui menjalin hubungan dengan Tuanku Tambusai di Dalu-Dalu dalam melancarkan aksi Paderisme dan dalam rangka sekaligus mengislamkan negeri Batak yang berkepercayaan animisme tahun 1816-1833. Ibid.     

Gelombang-gelombang gerakan dan adanya suatu perlawanan dari dari masing-masing pihak yang bertikai inilah yang mengawali terjadinya konflik dan pergolakan agama antara pihak adat dengan kelompok Paderi. Konflik adat dan agama di hampir seluruh wilayah Minangkabau terjadi dalam kurun waktu hampir 20 tahun-an (1803-1820). Kondisi ini telah mengakibatkan campur tangan pihak kolonial Belanda dengan alasan membantu kaum adat. Kelompok penghulu dan keluarga istana anti-Paderi telah mengajukan proposal bantuan kekuatan untuk menumpas Paderi yang selama ini telah memerangi mereka. Pernyataan itu ditanda tangani oleh pihak penghulu dengan Belanda pada tanggal 10 Februari 1821. Adrianus Chatib dan Erwiza Erman, “Gerakan Reformis Paderi”, h. 192.

Kesempatan pihak kolonial Belanda dalam membantu kaum adat memerangi Paderi di satu sisi terdapat suatu kepentingan untuk "meredam" setiap bentuk radikalisme dan fanatisme keagamaan. Karena setiap  bentuk radikalisme dan fanatisme keagamaan bisa menjadi bumerang bagi dominasi mereka di tanah Hindia Belanda. Sebab, pemerintah kolonial telah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman bentuk pemberontakan berdasarkan semangat Pan-Islamisme tersebut. Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani, h.  

Di sisi lain, faktor intervensi Belanda juga terkait dengan perebutan akses sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh kelompok Paderi. Sebagaimana diketahui, wilayah kekuasaan paderi di tiga luhak, Tanah Latar, Lima Puluh Kota, dan Agam serta daerah Bonjol adalah daerah-daerah penghasil komoditi ekonomis. Dengan dikuasainya daerah-daerah tersebut oleh kelompok Paderi, maka otomatis akses Belanda untuk menguasai aspek ekonomi di daerah Minangkabau menjadi  terhambat. Fakta terhadap kondisi ini tentu saja membuat Belanda menjadi berkepentingan untuk menumpas golongan Paderi, agar akses ekonomi tersebut menjadi terbuka lebar untuk dikuasai dan dieksploitasi. Cristine Dobbin, Kebangkitan Islam,h. 152. 

Keadaan campur tangan penjajah inilah kemudian hari telah membawa kepada ditabuhnya "genderang peperangan" yang dikenal dengan Perang Paderi (1821-1837) secara patriotik. Dikenal juga dengan istilah "perang putih", karena golongan ulama Paderi yang memakai baju putih dalam peperangan. Peperangan ini berlangsung cukup lama dan terjadi di beberapa daerah di Minangkabau. Walaupun, kekalahan pada golongan Paderi juga terjadi dan dialami pada tahun 1837 M. Kekalahan ini setidaknya cukup memakan korban di pihak Paderi, dan membuat intensitas gerakan pembaharuan menjadi lemah bahkan sampai pada titik kritis. Informasi tentang Perang Paderi dan seluk-beluknya dapat ditelaah dan dlihat buku karya Muhammad Radjab, Perang Paderi di Sumatera Barat 1803-1838, Jakarta: Balai Pustaka, 1964. Dalam posisi ini, terjadi transformasi perlawanan, dari yang semula memerangi kelompok adat karena semangat puritanistik, beralih pada perjuangan melawan penjajah kafir. Anthony Reid, “Pan-Islamisme”, h. 9. Bandingkan dengan Rusli Amran, Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang, Jakarta: Sinar Harapan, 1981, h. 387. Dalam masa peperangan antara kaum Paderi dan Belanda, kemenangan diambil secara silih  berganti. Bahkan, pasukan Belanda pernah mengalami kekalahan yang luar biasa ketika terjadi bentrok peperangan dengan pasukan Tuanku Lintau. Kekalahan ini, disebabkan konsentrasi pihak kolonial terbagi karena di Jawa juga pecah Perang Diponegoro (1825-1830). Bertepatan pula waktu itu kekuatan Paderi sedang mengalami puncak kekuatannya karena dibantu oleh pasukan dari Aceh. Adrianus Chatib dan Erwiza Erman, “Gerakan Reformis Paderi”, h. 193. 

Ketika meletus Perang Paderi melawan kolonial, dengan cerdiknya propagandis Paderi menyuarakan kepada seluruh rakyat Minangkabau, tidak terkecuali kepada pihak adat dan keluarga kerajaan yang semula mereka perangi. Mereka menyerukan slogan anti–kolonial kafir. Usaha ini ternyata manjur, sebab pihak adat yang menjadi sekutu kolonial, berpaling memusuhi Belanda, dan menjadi sekutu dengan Paderi yang semula sebenarnya adalah musuh.  Namun, dalam perjalanan historis, peperangan berhasil dimenangkan oleh Belanda, dengan berhasil merebut benteng di Dalu-Dalu dan Bonjol serta berhasil ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Kemudian oleh Belanda beliau diasingkan ke Cianjur, lalu selanjutnya diasingkan lagi ke Lotak, Manado.  Tuanku Imam Bonjol wafat dan dimakamkan di Lotak, Manado, pada tanggal 8 November 1864. Lihat  Mardjani Martamin, Tuanku Imam Bonjol, h. 108.

Setelah tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol, praktis berakhir lah secara definitif perjuangan Kaum Paderi di Minangkabau. Namun, jejak historis Kaum Paderi tetap menjadi referensi umat Islam Minangkabau, dalam hal menjalankan reformasi kehidupan agama sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan Sunnah, yang pernah diserukan oleh golongan ini. Adapun kondisi penuh gejolak dan pergolakan gerakan keagamaan yang terjadi, pada dimensi kesejarahan telah dimaknai sebagai suatu babakan baru atau tahapan awal dalam sejarah gerakan pembaharuan keagamaan di Minangkabau. Dari babakan gerakan inilah selanjutnya mengalami aspek kontiunitasnya dalam perjalanan sejarah Islam di Minangkabau yang mengilhami gerakan-gerakan keagamaan berikutnya

. 

Gerakan Kaum Tua

Gerakan ini sering diasosiasikan sebagai aliran konservatif, ortodok, dan tradisionalis. Gerakan ini dikenal karena watak defensif dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai lama yang telah mengakar kuat di masyarakat. Namun, menurut Martin van Bruinessen, adalah kekeliruan besar jika watak konservatisme dan ortodoksi dalam jiwa kaum tradisionalis seperti Kaum Tua, digeneralisasi dalam setiap aspek kehidupan. Sementara Kaum Muda diposisikan sebagai berwatak moderen dan progresif.  Bahkan, menurutnya dalam aspek sosial-politik, justru kenyataannya menjadi terbalik arah. 

Pada masa kolonial, justru kaum tradisonalis lah yang sangat gigih dan militan dalam melawan Belanda. Kekhawatiran Belanda cukup besar dengan segala bentuk kegiatan kaum tradisonalis, khususnya mereka yang tergabung dalam kelompok tarekat. Sementara pihak Kaum Muda sering berhubungan dengan Belanda secara koperatif. Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis, Bandung: Mizan, 1996, h. 130.        

Dalam konteks Minangkabau, gerakan ini adalah kontiunitas dari gerakan atau aliran pengikut tarekat yang  pada masa Paderi turut dimusuhi bersama dengan kalangan adat. Adapun ciri-ciri dari kelompok Kaum Tua dalam bidang agama, para pakar sering  mengidentikkan sebagai penganut dan pemegang teguh doktrin Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah. Maka dari itu, Kaum Tua dalam praksis aspek fikih biasanya bersandar pada referensi doktrin mazhab Syafi’i, dalam teologi pada Imam Asy’ari, dan dalam bidang tasawuf bersandar pada Imam Ghazali.

Kaum Tua, dengan sikap tradisionalisnya, dianggap sebagai benteng paham Aswaja di atas. Karena dalam historisitas masuknya Islam ke wilayah ini, telah didominasi oleh paham tersebut. Seperti dominannya mazhab Syafi’i yang telah menjadi anutan taklid masyarakat dalam aspek ibadah, mu’amalah, munakahat, dan lain sebagainya. Sanusi Latief, “ Gerakan Kaum Tua di Minangkabau”, disertasi doktor IAIN Syarif Hidayatullah  Jakarta, 1988. Begitu pun halnya dengan paham teologi Asy’ariyah yang dikaji oleh masyarakat, paling tidak bisa dilihat nantinya  dalam kurikulum madrasah-madrasah Kaum Tua. Bandingkan dengan uraian Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1995, h. 153. Tidak ketinggalan juga tentunya masalah tasawuf dan tarekat yang cukup “membumi” dalam praktek masyarakat muslim Minangkabau.   

Namun, dalam perjalanan sejarah, tatanan format keberagamaan ala Aswaja tersebut, mendapat “gangguan” dari gerakan modernis atau yang sering disebut kemudian sebagai Kaum Muda. Kehadiran Kaum Muda ini berusaha mereformasi bahkan berupaya mendekonstruksi tatanan tersebut dengan menggantikannya melalui formula ijtihad dan kembali pada sumber al-Qur’an dan Sunnah, bukan dengan cara bertaklid ala paham Kaum Tua di atas. 

Kondisi ini tentu saja menjadi ancaman tersendiri bagi Kaum tradisionalis yang merasa “terganggu” dengan paham “baru” yang diinspirasi oleh semangat pembaharuan dari Timur Tengah yang sedang “booming” kala itu.  Bagi pihak Kaum Tua, gerakan ini, telah dianggap mengganggu tatanan paham yang sudah berurat-berakar dalam pengamalan Islam di Minangakabau. Yakni, paham Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah,  baik dalam fiqih, kalam, dan tasawuf sebagaimana formasi ajaran yang dianut dan menjadi pegangan oleh Kaum Tua di atas. 

Menurut kalangan Kaum Tua, anjuran Kaum Muda untuk menolak sikap taklid dan menganjurkan agar langsung berijtihad merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah adalah berbahaya. Karena pada saat ini sangat jarang orang yang memenuhi kualifikasi mujtahid sebagaimana  yang digariskan dalam Uṣûl Fiqîh. Pada saat ini, tidak mungkin ulama apalagi masyarakat  tidak bertaklid kepada ulama, dalam memahami al-Qur’an dan Sunnah. Alaiddin, “Pemikiran Politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1945-1970”, disertasi doktor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995, h. 42.

Pada sisi lain, Kaum Tua juga merasa khawatir dan keberatan dengan sikap ulama Kaum Muda dalam menolak paham tarekat. Bahkan, Kaum Muda menuduh dan menganggap terekat dan ajarannya adalah bersifat bid’ah karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Padahal tarekat sudah menjadi “pakaian” ulama dan masyarakat Minangkabau selama ini. Begitu juga pandangan Kaum Muda terhadap aspek adat, yang mereka identifikasi banyak yang tidak sesuai dengan garis al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam menghadapi gerakan Kaum Muda ini, Kaum Tua kemudian berkumpul dalam satu wadah organisasi yang bisa menyatukan seluruh ulama Kaum Tua di wilayah Minangkabau pada khususnya. Pada tanggal 5 Mei tahun 1928 bertempat di Candung, Agam, ulama-ulama Kaum Tua mendirikan organisasi yang diberi nama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Di antara tokoh-tokohnya antara lain: Syekh Sulaiman, Arrasuli, Syekh Jamil Jaho, Syekh Abbas Ladang Lawas, Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang, Syekh M. Arifin Batuhampar, Syekh Khatib Ali Padang, Syekh Makhudum Solok, Syekh, M. Yunus Pariaman, dan lain lain. Lihat dalam Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan, h. 97.  

Organisasi ini awalnya hanya menjadi wadah kumpulan persatuan madrasah-madrasah Kaum Tua yang tersebar di seluruh Minangkabau. Motif mendirikan oranisasi ini didasari atas fakta kehadiran dan tantangan sekolah-sekolah Kaum Muda yang lebih moderen. Dari kondisi ini secara tidak langsung telah memotivasi sebahagian kalangan Kaum Tua, untuk merubah dan memodernisasi sistem surau mereka menjadi sistem madrasah dan sekolah. Burhanuddin, Gerakan Pembaharuan, h. 114. Lihat dan bandingkan dengan Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan, h. 97. 

Beralihnya sistem surau menjadi madrasah dan sekolah yang memakai sistem klasikal dan kurikulum, yang dilakukan oleh ulama Kaum Tua melalui organisasi PERTI menurut Karel A. Steenbrink, adalah bisa disebut bagian dari sikap menolak paham Kaum Muda di satu sisi, tetapi mengikuti pada sisi lainnya. Diperkirakan pada tahun 1942, sudah terdapat  300 buah sekolah PERTI, yang memiliki sekitar 45.000 murid. Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, Jakarta: LP3ES, 1986, h. 64.  

Pada tanggal 20 Mei tahun 1930, baru lah PERTI menjadi organisasi kemasyarakatan. Kemudian pada tanggal 22 Desember 1945, organisasi ini menjelma menjadi kekuatan salah partai politik dan dinamakan dengan Partai Islam Perti. Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan, h. 99. Ada empat faktor yang menyebabkan PERTI menjadi partai politik;

 Pertama, sebagai partai politik, maka PERTI  akan semakin punya “posisi tawar” dalam mempertahankan paham Aswaja. Kedua, adanya relasi yang kurang mesra dengan anggota Majelis Islam Tinggi Minangkabau yang didominasi oleh Kaum Muda, yang kemudian melebur ke dalam Masyumi. Ketiga, untuk mengakomodir anggota PERTI yang berambisi masuk dalam politik praktis pasca era kemerdekaan. Keempat, sebagai respon atas anjuran Pemerintah RI, pada tanggal 3 November 1945 yang memaklumatkan, agar mendirikan partai politik untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ibid. Lihat juga Alaiddin, “Pemikiran Politik”, h. 314.   

Pada periode sebelum berakhir masa penjajahan, sekitar tahun 1940-an PERTI di samping sebagai organisasi pendidikan dan kemasyarakatan juga  merupakan organisasi yang menampung kepentingan tarekat Naqsyabandiyah. Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah, h. 131. Sebab, para pendirinya termasuk Syekh Sulaiman Arrasuli dan Syekh Abbas Qadhi Ladang Lawas. Keduanya adalah khalifah tarekat  Naqsyabandiyah. Syekh Sulaiman Arrasuli dan Syekh Abbas adalah khalifah dari Syekh Yahya al-Khalidi yang telah diangkat oleh Syekh Sa’ad Mungka. Lihat ibid. Afiliasi Kaum Tua terhadap tarekat lebih tepatnya dijatuhkan pilihan pada tarekat jenis Naqsyabandiyah-Khalidiyah. Tarekat ini diduga pertama kali dibawa oleh Syekh Isma’il Simabur al-Minangkabawi pada permulaan tahun 1850-an. Tarekat ini pada perjalanan waktu sejak masuk ke Minangkabau, telah menjelma menjadi kekuatan sosial keagamaan masyarakat. Bahkan, tarekat ini telah menggantikan peran besar tarekat Syattariyah sebelumnya. Begitu besarnya pengaruh dari tarekat ini dalam menarik massa, seorang residen Belanda di Minangkabau pada tahun 1869 mencatat, bahwa seperdelapan dari keseluruhan masyarakat Minangkabau, telah masuk tarekat ini. Jadi bisa dibayangkan, bahwa tarekat ini telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat tradisional Minangkabau. Lihat ibid.  Bandingkan dengan Hawash Abdullah, Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara, Surabaya: Al-Ikhlas, 1980, h.158.  

 Pada prinsipnya Kaum Tua tidak bisa dilepaskan dengan organisasi PERTI. Sebab, dalam wadah organisasi inilah Kaum Tua mengekspresikan gerakannya. Jadi, organisasi ini bisa disebut sebagai mesin dan formula dalam menjalankan setiap doktrin dan ajaran tradisional mereka. Pendirian organisasi ini terkait dengan ancaman dan rongrongan arus pemikiran baru yang dianggap lebih moderen yang kemudian dilancarkan oleh Kaum Muda. 

Oleh sebab itu, salah satu motif pendirian organisasi PERTI, adalah sebagai alat perjuangan kaum Tua dalam menghadapi penetrasi ajaran dan propaganda pemikiran moderen kaum Muda. Dari organisasi ini, kemudian lahir media-media massa dan sekolah-sekolah  yang mewakili visi dan misi perjuangan Kaum Tua untuk menandingi media serupa dari Kaum Muda.  

  

		 Gerakan Kaum Muda

Dalam kurun waktu kurang lebih dari 70 tahun, pada awal abad ke-20-an, gelombang babakan baru gerakan pembaharuan kembali muncul ke permukaan. Daerah Minangkabau mengalami kembali gerakan pembaharuan tahap kedua dengan menampilkan corak dan pola yang baru dan cara yang berbeda dengan pembaharuan tahap pertama yang radikal dan tanpa kompromi sebagaimana dilakukan oleh kelompok Paderi.



Pembaharuan tahap pertama, sebagaiman diungkapkan sebelumnya, mengambil pola revolusi kultur tradisional dalam usaha-usaha pemurnian, sesuai dengan koridor perspektif Islam murni dan mencapai puncaknya pada aksi kekerasan dan militeristik, yang masih bersifat sporadis. Maka pembaharuan tahap kedua, adalah ditempuh dengan pola yang berbeda. Fakta ini ditandai dengan munculnya suatu perdebatan tentang budaya dan intelektual melalui forum dan media, bukan dengan cara penggunaan kekuatan fisik. 

Untuk mengakomodir segala bentuk perdebatan antara masing-masing pihak, maka diadakan debat umum yang menghadirkan wakil dari masing-masing pihak.  Begitu juga dengan diterbitkannya berbagai majalah dan jurnal serta didirikannya berbagai organisasi serta dibangunnya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola secara lebih moderen. Salah satu faktor dilakukannya modernisasi  sistem pendidikan Islam, dikarenakan ada ketidak puasan terhadap sistem pensisikan tradisonal selama ini. Lihat  Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, Jakarta: LP3ES, 1986, h. 28.  Pembaharuan tahap kedua ini tidak lah salah banyak disebut sebagai periode yang penuh dengan pergolakan sosial dan intelektual dalam alam Minangkabau.

Tokoh-tokoh pembaharuan dalam gerakan ini adalah Haji Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdullah Ahmad, Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Muhammad Thaib Umar. Keempat tokoh ini sewaktu di Mekkah belajar dan banyak dibimbing oleh Syekh Ahmad Khatib serta syeikh-syeikh lainnya. Guru utama mereka, Ahmad Khatib di samping mengajarkan ilmu-ilmu agama juga memberi kesempatan pada mereka untuk membaca tulisan-tulisan para pembaharu dari Timur Tengah, terutama Mesir, khususnya pemikiran Muhammad Abduh. 

Walaupun, Syeikh Ahmad Khatib menyuruh murid-muridnya membaca pemikiran Abduh, bukan berarti ia setuju atas pendapat Abduh. Menurut Deliar Noer, anjurannya kepada para muridnya untuk membaca pemikiran-pemikiran para ulama dari negeri sungai Nil itu, agar kelak para muridnya bisa melakukan kritik terhadap pemikiran pembaharuan tersebut. Deliar Noer, Gerakan Moderen, h. 38.

Namun, jika benar anggapan Deliar Noer ini, maka tentu saja kenyataan dan harapan ini menjadi terbalik dengan kenyataan. Sebab, para murid Ahmad Khatib bukannya mengkritik, malahan menjadikan Muhammad Abduh dan kawana-kawan melalui gerakan pembaharuannya, sebagai salah satu referensi penting ketika mereka menerapkannya kembali pembaharuan tersebut dalam konteks Minangkabau.

Perkenalan mereka terhadap pemikiran-pemikiran gerakan pembaharuan ini kemudian banyak mempengaruhi dan memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan pembaharuan di Minangkabau  Ibid.. Di samping empat tokoh di atas, juga terdapat salah seorang tokoh yang termasuk di garda depan dalam proses pembaharuan di awal abad 20-an di Minangkabau. Ia adalah Syekh Taher Jalaluddin yang juga sekaligus saudara sepupu Syekh Ahmad Khatib. Beliau adalah alumni dari al-Azhar, Mesir. Maka, tidak heran kadang di belakang namanya ditambah dengan al-Azhari. Walaupun, beliau tidak menetap di Minangkabau, tetapi di Singapura, namun peran sentral beliau telah menjadi kiblat ulama-ulama Minangkabau yang melakukan pembaharuan. Beliau adalah termasuk yang tertua dari keempat ulama tersebut. Karena itu beliau tidak saja dianggap rekan, tetapi juga sekaligus dianggap salah seorang guru mereka. Syekh ini lahir di Koto Tuo, Bukittingi tahun 1869. Ayahnya Syekh Muhammad, atau sering juga dipanggil dengan Taher, adalah ulama yang merupakan anak dari Syekh Jalaluddin yang bergelar Tuanku Sami’, salah seorang pelopor Paderi moderat. Lihat Azyumardi Azra, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal, Bandung: Mizan, 2002, h. 187.   

Pengaruhnya terhadap pembaharuan di Minangkabau tidak hanya dilakukan lewat proses belajar mengajar, melalui pendirian lembaga madrasah al-Iqbâl al-Islâmî  yang didirikan pada tahun 1908 M. Tetapi juga melalui penerbitan majalah al-Imâm  yang terinspirasi pada majalah al-Manâr  milik Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir yang pertama kali terbit pada tahun 1906 M di Singapura.  Ada empat cara masuknya jurnal al-Manar ke Indonesia. 1). Melalui penyelundupan ke pelabuhan-pelabuhan yang tidak  memiliki pengawasan ketat seperti pelabuhan Tuban. 2). Melalui para jamaah haji yang kembali dari Mekkah dan Madinah yang ketika itu tersebar di Timur Tengah. 3). Melalui para mahasiswa Indonesia yang kembali dari belajar di Kairo. 4). Melalui agen-agen khusus yang mempunyai relasi dalam mendistribusikan ke wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura. Lihat ibid.

Majalah  al-Imâm  tidak saja memuat artikel tentang masalah agama, tetapi juga memuat artikel tentang pengetahuan populer serta komentar tentang peristiwa-peristiwa penting dunia, terutama dunia Islam. Lewat majalah ini, pemikiran modernisasi di Timur Tengah dimuat dan disebar luaskan. Penerbitan majalah inilah yang kemudian memotivasi Abdullah Ahmad dan kawan-kawan kemudian untuk menerbitkan majalah al-Munîr di Padang. Sedangkan kehadiran sekolah al-Iqbâl al- Islâmî, kemudian telah mengilhami pula bagi Abdullah Ahmad dan kawan-kawan  untuk  mendirikan sekolah Adabiah dan sekolah-sekolah lain di Minangkabau  Sanusi Latief (ed.), Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat, Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981, h. 112. Lihat juga buku Mahmud Yunus,  Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1982, hlm. 63..

Kemampuan intelektual yang dimiliki, persentuhan-persentuhan dengan pemikiran dan semangat pembaharuan di Timur Tengah melalui majalah al-Manâr  dan al-Imâm, telah mendorong empat serangkai Djamil Djambek, Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah dan Thaib Umar, untuk mengembangkan pembaharuan ajaran Islam. Pembaharuan yang dianjurkan adalah dengan melakukan purifikasi ajaran Islam dan juga mengajarkan masyarakat muslim untuk bersikap dinamis dan optimis dalam menghadapi problematika zaman Para aktivis Kaum Mudo melihat Islam itu berlaku melampaui batas ruang dan waktu dan oleh sebab itu Islam senantiasa moderen. Prinsip mereka dalam ibadah adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi, selain itu dilarang. Adapun mengenai masalah dunia semuanya boleh kecuali yang dilarang. Lihat Deliar Noer dalam pengantar buku Burhanuddin, Gerakan Pembaharuan, hlm. Xix. 

Persoalan yang menjadi sasaran kritik oleh tokoh-tokoh yang dikenal dengan Kaum Muda  itu adalah masalah adat, syariat dan tarekat. Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan, h. 165. Tiga aspek ini dalam praktek masyarakat Minangkabau waktu itu, dalam perspektif mereka banyak yang tidak sesuai dan bertentangan dengan praktek Islam murni yang benar, merusak aqidah, dan banyak hal-hal yang membawa kepada kemunduran dan kejumudan. Oleh sebab itu, bisa dibayangkan akan menimbulkan reaksi dan tantangan yang cukup keras dari kalangan adat dan ulama tradisi yang dikenal dengan Kaum Tua. Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, alih bahasa Daniel Dakhidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, h. 73.  

Salah satu topik lain yang diangkat kepermukaan oleh Kaum Muda adalah seruan terbukanya pintu ijtihad dan dikecamnya sikap terlalu bertaqlid  kepada para ulama mazhab. Menurutnya, kemunduran umat Islam ini lantaran umat Islam dibelenggu oleh paham taqlid kepada semua ijtihad para mujtahid yang dianggap sebagi hukum Ilahi yang tidak bisa berubah. 

Dalam pandangan muslim tradisional di daerah Minangkabau waktu itu bisa disebutkan bahwa bukan hanya hasil ijtihad ulama yang dianggap sebagai “agama”, tetapi termasuk juga kebiasaan-kebiasaan adat di masyarakat. Walaupun, kadang-kadang adat kebiasaan itu "melanggar" ketentuan agama yang murni. Dari aspek ini, sangat sulit membedakan, antara mana yang berasal dari agama dan mana yang berasal dari adat.

Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), adalah salah satu ulama Kaum Muda yang menegaskan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup, karena mujtahid akan tetap ada sampai hari kiamat. Al-Qur’an dan al-Hadis masih tetap ada, karunia Allah luas tidak terbatas untuk waktu tertentu, karena itu Allah tidak akan membatasi petunjuk-Nya terhadap ulama-ulama terdahulu saja, tetapi akan diberikan kepada siapa saja yang bersunggung-sungguh mencarinya sampai hari kiamat. 

Pernyataan ini, tentu saja mendapat reaksi dari Kaum Tua, terutama reaksi dari Syekh Muhammad Khatib Ali. Tuan Syekh ini menyebut ulama Kaum Muda sebagai orang yang paling jahil, kurang malu dan tipis imannya serta kurang agamanya. Karena ulama Kaum Muda ini mengklaim diri mereka sampai pada derajat atau tingkatan mujtahid mutlak. Menurut Kaum Tua, sekarang ini semua orang adalah muqallid. Isnawati, “"Pemikiran Fiqih Abdul Hamid Hakim: Suatu Studi tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia”, disertasi doktor IAIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 2000, hlm. 52.

Adapun persoalan adat yang mereka kritisi lebih banyak berkisar pada persoalan di seputar hukum keluarga seperti adat semando, di mana suami datang dan berada di rumah istrinya hanya pada malam hari. Suami tidak tinggal menetap di sana dan tidak pula tergolong menjadi famili istrinya. Suami hanya menemui istrinya secara berkala, untuk mengantarkan nafkah lahir dan batin, atau hanya sekedar melepaskan kerinduannya untuk berkumpul. Persoalan lain adalah tentang larangan kawin mempelai yang se-suku, karena keduanya (laki-laki dan perempuan itu yang se-suku) dianggap famili. Begitu juga aturan dari Kerapatan Adat, yang  melarang perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang se-daerah. Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan,h. 167. 

Masalah lain adalah tentang sistem kewarisan adat yang berbasiskan pada sistem matrilinial. Syekh Ahmad Khatib menyebut warisan adat Minang sebagai adat jahiliyah yang tidak sesuai dengan Islam dan sekaligus merekomendasikan serta menganjurkan untuk berwaris dengan ajaran waris Islam. Jalan pikiran Ahmad Khatib ini juga diterima oleh muridnya Abdullah Ahmad, namun tidak sekeras Ahmad Khatib. Ia menyatakan bahwa hukum waris adat Minang, menyalahi hukum normatif waris Islam. Warisan harus dibagi berdasarkan hukum farâ’id, baik warisan yang bersifat harato pusako, ataupun harato pencaharian.  Harato pusako juga disebut dengan pusaka tinggi dan merupakan aset turun temurun.. Jenis harta ini tidak boleh diwariskan kepada anak, melainkan pada kemenakan ditambah harus didasarkan pada kesamaan suku. Adapun   harato pencaharian juga disebut pusaka rendah. Jenis harta ini yang kemudian setelah terjadi kompromi bisa diptuskan melalui hukum faraid. Lihat ibid.h. 166. Bagi Kaum Muda, adat Minangkabau banyak mengandung adat jahiliyah dan tidak sesuai dengan syariat. 

Pendirian Kaum Muda dengan pendapatnya ini, telah mengakibatkan pertentangan dan polemik dengan pembela adat, bahkan berakibat konflik dan segmentasi sosial. Keadaan tersebut, telah berakibat kepada pernah digiringnya Haji Abdul Karim Amrullah ke ruang persidangan, karena ia berani menentang pihak penghulu adat. Begitu juga dengan Thaib Umar di Sungayang yang berpendirian tetap menentang adat dan kerap berbeturan dengan ninik-mamak. Pertentangan itu membuat jiwanya tertekan dan berujung pada memburuknya kesehatan beliau, sampai akhirnya ia meninggal dalam usia yang masih muda, yaitu 47 tahun. Hamka, Ayahku, h. 239.

Adapun masalah syariat yang dikritik oleh Kaum Muda, sebagai mana yang dilaksanakan oleh masyarakat waktu itu, ialah seperti masalah melafazkan niat usalli,  kenduri di rumah orang yang kematian, mentalqinkan mayat diatas kubur, berdiri ketika membaca berzanji (maulid Nabi) dan kebiasaan hari awal puasa dan hari raya dengan sistem ru’yah. Menurut  Kaum Muda, praktek-praktek yang dikategorikan masyarakat sebagai ibadah itu, pada dasarnya tidak ada sandaran dalilnya dan tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi. Mereka menilai perbuatan itu termasuk kategori bid’ah. B.J.O. Schrieke, Pergolakan Agama, h. 60. Mengenai penentuan waktu-waktu ibadah seperti awal bulan puasa dan hari raya, menurut Syakh Taher Jalaluddin dan Syekh Djamil Djambek, bisa ditempuh ketentuannya melalui hisâb, tidak hanya dilakukan secara ru’yah. Demikianlah perbedaan dan perdebatan yang tentunya masih banyak lagi masalah-masalah khilâfiyah lainnya antara kedua kelompok ini yang tidak mungkin dipaparkan semuanya.  

Sedangkan masalah tarekat, akan dijelaskan pada bab selanjutnya yang nanti terkait dengan topik utama penelitian ini. 





































BAB IV

POLEMIK TENTANG PERMASALAHAN TAREKAT





Tantangan dan Respon  tentang  Legitimasi Tarekat

Perdebatan yang sangat hangat mengenai masalah tarekat dalam masyarakat Minangkabau di era awal abad 20-an, pada awalnya bermula dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah Ahmad terhadap gurunya, Syekh Ahmad Khatib Pada tahun 1906. Hamka, Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1980, h. 228.  Pertanyaan itu antara lain adalah: Apakah ada tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiah dalilnya dalam syara’. Apakah silsilah Silsilah adalah jaringan mata rantai dengan nama-nama yang panjang dan berjenjang sebagai representasi relasi syekh/mursyid dengan para  murid dalam jaringan yang sistematis sampai diklaim kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat dalam Aboebakar Atjeh, Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian tentang Mistik, Solo: Ramadhani, 1993, h. 97. tarekat itu sampai pada Nabi. Apakah praktek sulûk Sulûk pada asalnya sebenarnya sama dengan tarekat, yang bermakna jalan. Akan tetapi istilah sulûk lebih dipersempit menjadi salah satu fase latihan rohaniah dalam suatu tarekat. Biasanya murid tarekat yang menjalankannya mengambil tempat khusus dalam bentuk sebuah ruangan atau kamar dengan masa 10, 20, bahkan sampai 40 hari. Ada juga pendapat yang menyatakan, bahwa minimal suluk dikerjakan selam 3 hari. Namun, juga boleh dilakukan selama 7 hari, atau 1 bulan, sebagaimana yang Nabi lakukan. Sementara yang afdhal adalah selama 40 hari. Dalam praktek sulûk menurut doktrin tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah, sang salik dilarang makan makanan yang bernyawa seperti daging, telur, ikan, dan sebagainya. Kondisi harus selalu dawâm al-wudhû’, dilarang banyak bicara, dan dianjurkan tidak “menggauli” isteri. Semua pantangan tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan hati tertuju pada Allah SWT. Lihat A. Fuad Said, Hakikat Tarekat Naqsyabandiah, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1996, h.79. Bandingkan juga dengan buku  Aboebakar Atjeh, Pengantar Ilmu, h. 121. yang dilakukan sebanyak 10, 20, dan 40 hari itu terdapat dalilnya dalam syara’. Apakah larangan makan daging ada dalilnya. Terakhir, apakah dasar rabiṭah Rabiṭah adalah membayangkan atau menggambarkan (tasawwur) kehadiran wajah guru atau syekh tarekat, baik ketika masih hidup atau sudah wafat ketika berzikir atau berdoa dengan maksud doa dan zikir seorang dengan “perantaraan” syekh tersebut dapat dikabulkan Allah SWT. Lihat A. Fuad Said, Hakikat Tarekat, h. 71. itu ada dalam  ajaran Islam. Hamka, Tasawuf Perkembangan, h. 228. Selain empat masalah pokok di atas yang dibicarakan, menurut Martun van Bruinessen, Syekh Ahmad Khatib juga mengkritik tentang konsep  khatm-i khwajagan. Yakni serangkaian wirid, doa, ayat, dan shalawat yang menutup kegiatan zikir berjamaah.konsep ritual ini disusun oleh Syekh Abd al-Khâliq al-Ghujdawâni dan dianggap sebagai pilar ketiga dari rangkaian tarekat Naqsyabandiyah, selain zikir ism az-zât dan zikir nafiy wa isbât. Bacaan dalam  ritual ini diyakini untuk memohon kepada ruh-ruh para syekh di masa lampau agar “berkah” perantaraan mereka dapat membantu mereka yang sedang berjamaah. Kegiatan ini ternyata cukup ekslusif dan tidak boleh mengikutinya tanpa seizin dari syekh. Lebih dalam dan luas lihat Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis, Bandung: Mizan, 1996, h. 85. Bandingkan dengan A. Fuad Said, Hakikat Tarekat,h. 101.   

Munculnya beberapa  pertanyaan tersebut disebabkan memang terlebih dahulu terjadi perdebatan-perdebatan yang sifatnya masih ekslusif antara ulama di sekitar daerah Agam. Tempat terjadinya perdebatan tersebut bertempat di daerah Sianok sekitar tahun 1903. Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 240. Seperti biasa, yang menjadi peserta dalam ajang perdebatan ialah wakil dari masing-masing ulama yang tetap bertahan dalam pengamalan terhadap tarekat dan pihak yang sangat menentang terhadap tarekat tersebut. 

Dari hasil perdebatan, tampaknya mengalami suatu deadlock sehingga diupayakan mencari pendapat atau fatwa dari otoritas yang dianggap lebih tinggi. Fatwa lalu dimintakan ke Mekkah sebagai pusat jaringan intelektual Islam dalam sistem jaringan ulama di Nusantara kala itu. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan, 1994, h. 59. Pada konteks ini, fatwa dimintakan pada Syekh Ahmad Khatib, yang dianggap sebagai salah seorang Maha Guru bagi ulama-ulama Jawi dan dunia Islam yang menuntut ilmu di Mekkah Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 27.  . 

Namun, yang lebih penting adalah, permintaan fatwa oleh Abdullah Ahmad tersebut dilandasi pada otoritas legitimasi keilmuan secara vertikal. Karena faktor posisi Syekh Ahmad Khatib sebagai guru dan sebagai orang Minang, dan juga dilandasi faktor rivalitas kelompok pro tarekat yang dihadapi adalah para murid-murid beliau juga waktu mengaji  di Mekkah.  Jadi, fatwa itu bisa dikatakan semacam suatu bentuk power legitimasi untuk “menghancurkan” opini lawan (baca: Kaum Tua), karena datang dari guru mereka yang sangat dihormati. Di sini tentu saja akan terlihat ke mana sang guru akan berpihak atau beroposisi dalam diskursus pemikiran dalam legitimasi tarekat.

Untuk menjawab persoalan ini, Ahmad Khatib menulis buku yang berjudul Iẓhâr Zagl al-Kâżibîn fî Tasyabbuhihim bi as-Ṣâdiqîn. Buku ini berisi bantahan dan penolakan terhadap tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah, ajaran dan amalan tarekat tersebut seperti sulûk, rabiṭah, silsilah, pantangan makan daging dan lain sebagainya. Di samping karya di atas, Syekh Ahmad Khatib juga menulis karya lain dalam rangka menentang tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah, yang berjudul Saif al-Battâr fi Mahaqqi Kalimah Ba’dhi Ahl al-Ightirâr. Karya ini tampaknya ditujukan sebagai respon pada Syekh Abdullah al-Khalidi Batusangkar. Lihat Hamka, Tasawuf Perkembangan, h. 229. Menurut Ahmad Khatib, tarekat secara umum atau secara khusus seperti tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah tidak berasal dari Nabi maupun dari sahabat. Silsilah-silsilah yang berasal dari guru-guru tarekat sampai pada Nabi adalah palsu dan dibuat-buat. Ajaran dan amalan sulûk dalam tarekat yang tertentu harinya bukan berasal dari Nabi, sahabat, maupun tabi’in. Semua amalan-amalan itu hanyalah tambahan dan kreasi dari ulama-ulama Naqsyabandiyah belaka yang terdapat dalam kitab-kitab Naqsyabandiyah. Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah, h. 111.   

Mengenai rabiṭah juga disebut Ahmad Khatib sebagai perbuatan bid’ah. Sama juga dengan hukum larangan makan daging ketika mengerjakan sulûk  adalah bertentangan dengan syara’. Ahmad Khatib, Iẓhâr Zagl al-Kâżibîn fi Tasyabbuhihim bi as-Sâdiqîn, Mesir: Matba’ah at-Taqaddum al-‘Ilmiyyah, 1344 H, h. 260. Tarekat yang diajarkan oleh ulama tersebut menurut Syekh Ahmad Khatib bukanlah tarekat yang sesungguhnya, karena banyak terdapat hal-hal yang ditambah-tambah dan sama sekali tidak mendasar dalam ajaran Islam. Yang disebut “tarekat” dalam definisinya adalah jalan menuju kepada Tuhan, Allah SWT. Jalan itu dilakukan dengan perbuatan yang didasari  melalui keterkaitan tiga disiplin pengetahuan tauhid, fiqih, dan tasawuf. Ibid., h. 33.  

 Semua amalan tarekat Naqsyabandiyah itu menurut penelaahan Ahmad Khatib sama sekali tidak ada yang berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam fatwanya, Syekh Ahmad Khatib sebagaimana terdapat dalam karyanya di atas menyerukan agar ummat Islam kembali pada ajaran asli dari al-Qur’an dan Sunnah serta menjauhkan diri dari perbuatan dan amalan-amalan ibadah yang tidak ada dasar dalam agama yang bisa akhirnya berakibat cenderung pada kesesatan. Pendapat dan fatwa dari Ahmad Khatib ini bisa disebut termasuk yang pertama dalam deretan fatwa-fatwa yang menentang praktek-praktek tarekat khususnya tarekat Naqsyabandiyah. Ibid, 260..

 Penolakan terhadap tarekat ternyata juga diikuti oleh murid dan sekaligus saudara dari Ahmad Khatib. Yakni Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari  yang juga senada dengan gurunya dalam berfatwa menolak praktek tarekat Naqsyabandiyah. Ia juga menyatakan dengan perspektif yang sama, bahwa bentuk-bentuk amaliah dan kaifiat serta ritual-ritual yang dibarengi dengan bentuk zikir dan wirid tertentu adalah tidak berdasar dalam garis al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman kaum muslimin. Deliar Noer, Gerakan Moderen, h. 40.  

Pernyataan Ahmad Khatib ini telah mengundang komentar dari kalangan Kaum Tua yang nota bene adalah juga murid-muridnya ketika di Mekkah. Dalam kasus ini, Syekh Sa’ad Mungka menulis buku sebagai bantahan atas buku Ahmad Khatib dan berupaya mempertahankan ajaran tarekat Naqsyabandiah, yang diberi judul Irghâm Unûf al-Muta’ânitîn fi Inkârihim Râbiṭah al-Wâṣilîn.. B.J.O. Schrieke, Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Suatu Sumbangan Bibliografi, alih bahasa Soegarda Poerbawakatja,  Jakarta: Bhratara, 1960, h. 32-33. Setalah direspon oleh Syekh Sa’ad Mungka, Syekh Ahmad Khatib pun kembali membantahnya dengan menulis kitab al-Ayât al-Bayyinât li al-Muttasifîn fi Izâlat Khurafât Ba’dh al-Muta’âshibîn.

Fakta di atas mengindikasikan adanya suatu perdebatan atau polemik dalam konteks melalui hubungan yang bersifat korespondensi, dan masih dalam tahap konsultasi antara Minangkabau dan Mekkah. Namun, pada tataran selanjutnya, polemik beralih menjadi perdebatan langsung antara pihak yang  pro maupun yang kontra dalam internal ulama di Minangkabau secara horisontal.  

Perdebatan masalah tarekat mulai ramai dibicarakan di Minangkabau antara Kaum Tua dan Kaum Muda sekitar tahun 1906, walaupun sebelum tahun itu sudah ada pembicaraan dan perdebatan. Namun perdebatan yang terjadi tidak seheboh pada tahun 1906 dan sesudahnya. Perdebatan mulai ramai ketika terkait dengan kepulangan Haji Abdul Karim Amrullah atau yang akrab dipanggil Rasul bersama teman-temannya dari Mekkah setelah menuntut ilmu di sana. Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup DR. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera , Jakarta: Djajamurni, 1967, h. 75. 

Serangan penentangan terhadap tarekat dari ulama-ulama muda ini terutama ditujukan pada ajaran tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah yang telah mentradisi diamalkan oleh masyarakat dan ulama Minangkabau. Sebenarnya pada awalnya Haji Rasul secara pribadi enggan untuk berkomentar tentang pendiriannya dalam hal masalah tarekat Naqsyabandiyah tersebut, karena posisi ayahnya, yakni Syekh Amrullah yang sering disebut sebagai Tuan Kisa’i adalah juga seorang ulama tarekat Naqsyabandiyah. Ibid. Namun, karena bentuk sebuah keyakinan begitu kuat menghunjam di dada dalam menentang tarekat, maka jalur untuk berseberangan dengan paham orang tua sekali pun juga tetap harus ditempuh dan dilalui, walaupun dengan berat hati.    

Pendirian ulama Kaum Muda di Minangkabau secara eksplisit dalam menanggapi tarekat Naqsyabandiyah terungkap ketika terjadi suatu jamuan sekaligus diadakannya undangan perdebatan di rumah Haji Djamil di Kampung Pondok Padang. Hadir pada saat itu masing-masing ulama dari Kaum Tua dan Kaum Muda. Di antara Kaum Tua adalah Syekh Khatib Ali, Syekh Bayang, Syekh Khatib Sayidina, Syekh Seberang Padang, dan salah seorang Imam dari Padang Ganting. Adapun dari Kaum Muda waktu itu hadir, Haji Rasul, Haji Abdullah Ahmad, Syekh Daud Rasyidi, dan Syekh Abbas Balingka, Bukittinggi. Ibid.

Pihak tuan rumah kemudian memulai pembicaraan dan meminta fatwa atau tanggapan tentang keabsahan tarekat Naqsyabandiyah yang selama ini telah dipraktekkan. Agaknya pihak tuan rumah dan Kaum Tua, menginginkan posisi dan pendapat dari ulama-ulama muda yang merupakan murid Syekh Ahmad Khatib yang baru pulang dari Mekkah. Sekaligus juga apakah para murid Syekh Ahmad Khatib ini juga mendukung atau menolak pendapat gurunya di atas terhadap tarekat Naqsyabandiyah.  Tentu saja pihak Kaum Tua menginginkan pendapat yang pro terhadap praktek tarekat sebagaimana yang mereka pegangi.Murni Djamal, DR. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20, Jakarta: INIS, 2002, h. 37.

Ternyata anggapan Kaum Tua tidak persis dengan anggapan mereka. Sebab ternyata para murid Syekh Ahmad Khatib ini justru mendukung dan menguatkan pendapat gurunya di atas. Bahkan juga menguatkan pendapat guru mereka yang lain sewaktu di Mekkah, yakni Syekh Abdul Qadir al-Mandaili (berasal dari daerah Tapanuli Selatan), yang juga berpendapat serupa dengan  Syekh Ahmad Khatib dalam menolak tarekat Naqsyabandiyah ketika sang Syekh menyatakan penolakannya ketika pada suatu waktu sempat berkunjung ke Padang, pada tahun 1906. Hamka, Ayahku, h. 76. 

Haji Rasul tampil sebagai juru bicara dari pihak Kaum Muda yang menyampaikan pendapat dalam menolak tarekat Naqsyabandiyah tersebut.  Penolakan itu terutama dalam paham tentang me-rabiṭahkan guru/mursyid dalam menjalankan sulûk tarekat. Haji Rasul beranggapan, bahwa segala macam kaifiat atau tata-cara yang dilakukan dalam tarekat adalah tidak berdasar dalam tuntunan al-Qur’an dan Sunnah. Ibid. Pihak pro tarekat tentu saja tetap ngotot dengan pendiriannya dalam mempertahankan praktek tarekat.

Pada kasus lain, Haji Rasul juga menolak amalan-amalan ganjil yang dipraktekkan dalam menyertai ritual tarekat atau sulûk. Abdul Karim Amrullah, Iẓhâr Asâtir al-Mudillin fi Tasyabbuhihim bi al-Muhtadîn, Sungai Batang: t.tp., 1326/1908, h. 40.  Sebagai contoh dapat disebut seperti sembahyang taubat, berkhalwat dengan membaca zikir dalam hitungan tertentu, bahkan sampai ratusan dan ribuan kali dalam beberapa hari, zikir dengan mengingat latâ’if, Menurut doktrin tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah yang ditambahkan oleh Imâm Rabbâni atau nama aslinya adalah Syekh Fâruqi Sirhindi, terdapat tiga amalan tambahan; Pertama,  zikir latâ’if. Adapun zikir ini terbagi ada tujuh macam; latîfah qalbi, latîfah ruh, latîfah sirr, latîfah al-khaff, latîfah al-akhaff, latîfah an-nafs, dan latîfah al-jasad. Kedua, murâqabah. Praktek  ritual ini adalah termasuk yang paling tinggi diajarkan bagi murid yang menguasai zikir latâ’if diatas. Murâqabah ini adalah bagian dari teknik meditasi dalam upaya pengendalian diri untuk berharap-harap menunggu datangnya limpahan (faidl) rahmat. Ada lima jenis murâqabah: Murâqabah  af’âl, murâqabah. al-ma’iyah, murâqabah. al-aqrabiyah, murâqabah. ahadiyah az-zât, murâqabah. az-zât as-shirf. Ketiga, adalah rabiṭah, yaitu membayangkan rupa guru atau mursyid ketika zikir dengan maksud sebagai perantara dalam meminta pertolongan Allah, SWT. Lihat dalam Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995, h. 189. Bandingkan dengan Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah, h. 80. me-rabiṭahkan syekh atau mursyid sewaktu akan memulai berzikir, Zikir biasanya dilakukan dengan mengulang-ulang kalimat Allah atau kalimat tahlil la Ilaha illallah dalam hitungan yang cukup banyak dan dilakukan secara sirr atau khafi sebagai lawan dari zikir jahr yang banyak diprektekkan tarekat di luar Naqsyabandiyah. Tujuan latihan zikir ini sebagai upaya untuk mencapai kesadaran Ilahiah secara langsung dan permanen. Bentuk zikir ini, biasanya dibagi dua macam, yaitu zikir ism az-zât dan zikir tauhîd atau juga dikenal dengan zikir nafiy wa  isbât . Lihat ibid.  dan lain sebagainya. Kesemua perbuatan itu adalah dinilainya sebagai  bid’ah dan tercela melakukannya. Termasuk juga praktek meminta waṣilah kepada kuburan keramat dari para guru tarekat atau syekh yang dianggap sebagai wali, yang dalam pendapat Haji Rasul  adalah perbuatan yang sudah berkategori kepada perbuatan syirik. Lihat dalam buku Haji Rasul yang berjudul Al-Burhân, sebagaimana  yang dikutip oleh Fachri Syamsuddin, “Pembaharuan di Minangkabau Pada Awal Abad XX: Studi atas Pemikiran Haji Abdul karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Syekh Djamil Djambek”, disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 137.  

Peristiwa di atas kontan menjadi suatu hal yang sangat  menggemparkan dalam tataran aspek sosial keagamaan masyarakat Minangkabau. Semenjak peristiwa itulah menurut Hamka, dikotomi antara Kaum Tua dan kaum Muda dikenal secara definitif. Deliar Noer, Gerakan Moderen,h. 235. Istilah Kaum Tua, dalam konteks perdebatan waktu itu memang bisa dilihat dan diukur dari aspek usia. Kebetulan pada waktu itu menurut Hamka, ulama-ulama yang berpendapat mempertahankan tarekat rata-rata berumur 40-50 tahun ke atas. Artinya usia rata-rata tersebut lebih tua ketimbang ulama yang menolak paham tarekat yang ketika itu masih berusia rata-rata 30-40 tahun. Hamka, Ayahku, h. 76.

Namun, ada juga dikotomi yang melihat aspek Kaum Tua dan Kaum Muda dari sisi progresifitas pemikiran dan tindakan. Bagi mereka yang berpikir lebih moderen dan kreatif sering diistilahkan dengan Kaum Muda, karena asosiasi tersebut terkait dengan jiwa ke-mudaan. Sedangkan Kaum Tua sering diasosiasikan sebagai ulama yang selalu mempertahankan tradisi secara konservatif dan ortodok serta agak selektif dengan jiwa perubahan. Maka dari itu, istilah dikotomik ini lebih diartikan dalam watak gerakan dan tindakan. Ibid. Bandingkan juga dengan Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, alih bahasa Daniel Dakhidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, h. 73.

Koreksi yang cukup mendalam oleh Kaum Muda terhadap tarekat menurut Martin van Bruinessen Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah, h. 113. dilakukan oleh Syekh Djamil Djambek. Syekh ini menurut Martin, termasuk orang yang sangat paham dan pernah menjadi pengikut Naqsyabandiyah, bahkan mendapat ijazah dan bai’at dalam tarekat ini pada tahun 1315 H, ketika mengikuti ritual tarekat Naqsyabandiyah di Jabal Qubais. Jabal Qubais adalah nama tempat yang merupakan daerah perbukitan di mana di situ terdapat suatu zawiyah atau pondok tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Abdullah Arzinjani. Lihat ibid. Menurut Syekh Djamil Djambek, tarekat Naqsyabandiyah didirikan oleh orang yang berasal dari India dan Persia. Kedua daerah ini dalam sistem kepercayaan kulturalnya penuh dengan nuansa khayal dan khurafât. Unsur-unsur di atas sangat banyak merasuk dalam sistem dan ritual tarekat, karena dekatnya tarekat dengan kondisi tradisi lokal yang saling mempengaruhi..

Dalam perjalanan tarekat ini yang telah berabad-abad di India dan Persia serta berganti-ganti para khalifah, maka  bentuk dan isi dari ajaran tarekat ini telah banyak mengalami perubahan, dan semakin lama semakin jauh dari tuntunan al-Qur’an dan Sunnah. Dari paparan singkat ini, tampaknya Syekh Djamil Djambek pada dasarnya juga menolak praktek-praktek tarekat yang “ganjil” tersebut. Walaupun, dalam penilaiannya ia agak sedikit hati-hati dan cukup moderat dalam mengkritik tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah tersebut di banding Haji Rasul yang terkenal “keras” itu. Ibid.   

Akan tetapi yang harus menjadi catatan adalah, walaupun Haji Rasul dan kawan-kawan banyak menyerang praktek tarekat Naqsyabandiyah yang mereka nilai dan dikategorikan sebagai bid’ah, namun ia tidak melarang melakukan amalan tasawuf (tanpa harus masuk tarekat) yang sesuai dengan kategori al-Qur’an dan Sunnah. Bahkan ia sangat menganjurkan untuk mempelajari dan mengamalkannya. Lihat dan bandingkan dengan Zulmuqim, “Pembaharuan Islam di Indonesia Awal Abad XX: Studi terhadap Pemikiran Haji Abdul Karim Amrullah”, disertasi  doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, h. 272.  Tasawuf yang syar’i menurutnya justru akan membersihkan keyakinan manusia dari penyakit-penyakit hati dan rohani dalam kalbu. Dalam pengertian yang lain, tasawuf yang syar’i akan mengantarkan manusia kepada kebersihan iman dan kebersihan hati.

Ilmu tasawuf yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah ini, dikatakan juga olehnya, sebagai ilmu batin yang terbagi kepada dua tingkatan;

Pertama, tingkat yang tertinggi adalah orang-orang yang taat dan suci hatinya dari  dosa kecil dan besar dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji  (al-akhlâq al-maḥmûdah). Mereka inilah yang dikarunia Allah dengan mukâsyafah  dengan diturunkan nur-Nya ke dalam jantung dan hati hamba-hambanya. Pada tingkatan inilah kemudian dinamai dengan istilah ilmu hakekat. Abdul Karim Amrullah, Izhar Asatir, h. 62.

Kedua, adalah tingkat orang yang suci hatinya dari sifat-sifat tercela (al-akhlâq al-mażmûmah). Seperti ria, dengki, takabbur, pemarah, keras hati, dan lain-lain. Kemudian sifat kesucian itu dihiasi dengan sifat terpuji seperti sabar, ikhlas, qana’ah, tawadu’, kasih sayang, dan lain sebagainya. Ia kemudian menambahkan, bahwa kesucian hati bisa berimplikasi pada berkembangnya potensi dan kemampuan seseorang dalam menangkap pelajaran atau nasihat yang disampaikan. Ibid.

 Keberatan-keberatan dan serangan dari Kaum Tua sebelumnya juga kemudian dikomentari dan direspon oleh pihak Kaum Tua, sebagai kelompok yang berusaha mempertahankan eksistensi tarekat Naqsyabandiyah. Mereka antara lain, Syekh Dalil, Syekh Bayang, Syekh Sa’ad Mungka, Syekh Khatib Saidina Padang, Syekh Abdul Wahab, Syekh Kumpulan, Syekh Bustami Tanah Datar, Syekh Yunus Padang Panjang, Syekh Khatib Ali Padang, Syekh Abdullah Khalidi Batusangkar, Syekh Amrullah Maninjau, Syekh Abdul Manan Kamang, Syekh Djamil Jaho, Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang, Syekh Sulaiman Arrasuli Candung, dan lainnya. Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan, h. 180.  

Para syekh tersebut di atas tidak hanya dikenal sebagai guru-guru  tarekat, akan tetapi mereka juga berusaha memperjuangkan dan mengembangkan tarekat dengan penuh kesungguhan dan keyakinan. Sebab mereka pada prinsipnya berkeyakinan bahwa pilihan terhadap tarekat adalah bagian dari implementasi ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa terdapat isyarat dari Nabi Muhammad SAW., yang memerintahkan untuk masuk dan menjalankan tarekat. Karena tarekat merupakan sebesar-besar ilmu, dasar amalan ibadah, dan merupakan pilar penting bagi orang yang bermaksud menuju dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibid. 

Hal ini dilandasi atas keyakinan mereka terhadap beberapa buah hadis yang mendukung terhadap legitimasi tarekat yang antara lain seperti hadis yang menyatakan, bahwa “Nabi menyatakan syari’at yang dibawa oleh beliau terdiri dari tiga ratus enam puluh tarekat”. Masuk terhadap suatu tarekat berarti memasuki bagian dari syari’at yang dibawa oleh Nabi. Terdapat juga hadis yang menyatakan, bahwa, “Rasulullah adalah sebagai gudang ilmu, dan Ali adalah sebagai pintunya. Siapa yang ingin memiliki pengetahuan maka masukilah pintu itu.  Dan siapa yang memasuki tarekat berarti ia telah memasuki pintu itu”. Adapun hadis yang ketiga yang mereka pegangi adalah, bahwa “ilmu terbagi dua, yaitu ilmu rohani dan ilmu lisan”. Menurut mereka tarekat adalah  termasuk dalam kelompok ilmu rohani. Tanpa tarekat amalan tidak dianggap sempurna. Ibid.  

Sementara dalil naqli al-Qur’an yang mereka pegangi sebagai legitimasi tarekat adalah berpatokan pada makna kata “at-tariqah”, dalam ayat ke-16 dari surah al-Jin.  “Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (tarekat), benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak)”.

Dalam perspektif lain Kaum Tua, bahwa nilai dari legitimasi tarekat Naqsyabandiyah tidak hanya cukup dilihat dari aspek legal formal dan aspek deontologis yang didasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah saja. Namun, juga harus dilihat aspek teleologis dari segi amalan-amalan tarekat yang dijalankan tersebut dalam upaya meneguhkan sikap taqarrûb kepada Allah SWT. Tampaknya dalam deskripsi perbandingan ini, terlihat perbedaan pendekatan dan perspektif antara Kaum Tua dan Kaum Muda dalam menyikapi amalan tarekat. Zaim Rais, “Respon Kaum Tuo Minangkabau terhadap Gerakan Pembaharuan Islam”, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (ed.), Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan  Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, h. 47. 

Salah seorang dari Kaum Tua, yakni Syekh Mungka, telah turut ambil bagian dalam perdebatan ini. Syekh Mungka mengatakan, bahwa esensi paling penting dalam seluruh amalan tarekat Naqsyabandiyah ialah makrifatullah melalui amalan-amalan dan zikir yang memungkinkan seseorang mencapai taqwa, ihsan, dan ikhlas. Zikir adalah bagian yang ditekankan oleh al-Qur’an dan Sunnah, dan merupakan salah satu media yang memungkinkan dirasakannya suatu “aura” kehadiran Ilahiah secara kontinyu dalam hati (qalb) seseorang. Muhammad Sa’ad Mungka, Tanbih al-‘Awâm ‘ala Taghrirât Ba’d al-Anâm, Padang: t.t.p., 1910, h. 3.  Maka dari aspek ini, tarekat Naqsyabandiyah memiliki suatu dasar dan legitimasi juga pada al-Qur’an dan Sunnah.    

 Tarekat menurut Syekh Mungka adalah “jalan” menuju Allah. Supaya seseorang bisa sampai kepada Allah, tidak sempurna dengan hanya mengandalkan trilogi ilmu klasik, yaitu tauhid, fiqih, dan tasawuf an sich sebagaimana anggapan Syekh Ahmad Khatib dan Kaum Muda. Zaim Rais, Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalists Responses to The Modernist Movement, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, h. 71. Bandingkan dengan Ahmad Khatib, Izhar Zagl, h. 33.  Maka dari itu, perlu ditambah dengan suatu bentuk amalan-amalan batiniah yang dipelajari dari syekh-syekh tarekat dengan cara masuk atau mengamalkan amaliah-amaliah tarekat tersebut yang sudah menjadi bagian ijtihad syekh-syekh tarekat dalam silsilah-nya. Muhammad Sa’ad, Tanbih al-‘Awâm., h. 22.

 Masalah rabiṭah yang dituduh sebagi syirik oleh Kaum Muda juga mendapat tanggapan dari Syekh ini. Ia berpendapat bahwa rabiṭah ini tidak mungkin semudah itu jatuh pada kesyirikan. Walaupun, dalam prakteknya sang murid duduk bersimpuh, tunduk, dan hormat, seraya membayangkan rupa guru/mursyid agar mendapat berkah dari Allah. Pada hakekatnya, rabiṭah itu hanya sebagai waṣilah Dalil yang mereka ketengahkan tentang legitimasi wasilah/rabitah  ini adalah firman  llah dalam surat al-Mâidah ayat 35:”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan (wasilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan”. Lihat dalam  A. Fuad Said, Hakikat Tarekat, h. 71. di mana ketika bersimpuh di depan guru, adalah sebagai bagian dari adab dan sopan santun yang bisa dianalogikan bersimpuh dan menghinakan diri di depan Allah. Dengan adanya rabiṭah sebenarnya hanya sekedar untuk memantapkan hati seseorang yang beribadah. Sementara tujuannya tetap Allah itu sendiri. Adapun larangan atau pantangan makan daging Doktrin larangan makan daging ini ditambahkan dalam ajaran Naqsyabandiyah-Khalidiyah oleh Syekh Khalid al-Kurdi. Di samping larangan makan daging, juga ditambah larangan “menggauli” ketika dalam proses suluk dan harus istiqamah terhadap satu orang guru serta dilarang untuk berpindah-pindah syekh. Lihat ibid.   selama melakukan sulûk ditujukan agar  peserta laku spritual menjadi lebih khusyû’ dan bersikap tawaḍû’ serta membiasakan diri dalam kebersahajaan hidup. Muhammad Sa’ad, Tanbih al-‘Awâm., h. 33. 

Barangkali jika diinterpretasikan lebih jauh, pantangan makan daging lebih diartikan sebagai menjauhi hidup yang mewah, karena makan daging termasuk pada konsumsi yang cukup mahal. Sementara dalam tarekat, hidup bermewah-mewah adalah sangat dihindari. Atau barangkali bisa juga dikatakan, bahwa mengkonsumsi daging dalam pendekatan medis bisa menimbulkan tingkat produksi kolesterol yang tinggi akibat protein yang dikandung daging tersebut. Dalam sistem olah makanan di pencernaan, jika kolesterol itu tinggi, maka bisa membuat tekanan darah menjadi tinggi dan naik. Jika tekanan darah tinggi, maka  bisa berakibat pada pengaruh psikologis seperti suka marah dan stres. Dalam latihan spritual tarekat, sifat marah selalu dihimbau untuk dihilangkan atau dikurangi. 

Syekh Khatib Ali dari Padang, yang merupakan salah satu murid Ahmad Khatib di Mekkah, juga berpendapat membantah pendapat gurunya  Syekh Khatib Ali tetap pada pendirian mempertahankan tarekat dan berusaha meyakinkan dan melindungi tarekat dari ancaman pendapat yang kontra terhadap tarekat Naqsyabandiyah ini. Menurutnya, tarekat Naqsyabandiyah merupakan tarekat yang berasal dari ajaran syari’at. Khatib Ali, Burhân al-Haqq, Padang: t.t.p., 1918, h. 57. 

Sebelum melanjutkan pembahasan tampaknya menarik dalam kasus pertentangan ini diperhatikan. Bahwa kaum tradisionalis seperti Kaum Tua, pada dasarnya juga terkadang masih bersikap “kritis” dan tidak selalu tunduk dan taklid kepada guru. Tentu saja fakta ini bisa menolak klaim generatif pihak-pihak yang terlanjur “menuduh” pihak tradisonalis adalah kolot dan penuh dengan taklid. Walaupun, ketokohan seorang Syekh Ahmad Khatib tidak diragukan lagi dalam blantika jaringan ilmu di Nusantara bahkan dunia, karena posisinya sebagai guru sekaligus mufti mazhab Syafi’i di Masjid al-Haram, Mekkah.  Namun, sikap yang berbeda pendapat dalam salah satu masalah furu’iyah agama antara guru dan murid seperti dalam kasus tarekat, tetap diambil dan terjadi. 

 Amalan tarekat seperti zikir qalbi (zikir dalam hati) secara sirr, rabiṭah, dan murâqabah, adalah bentuk upaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Setiap bentuk mendekatkan diri pada Allah sangat dianjurkan pada dasarnya dalam syari’at. Maka bisa dinyatakan, bahwa tarekat juga bisa dibenarkan di dalam syari’at, karena mengandung aspek-aspek yang menjadi anjuran dari syari’at itu sendiri. Ibid. 

Dalam kesempatan ini, bahkan Syekh Khatib Ali menuding balik dan memberi gelar baru terhadap Kaum Muda yang disebutnya dengan sebutan “Malim Baru”, “Fakih Baru”, Firqah Jadidah”, dan bahkan dengan sebutan “Kaum Wahabi”. Mereka ini, menurut Khatib Ali pada dasarnya tidak mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan tarekat. Jadi, sepantasnya lah dalam keinginan Syekh Khatib Ali, mereka para ulama Kaum Muda tidak usah mencela dan menyudutkan ajaran tarekat. Ibid. Bandingkan juga dengan Zulmuqim, “Pembaharuan Islam”, h. 312. 

Pada kasus ini, tampaknya Kaum Tua yang mempertahankan tarekat, lebih memaknai bahwa ajaran tarekat dengan segala ritual bacaan wirid dan zikir yang berusaha mencapai pengalaman tertinggi kasyfi adalah pengalaman kejiwaan yang merupakan dalil yang sangat meyakinkan dalam taqarrûb kepada Allah SWT. Karena pengalaman kasyfi itulah inti dari tujuan sufisme. Sementara tujuan tersebut tidak akan bisa diperoleh hanya dengan aturan-aturan syari’at.  Esensi dari tujuan sufisme hanya bisa diperoleh melalui ajaran tarekat dengan sulûk dan perantaraan bacaan dan kaifiat wirid dan zikir. Simuh, Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 272.   Oleh sebab itu gerakan pembaharuan terhadap aspek  tarekat adalah merupakan suatu hal yang menentang dan menghalangi terhadap tujuan sufisme tersebut.

Dalam masalah tarekat ini, polemik-polemik terus berlangsung antara kedua belah pihak, sampai pernah diadakan beberapa pertemuan diskusi untuk mencari titik temu, namun akhirnya mereka tetap dalam pendiriannya masing-masing. Pihak Kaum Tua tetap kukuh mempertahankan ajaran dan praktek tarekat. Sementara  kebalikannya, pihak Kaum Muda tetap semangat dan kukuh juga melakukan penolakan dan penentangan terhadap ajaran dan praktek tarekat, khususnya tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah. Pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda ini menurut Hamka, mencapai puncaknya pada tahun 1912-1918, dan mulai mereda pada pertengahan tahun 1930-an.  Hamka, Ayahku, h. 242.



Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi

Polemik yang terjadi, kalau diperhatikan secara historis dalam tradisi pemikiran Islam di Minangkabau dipicu ketika ada suatu paham “baru” yang bersifat “menggugat” paham “lama”. Kemunculan paham yang baru dalam merespon paham lama akan berakibat pada suatu bentuk tantangan tersendiri bagi pihak yang merasa digugat. Maka bisa dimaklumi bahwa pembaharuan Kaum Muda yang menentang tarekat dalam alam pikiran Islam Minangkabau, adalah bentuk tantangan sekaligus “gangguan” dalam perspektif Kaum Tua. Begitu juga sebaliknya, ketika Kaum Tua mempertahankan tarekat pada dasarnya juga sebagai tantangan bagi Kaum Muda yang berpaham reformis. 

Kenyataan ini berbanding lurus juga sebelumnya atas apa yang telah terjadi pada fakta historis, bahwa antar kelompok tarekat pun bisa terjadi saling respon dan tantang. Barangkali bisa disebabkan oleh faktor internal yang bersumber dari ajaran tarekat itu sendiri,  maupun faktor eksternal di mana terjadi proses perubahan sosial politik yang menyeret tarekat yang direspon berbeda oleh para pemegang otoritas tarekat. Sukamto, “Potret Konflik Lokal Elite Tarekat”, dalam Thoha Hamim, dkk (eds.), Resolusi Konflik Islam Indonesia, Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Sosial dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007, h. 261. 

Golongan tarekat Naqsyabandiyah pada awal kemunculannya mengkritik paham dari tarekat Syattariyah. Padahal tarekat Syattariyah adalah tarekat yang bisa dikatakan sudah cukup mapan eksistensinya terlebih dahulu dari Naqsyabandiyah di Minangkabau. Lambat laun dalam perjalanannya tarekat Naqsyabandiyah berhasil “menggeser” posisi kemapanan tersebut. Akhirnya tarekat Naqsyabandiyah lah yang menjadi tarekat yang dominan dipeluk dan dianut oleh masyarakat Islam Minangkabau. Jadi, dalam posisi ini bisa  kiranya diambil hukum sejarah, bahwa kehidupan adalah merupakan jaringan atau dialektika antara bentuk respon di satu sisi dan tantangan di sisi lainnya yang selalu terjadi dan berputar dalam siklus waktu dan tempat.

Pada pembicaraan ini, tentu saja difokuskan pada suatu dialektika respon dan tantangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda tentang legitimasi tarekat.  Faktor yang menyebabkan Kaum Muda dalam mengkritik Kaum Tua dalam persoalan tarekat, adalah dilandasi oleh semangat purifikasi dan reformasi Kaum Muda dalam memahami ajaran agama. Kaum Muda pada dimensi historis gerakan, adalah kontiunitas dari semangat gerakan Paderi yang sangat puritan dalam menjalankan ajaran agama. Walaupun, gerakan Kaum Muda berbeda dalam strategi pembaharuan yang cenderung lebih modernis di banding gerakan Paderi yang hanya bisa disebut sebagai reformis. Istilah antara reformisme Islam dan modernisme Islam dalam konteks ini dibedakan. Walaupun banyak kalangan yang mencampuradukkan istilah ini. Reformisme Islam biasanya diartikan sebagai proyek historis ulama abad 17 dalam usaha untuk menata kembali umat muslim dan memperbaiki prilaku individu. Proyek historis ini didasarkan pada ide purifikasi kepercayaan dan praktek Islam murni dan otentik yang bersal dari al-Qur’an dan Hadis serta berkecenderungan menolak terhadap “budaya” asing selain Islam. Sedangkan istilahkan modernisme Islam diartikan sebagai proyek dari generasi Islam baru yang terpengaruh dengan peradaban Barat untuk menyesuaikan diri dengan peradaban moderen, namun tetap mempertahankan kesetian pada budaya Islam. Lihat dalam Yudi Latif, “Munculnya Intelegensia Muslim”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed.), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, Bandung: Mizan dan Yayasan  Festival  Istiqlal , 2006, h. 569.   

Semangat pembaharuan mencirikan pada pengembalian setiap perbuatan dan amalan masyarakat, apalagi menyangkut problem keagamaan, harus merujuk pada sumber utama. Yakni kepada al-Qur’an dan Hadis, bukan pada sumber kedua, seperti pendapat ulama atau mazhab. Merujuk langsung pada referensi primer agama tersebut berkorelasi dengan anjuran untuk berijtihad, dan mengutuk sikap hanya bertaklid pada ulama atau mazhab.

Dalam konteks praktek tarekat jelas menunjukkan watak yang kontras dengan aspek kebebasan berijtihad itu. Sebab, ajaran tarekat lebih banyak meniscayakan suatu kepatuhan dan ketundukan penuh sang murid kepada mursyid. Maka tidak mengherankan aspek pengamalan tarekat menjadi “sasaran tembak” kaum pembaharu dalam upaya “melebarkan” jalan konsep kebebasan berijtihad tersebut. 

Dalam kasus tarekat, klaim pembaharu menunjukkan bahwa segala bentuk tarekat beserta amalan-amalan yang telah dipraktekkan, dalam penelaahan mereka telah menunjukkan bahwa semuanya tidak ada dasarnya dalam agama, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena tidak sama sekali berdasar, maka praktek ini adalah bid’ah dan mesti harus ditentang. Dengan kata lain menurut golongan Kaum Muda, segala aspek amalan dalam Islam mestilah harus merujuk pada sumber utama yang menjadi pedoman beragama, tidak terkecuali pada masalah tarekat. Maka, usaha dan komitmen dalam rangka purifikasi dalam segala aspek ajaran mesti dilakukan. 

Gaya berpikir ulama Kaum Muda dalam menolak tarekat, tampaknya persis dengan pemikiran pembaharuan dari Ibn Taymiah. Hamka pun menduga, ketika Syekh Ahmad Khatib menentang tarekat yang tertuang sebagaimana dapat dibaca dalam fatwanya, bahwa Ahmad Khatib telah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pendapat dari Ibn Taymiah ini. Walaupun ia tidak eksplisit mengutarakan keterpengaruhannya itu. Hamka, Tasawuf Perkembangan, h. 230. Sebagaimana diketahui dari pemikiran Ibn Taymiah, bahwa ia sangat menolak dan menentang dari jenis praktek-praktek yang  bersifat takhayul, khurafât, dan bid’ah dalam setiap ajaran Islam, tidak terkecuali persoalan tasawuf dan tarekat. Ibn Taymiah, Majmu’ Fatâwâ, jilid 1, Riyâd: Matâbi’ ar-Riyâd, 1398 H, h. 17. 

Ibn Taymiah sangat menekankan praktek ibadah tasawuf didasarkan pada koridor syari’ah yang ketat dan jelas sumbernya dalam tuntunan al-Qur’an dan Sunnah. Oleh sebab itu, tasawuf yang dicetuskan oleh Ibn Taymiah, sering disebut dengan  Tasawuf Salafi. Istilah ini penyusun pinjam dari Syaifan Nur dalam penelitian magisternya berjudul “Pandangan Ibn Taymiah terhadap Tasawuf”, tesis pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1993.  Ketokohan Ibn Taymiah dalam mentautkan dimensi tasawuf dan syari’ah, membuat seorang Fazlur Rahman dengan tanpa ragu menyebut bahwa Ibn Taymiah adalah pioner dalam merumuskan konsep neo-sufisme. Jenis tasawuf dan jalan spritual ini sering juga disitilahkan dengan tasawuf moderen atau tasawuf yang sudah direformasi dari segi-segi ekstatik dan filosofisnya. Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994, h. 158. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, “Tasawuf dan Tarekat”, dalam Johan Hendrik Meuleman dan Ihsan Ali Fauzi (ed.), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, jilid Vl, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,  2002, h. 337.     

Kenyataan ini tentu saja berbeda dengan persepsi dari Kaum Tua dengan sikap yang tetap kukuh mempertahankan tarekat. Kaum Tua pada prinsipnya juga berangkat dari landasan semangat syari’ah dalam menjalankan praktek-praktek tarekat. Fuad Said, Hakikat Tarekat, h. 48.   Bukan sama sekali lepas dari ikatan dari garis-garis yang ditetapkan oleh syari’at. Walaupun, secara murni harus diakui bahwa dalam praktek historisitas kenabian dan masa sahabat, praktek-praktek tarekat belum diajarkan. Akan tetapi embrio dari sikap-sikap dalam praktek tarekat, seperti memperbanyak zikir, ber-khalwat, dan memperbanyak sholat dan wirid sudah diterapkan oleh para sahabat Nabi. Oleh sebab itu jika dituntut referensi yang jelas dan persis dalam praktek masa Nabi, kemungkinan besar tidak akan ditemukan. Sebagaimana diketahui bahwa tarekat adalah salah satu bentuk praktek ibadah yang diajarkan secara khusus  dan ekslusif kepada individu tertentu. Dalam kasus ini dapat dicontohkan misalnya Nabi dalam satu riwayat pernah mengajarkan wirid atau zikir kepada sahabat Ali. Begitupun Nabi mengajarkan pada sahabat lainnya seperti disuruh mengulang-ulang kalimat tahmid dan tahlil. Atau  Nabi menganjurkan membaca ayat atau surat tertentu dalam al-Qur’an. Ajaran-ajaran Nabi tersebut diduga disampaikan sesuai dengan kebutuhan penerimanya, lebih khusus lagi dalam menyangkut problem psikologis. Lihat dalam Ahmad Najib Burhani, Tarekat Tanpa Tarekat: Jalan Baru Menjadi Sufi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002, h. 101.  

Pada kenyataan lain juga mestinya harus dipahami, bahwa tarekat-tarekat berkembang setelah beberapa abad Nabi wafat. Tarekat-tarekat dikembangkan oleh para sufi yang membentuk suatu sistem ajarannya sendiri-sendiri dalam komunitas mereka masing-masing yang kemudian bermetamorfosis pada pendirian sebuah lembaga tarekat sebagai simbol komunitas. Tarekat dengan segala ajaran-ajaran dan kaifiat pelaksanaannya pada hakikatnya adalah sebagai bentuk hasil ijtihad dan hasil pergumulan antara doktrin tasawuf dengan tradisi setempat yang diakomodasi para sufi yang menjadi pelopor berdirinya sebuah tarekat. Zaim Rais, “Respon Kaum Tuo”, h. 48. 

Menurut Kaum Tua, praktek-praktek amalan tarekat, dalam hal ini adalah tarekat Naqsyabandiyah, bukan tidak berdasar dan berasal dari sumber al-Qur’an dan aspek telelogis dari praktek tarekat itu yang bermanfaat dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Bagi Kaum Tua, tarekat lebih dipentingkan dari sisi teleologis atau tujuan moral yang dicapai dalam melakukan amalan tarekat, ketimbang terlalu meributkan pada persoalan sumber dan legitimasi ajaran. Kiranya barangkali tipologi antara tasawuf Sunni dan tasawuf Falsafi, bisa membantu dalam merumuskan perbedaan paham antara Kaum Tua dan Kaum Muda ini, walaupun dalam praksisnya tidak mesti bisa tepat. Akan tetapi bisa dilihat dari kecenderungan yang tampak dalam praktek pengamalan. Tampaknya pendapat Kaum Muda yang sangat kritis terhadap bentuk tasawuf  dengan kriteria harus sesuai dengan sumber al-Qur’an dan Hadis lebih dekat pada rumusan tasawuf Sunni. Sementara pendapat Kaum Tua yang tetap kukuh mempertahankan tarekat dan ajaran mistiknya, lebih cenderung pada rumusan tasawuf Falsafi.  Kautsar Azhari Noer, “Mengkaji Ulang Posisi Al-Ghazali dalam Sejarah Tasawuf”, dalam jurnal Paramadina, Vol. l, No. 2, 1999, h. 164. 

Adapun dilihat secara sosio-kultural, perbedaan dalam memahami legitimasi tarekat antara Kaum Tua dan Kaum Muda bisa dilihat secara struktural kemasyarakatan. Respon gerakan pembaharuan Kaum Muda terhadap sistem dalam reformasi keagamaan disebabkan realitas internal prilaku keagamaan masyarakat Minangkabau yang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan ajaran, termasuk kritik mereka terhadap tarekat. Tentu saja perlu dicatat berdasarkan perspektif yang dinilai oleh Kaum Muda adalah dari segi kesesuaian antara perbuatan dengan legitimasi syari’at. Jadi, persoalan purifikasi ajaran dalam praktek masyarakat Minangkabau dalam pandangan Kaum Muda harus tetap konsekuen djalankan. 

Bagi Kaum Muda, jika realitas penyimpangan tersebut terus dibiarkan, maka di samping melanggar ketentuan sumber ajaran agama, juga berdampak pada fakta akan sangat sulit umat Islam bisa mencapai kemajuan, karena doktrin tarekat yang tunduk-patuh dan statis pada realitas kehidupan yang memprioritaskan pada semangat ukhrawiyah. Oleh sebab itu slogan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah, selalu menjadi doktrin mereka dalam mengatasi penyimpangan dan krisis tersebut.

Gerakan pembaharuan ulama Kaum Muda dalam mengkritik ajaran dan praktek tarekat, pada prinsipnya sama saja sebenarnya mengkritik agama itu sendiri. Tarekat dalam struktur kesadaran  ummat Islam Minangkabau telah menjadi bagian dari kesadaran beragama, untuk tidak mengatakan bahwa tarekat adalah agama itu sendiri. Fakta ini dikuatkan oleh pendapat dari Syekh Khatib Ali yang menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau dibangun atas dasar tiga pilar; yaitu mazhab Syafi’i, tarekat Naqsyabandiyah, dan adat. Zaim Rais, “Respon Kaum Tuo”, h. 51.

Kombinasi ketiga pilar ini dalam struktur kesadaran keberagamaan muslim Minangkabau mengindikasikan bahwa dalam struktur kehidupan masyarakat, relasi antara agama/Islam dan adat berjalan cukup harmonis. Bagi Kaum Tua yang dianggap sebagai penjaga tradisi Islam, tampaknya merasakan benar betapa sulit mempertautkan konsep adat dan agama selama ini sehingga benar-benar bisa diterima dalam perspektif Islam. Maka wajar saja  Kaum Tua cukup merasa “risau” dan ”terganggu” dengan gerakan pembaharuan Kaum Muda yang menentang dan menyerukan penolakan terhadap penolakan amalan-amalan tarekat yang berarti menggoyahkan sendi-sendi tradisi Islam Minangkabau.

Atas dasar kenyataan di atas, implikasi dari gerakan pembaharuan Kaum Muda  dalam melakukan kritik bahkan bermaksud mendekonstruksi paham tarekat, selanjutnya telah berdampak pada suatu kondisi “goncangan” sosial dalam ranah kesadaran sosial keagamaan masyarakat Minangkabau. Dampak dari pembaharuan ini, pada tataran berikutnya akan  “mengancam” harmonisasi agama dan adat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya termasuk dalam hal lembaga tarekat. 







Implikasi Konflik Pada Ranah Intelektual dan Sosial 

 Setiap gerakan dari rahim dinamika sosial kemasyarakatan sekecil apapun yang terjadi, pasti akan menimbulkan suatu dampak atau arti. Begitu juga apa yang terjadi dalam konteks konflik pemikiran antara ulam Kaum Tua dan Kaum Muda dalam permasalahan tarekat di atas. Berdasarkan pengamatan dari rangkaian rekonstruksi sejarah sosial intelektual, maka terlihat bahwa konflik yang terjadi telah berdampak cukup besar dalam ranah intelektual dan sosial dalam masyarakat muslim Minangkabau.  

Dalam arti yang luas pada tahap selanjutnya fakta konflik tersebut telah menumbuhkan suasana semarak dinamika diskursus pemikiran keagamaan yang cukup berpengaruh di Minangkabau pada khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Lihat B.J.O., Schrieke, Pergolakan Agama, h. 60. Semarak dinamika konflik keagamaan tersebut bisa dibuktikan dengan seringnya diadakan pertemuan bahkan perdebatan antara  Kaum Tua dan Kaum Muda. Sejak awal-awal konflik yang terjadi antara Kaum Tua dan Kaum Muda dalam masalah tarekat, forum diskusi dan perdebatan sudah diadakan. Namun, setiap kali diadakan debat dan pertemuan antar keduanya, selalu saja pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan. Hamka, Ayahku, h. 170. 

Hal ini bisa saja dimaklumi, karena perbedaan sudut pandang antara masing-masing ulama yang sulit dicapai titik temu atau konvergensi paham. Tetapi, selain nuansa perbedaan paham, pada prinsipnya juga harus diingat ada terdapat faktor lain. Dalam analisis konflik antara kelompok  para ulama yang terjadi, di samping sebagai akibat perbedaan paham yang tidak bisa disatukan dalam menginterpretasikan ajaran agama, terkesan adanya faktor persaingan antar ulama sebagai kaum elite agama. Sartono Kartodirdjo, “Kata Pengantar”, dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), Elite dalam Perspektif  Sejarah, Jakarta: LP3ES, 1981, h. xii. Persaingan elite agama antara Kaum Tua yang mewakili kelompok tradisionalis sangat berperan di daerah massa yang berbasis pedesaan. Sementara Kaum Muda adalah representasi ulama reformis-modernis, yang banyak bergerak dalam massa di perkotaan. Jeroen Peeters, Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang, Jakarta: INIS, 1997, h. xv. 

Implikasi yang ditimbulkan, di samping perdebatan secara langsung dalam forum pertemuan, adalah berkembangnya sistem pendidikan di Minangkabau. Setelah terjadinya suatu dikotomi yang jelas dalam paham keagamaaan, maka masing-masing kelompok berusaha untuk mempertahankan pendapat dan paham yang mereka yakini sekaligus menyiarkan pada masyarakat. Salah satu bentuk dari pola untuk mempertahankan dan menyiarkan tersebut adalah melalui lembaga pendidikan. 

Kaum Muda, karena dipengaruhi oleh pikiran modernisasi Timur Tengah, Nasrullah, “Kontribusi Modernisme Islam Mesir terhadap Pembaharuan Kaum Muda di Minangkabau”, dalam jurnal al-‘A’raf , vol. III, No. 2, Januari-Juni, 2007, h. 63.    melalui pembaharuan Muhammad Abduh, memilih jalan moderen. Mereka memodernisasi surau-surau yang mereka miliki menjadi madrasah dan sekolah dengan memakai pola dan sistem klasikal serta memperkenalkan dan mengajarkan pengetahuan umum dalam kurikulum pengajarannya di samping tentunya ilmu-ilmu agama sebagai .pelajaran pokok.  

 Sementara Kaum Tua, pada awalnya tetap mempertahankan sistem surau yang mereka miliki secara tradisional. Selama ini surau-surau Kaum Tua  di samping berfungsi sebagai sarana pengajaran atau transformasi ilmu-ilmu keislaman dan kemasyarakatan, juga sebagai sarana praktek amalan-amalan  tarekat yang diajarkan. Walaupun, pada perkembangan waktu kemudian eksistensi surau Kaum Tua, pada akhirnya juga ditransformasi menjadi madarasah atau sekolah, sebagaimana yang dilakukan oleh Kaum Muda terlebih dahulu. Lihat Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan, h. 28.   

Pada tahun 1909, Abdullah Ahmad mendirikan sekolah Adabiah di Padang, yang merupakan sekolah agama pertama di Minangkabau. Sistem sekolah ini sebelumnya ia pelajari buah dari pengamatannya terhadap model sistem sekolah dari al-Iqbâl al-Islâmî  yang didirikan oleh Taher Jalaluddin di Singapura. Murni Djamal, DR. H. Abdul Karim, h. 58.   Kemudian masing-masing eksponen dari Kaum Muda kebanyakan masing-masing mempunyai sistem pendidikan sendiri-sendiri, seperti Abdullah Ahmad yang sudah disebut di atas. Tokoh lain, yaitu Thaib Umar juga mendirikan pendidikan kaum pembaharu yang ia beri nama dengan Madras School di daerah Sungayang, Batu Sangkar pada tahun 1920. Menurut Mahmud Yunus, sekolah ini termasuk yang awal-awal di Minangkabau dalam melakukan inovasi kurikulum dan penambahan materi-materi kitab yang menjadi pegangan murid-murid. Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan, h. 60. 

Zainuddin Labai el-Yunusi mendirikan Diniyah School di Padang Panjang pada tahun 1915. Pendirian Sekolah ini didasarkan kepada kekecewaan kaum pembaharu terhadap eksistensi Adabiyah yang terlalu “ditekan” pihak Kolonial Barat karena menerima subsidi dari Pemerintah Belanda, yang sudah dianggap keluar dari khittah perjuangan Kaum Muda yang anti kolonial. Sekolah ini menampung anak laki-laki maupun perempuan dan memperkenalkan sistem baru yang “radikal” untuk konteks saat itu, dari sistem surau tradisional menjadi madrasah dengan memperkenalkan sistem kelas dan jenjang pendidikan, seperti layaknya lembaga pendidikan yang sudah moderen di Mesir. Sekolah ini kemudian setelah wafatnya dipimpin oleh adik perempuannya yang bernama Encik Rahmah el-Yunusiah. Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, Jakarta: LP3ES, 1986, h. 44. Lihat juga Hamka, Ayahku, hlm. 254. 

Sementara Haji Rasul mendirikan Sumatera Thawalib pada tahun 1918, yang diikuti kemudian berdirinya berbagai cabang perguruan Thawalib lainnya di Minangkabau. Menurut Deliar Noer, sekolah-sekolah pemerintah secara resmi mengambil sikap netral terhadap agama, karena itu mereka merasa prihatin dengan generasi muda mendatang dalam menuntut ilmu-ilmu agama. Deliar Noer, Gerakan Pembaharuan, h. 51. Perguruan Thawalib Padang Panjang yang tumbuh dari Surau Jembatan Besi, adalah lembaga pendidikan yang besar pengaruhnya dalam usaha pembaharuan di Minangkabau. Ibid.  Di lembaga pendidikan inilah yang kemudian melahirkan organisasi Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) pada tahun 1919, yang kemudian berubah menjadi partai politik pada tahun 1932. Isnawati, “Pemikiran Fikih”, h. 74.

Perguruan ini dalam sistem pendidikannya menggunakan sistem kelas dan jenjang pendidikan sebagaimana layaknya sistem pendidikan moderen yang digunakan sampai ke jenjang kelas tujuh. Untuk saat ini, pendidikan selam tujuh tahun itu tercakup pendidikan tingkat tsanawiyah dan tingkat aliyah. Dari segi kitab-kitab yang digunakan, perguruan ini banyak mengambil dan mempergunakan karya-karya dari para ulama modernis semisal Abduh dan Rida seperti Tafsîr al-Manâr dan Risalah at-Tauhîd. Karya-karya ini tidak dan belum pernah digunakan sebelumnya  oleh kalangan tradisional. Di samping karya-karya di atas juga diajarkan kitab-kitab yang berasal dari karangan guru-guru utama di perguruan Thawalib sendiri. Seperti karya dari murid utama sekaligus asisten dari Haji Rasul, yang bernama Angku Muda Abdul Hamid Hakim yang banyak menulis karya-karya dalam bidang fiqih, ushul fiqih, dan akhlak.  

Di kalangan Kaum Muda, hanya Syekh Muhammad Djamil Djambek yang tidak memiliki sekolah yang ia dirikan sendiri. Ia hanya memiliki sebuah surau di daerah Pasar Bawah, Bukittinggi. Namun,  walaupun tidak memiliki sistem pendidikan dalam bentuk sekolah dan hanya memiliki surau seperti halnya Kaum Tua yang tradisionalis, Syekh Djamil Djambek memperkenalkan sistem berdakwah. Yaitu, yang dikenal sekarang dengan tabligh, yang diikuti  secara massal oleh masyarakat  di daerah-daerah, yang sebelumnya tidak dikenal, di mana hanya terkonsentrasi di surau-surau. Melalui tabligh inilah Syekh Djamil Djambek menyampaikan ide-ide pembaharuannya. 

Kehadiran sekolah-sekolah dan madrasah Kaum Muda yang lebih moderen, pada dasarnya telah memotivasi sebahagian kalangan Kaum Tua untuk merubah sistem pendidikan surau mereka menjadi sistem madrasah seperti yang dimiliki oleh Kaum Muda. Walaupun, dalam pemahaman keagamaan antara dua kubu ini saling berbeda. Namun dari segi materi-materi kitab yang diajarkan, Kaum Tua tetap melanjutkan dari sistem surau yang tentu saja sesuai dengan “ideologi” kaum tradisionalis. 

Pada tahun 1928 didirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Candung, Tabek Gadang, dan Solok. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1930 wadah ini diperluas menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang didirikan di Candung, Agam dan pada perjalanan sejarah telah berkembang menjadi organisasi masyarakat Islam dan politik dengan asas Ahl as-Sunnah wa al- Jamâ’ah. Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan, h. 114. Lihat dan bandingkan dengan Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan, h. 97.

Aspek lain yang mereka libatkan dalam pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda adalah media cetak, terutama majalah atau jurnal yang diterbitkan masing-masing kelompok. Kehadiran majalah ini terutama adalah untuk menyebarkan ide-ide dan sebagai media polemik pemikiran antara keduanya. Kedua kubu mempunyai penulis-penulis polemik yang handal dalam melakukan saling "serang" dan "gugat" antara masing-masing pihak. Di antara penulis yang terkenal dikalangan Kaum Muda adalah Haji Rasul, Abdullah Ahmad, dan Thaher Djalaluddin. Dari Kaum Tua terdapat Syekh Khatib Ali, Syekh Sa’ad Mungka, dan Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung. Lihat Burhanuddin, Gerakan Pembaharuan, h. 194. Majalah al-Munîr didirikan oleh Abdullah Ahmad, pada tahun 1910. Majalah ini terbit 2 kali sebulan dengan menampilkan artikel agama dan ilmu pengetahuan umum. Sekali-kali redaksi menampilkan artikel Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghâni dalam majalah al- Manâr di Mesir yang diterjemahkan dan dimasukkan dalam terbitan majalah ini.

 Majalah ini pada awalnya adalah kelanjutan dari majalah al-Imâm yang terbit di Singapura dengan pendirinya Taher Jalaluddin yang banyak terpengaruh dengan majalah al-Afghani dan Abduh, yaitu al-‘Urwah al-Wuśqâ. Abdullah Ahmad sempat mempelajari teknik jurnalistik ketika ia mengunjungi Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari di Singapura. Majalah ini sempat bertahan selama 6 tahun sampai tahun 1916, dan kemudian berhenti karena kesulitan pendanaan. Ibid. 

Setelah al-Munîr tidak terbit lagi, atas anjuran dari Haji Rasul yang kemudian dikepalai oleh Zainuddin Labai el-Yunisi serta bersama-sama dengan tokoh-tokoh Kaum Muda lain  pada tahun 1918 kembali menerbitkan majalah yang diberi nama al-Munîr al-Manâr di Padang Panjang. Misi dari majalah ini sesungguhnya tidak berbeda dengan apa yang terdapat dalam majalah pendahulunya, al-Munîr dalam hal media penyebaran ide-ide kaum modernis Kaum Muda.  Majalah ini cukup lama bertahan ketimbang al-Munîr, yaitu sampai tahun 1924, seiring meninggalnya Zainuddin Labai.

Setelah itu kemudian menurut pengamatan Rusjdi Hamka,  bermunculan pula majalah dan surat kabar sejenis di berbagai daerah seperti al-Basyîr di Sungayang, al-Ittifâq wa al-Iftirâq dan al-Akhbâr di Padang, al-Bayân di Parabek, al-Imâm di Payakumbuh, al-Itqân di Maninjau serta majalah-majalah lain yang umumnya tidak bertahan lama. Tamar Djaja, Pusaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-orang  Tanah Air, Jakarta: Bulan Bintang, 1966, h. 743. Kalangan Kaum Tua juga tidak ketinggalan, mereka menerbitkan majalah Soeloh Melajoe, al-Mîzân, Suarti (Suara Perti), Warta Hindia dan lain sebagainya. Rusjdi Hamka, Etos Iman, Ilmu, dan Amal dalam Gerakan Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986, h. 74. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, Islam Nusantara, h. 184.

Gambaran di atas menunjukkan betapa pergolakan sosial dan intelektual serta tingginya intensitas perdebatan dalam masalah keagamaan khususnya dalam konteks ini adalah tarekat telah melahirkan polarisasasi dan segmentasi sosial. Media-media perdebatan yang menunjukkan terjadi suatu konflik dalam paham dan pemikiran telah membawa kepada dampak positif berkembangnya suatu dinamika pemikiran dan kemunculan beberapa karya tulis yang biasanya bersifat polemis. Ibid., h. 72.  

Dengan terjadinya konflik, maka masing-masing pihak semakin melakukan konsolidasi serta kordinasi dalam mempertahankan paham yang mereka pegangi. Hal tersebut bisa disaksikan dengan kemunculan forum-forum diskusi, sekolah-sekolah, dan penerbitan jurnal dan majalah yang marak dalam realitas kehidupan sosial keagamaan di Minangkabau. Maka, tidak salah kiranya teori dari Scrieke tentang pergolakan pemikiran agama antara Kaum Tua dan kaum Muda di Minangkabau telah berdampak pada terciptanya suatu era “ketegangan kreatif” (creative tension). B.J.O., Schrieke, Pergolakan Agama, h. 62.  Kondisi ketegangan ini berpengaruh pada dinamika dan kreatifitas pemikiran sosial keagamaan di Minangkabau.

Walaupun, kalau dianalisis secara lebih adil dan berimbang pertentangan dan perdebatan antara kaum Tua dan kaum Muda juga tentunya mempunyai sisi negatif dengan adanya konflik tersebut. Terjadinya konflik pemikiran mengakibatkan terjadinya disparitas dan perpecahan antara kelompok Islam terutama dalam tataran pengikut atau massa “akar rumput” dalam dimensi kehidupan keagamaan. Masyarakat terpecah mengikuti paham dari kedua kelompok yang berkonflik tersebut, sehingga tentunya melemahkan posisi ummat Islam yang semestinya harus bersatu. Konflik antara kelompok  Kaum Tua dan Kaum Muda ini berjalan cukup lama terhitung diperkirakan mulai tahun sekitar 1906 sampai pada tahun 1930-an.

 Pertentangan itu bisa dikatakan agak mulai mereda ketika dibentuknya organisasi para ulama yang diberi nama dengan Majelis Islam Tinggi Minangkabau (MITM) yang didirikan untuk menghadapi politik Pemerintahan Jepang. Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan, h. 93.  Dalam wadah ini, kedua golongan ulama bersama-sama dalam melakukan perjuangan, sehingga perbedaan dan konflik pemikiran menjadi disingkirkan. Pada posisi ini konflik terkadang berubah menjadi integrasi, Achmad Fedyani Saifuddin, Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1986, h. 73. Fakta ini dikuatkan oleh wawancara Deliar Noer pada Abdul Hamid Hakim yang merupakan murid dan pengganti Thawalib setelah Haji Rasul yang bisa disejajarkan sebagai generasi Kaum Muda. Menurut Abdul Hamid Hakim, pada waktu menjelang berakhir kolonial Belanda dan ketika menghadapi Jepang, persatuan ulama Minangkabau tambah terwujud. Bukti kongkret adalah, ketika  Syekh Sulaiman Arrasuli yang bergelar Inyiak Candung dari Kaum Tua dan Haji Rasul atau sering disebut dengan Inyiak Deer (doktor) maupun Inyiak Djambek, sering terlihat berdakwah bersama-sama ketika itu. Fakta ini secara lahiriah mempertegas suatu kenyataan terhadap melemahnya intensitas konflik yang terjadi. Lebih jelas lihat dalam Deliar Noer, Aku Bagian Ummat, Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer, Bandung: Mizan, 1996, h. 435. karena faktor eksternal dalam menghadapi musuh bersama, yaitu pihak kolonial Jepang. Sementara konflik sektarianisme antara Kaum Tua dan Kaum Muda dalam berbagai masalah sosial keagamaan termasuk pada masalah tarekat, untuk sementara dapat diredam dan dihentikan.





















BAB V

PENUTUP





Kesimpulan

Setelah melalui berbagai pembahasan dalam beberapa bab sebelumnya, akhirnya sampailah penelitian ini pada beberapa kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang antara lain;

		Permasalahan tarekat Naqsyabandiyah ini telah membawa kepada suatu perdebatan antara Kaum Tua dan Kaum Muda yang selalu mengeluarkan sikap tantangan dan responnya masing-masing. Perdebatan didasari atas perbedaan dalam melihat dan memandang hakekat tarekat tersebut. Kelompok Kaum Muda yang sangat kritis dengan segala bentuk tradisi memandang tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah dengan segala variannya seperti silsilah, rabiṭah, sulûk, dan pantangan makan daging, serta amalan-amalan khas dari tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah lainnya adalah perbuatan bid’ah yang tidak berdasar dalam sumber agama. Atas dasar itu perbuatan itu mesti harus ditolak dan ditentang. Namun, perlu diperhatikan,  walaupun Kaum Muda sangat menentang eksistensi tarekat dan praktek-praktek ritualnya, namun mereka tidak melarang bahkan menganjurkan mengamalkan tasawuf (baca: tanpa masuk tarekat) dengan syarat melalui amalan-amalan yang didasarkan atas pengawasan yang ketat dalam perspektif syari’ah. Bagi Kaum Muda, dimensi spritualitas Islam yang digunakan sebagai media mendekatkan diri pada Tuhan pada dasarnya sudah cukup dalam kombinasi ajaran yang diamalkan dalam disiplin ilmu  tauhid, fikih, dan tasawuf Islam. Berbeda halnya dengan Kaum Tua sebagai pihak yang mempertahankan eksistensi tarekat. Menurut Kaum Tua, tarekat Naqsyabandiyah adalah termasuk tarekat muktabarah yang ajaran-ajarannya sesuai dengan “semangat” dari petunjuk al-Qur’an dan Hadis. Tarekat adalah bentuk dari kesempurnaan ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Tarekat sebagai ilmu rohani juga melengkapi sistem keilmuan Islam yang terdiri dari ilmu tauhid, fiqih, dan tasawuf. 

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi suatu tantangan dan respon  dari Kaum Muda dalam menolak dan menentang institusi dan praktek tarekat ini didasarkan pada sikap atau faktor semangat puritanisme dalam menilai segala bentuk ajaran Islam yang harus didukung oleh sumber yang jelas dalam petunjuk al-Qur’an dan Hadis (deontologis). Berhubung tarekat dan segala varian dan kaifiat amalannya tidak berdasar atau tidak ada sumbernya dalam naṣ, maka eksistensinya harus ditolak dan ditentang. Sedangkan menurut Kaum Tua, praktek amaliah yang dihasilkan melalui muatan ajaran dari institusi tarekat yang lebih penting adalah nilai tujuannya (teleologis) yang bisa berfungsi dalam perbaikan moralitas dan akhlak yang bisa menambah kedekatan kepada Allah. Oleh sebab itu, salah satu yang termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya tantangan dan respon adalah perbedaaan perspektif yang berdasar pada dimensi deontologis dan telelologis ajaran tarekat. Faktor lain secara sosio-kultural adalah, bahwa penentangan Kaum Muda terhadap tarekat ialah, bahwa efek dari ajaran tarekat sangat bersifat jumud dan kolot sehingga tidak bisa berpikiran moderen. Kondisi ini disebabkan bahwa dimensi ajaran tarekat meniscayakan sikap tunduk serta patuh pada mursyid. Sementara bagi Kaum Tua yang tetap bersikukuh mempertahankan tarekat, karena didasarkan bahwa tarekat adalah sudah menjadi bagian atau salah satu pilar selain mazhab Syafi’i dan adat dalam struktur kesadaran keagamaan masyarakat muslim Minangkabau. Oleh sebab itu, setiap bentuk pembaharuan dan kritik dari Kaum Muda dalam menentang tarekat dianggap telah “mengganggu” dan menggoyahkan harmonisasi antara agama dan adat. Maka, segala bentuk tantangan gerakan pembaharuan Kaum Muda dalam menolak tarekat harus dilawan dan direspon. 

Implikasi yang ditimbulkan dari konflik yang bermula pada tahun 1906-1930-an dalam bentuk tantangan dan respon antara Kaum Tua dan Kaum Muda telah turut berdampak pada dimensi intelektual dan sosial keagamaan yang cukup besar dan berpengaruh. Keadaan ini telah menandaskan suatu era ketegangan kreatif akibat konflik dan pergolakan yang terjadi. Secara positif bisa dilihat bahwa konflik yang terjadi telah membuat suasana diskursus keagamaan yang sangat semarak dan dinamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya diadakan suatu pertemuan dan perdebatan antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Di samping itu bermunculan berbagai sekolah-sekolah dan penerbitan dari masing-masing golongan ini yang berfungsi sebagai media untuk tantangan dan respon  serta kompetisi dalam ajang paham keagamaan. Namun, fakta konflik tersebut juga dinilai bersifat negatif, karena berimplikasi pada terjadinya perpecahan ummat akibat konflik yang terjadi, tidak hanya pada level ulama (baca: elite agama) bahkan, juga pada level pengikut di bawah (baca:ummat). Maka, tidak mengherankan pada fakta sejarah diketahui akan kondisi sosial keagamaan di masyarakat Minangkabau telah  mengalalami suatu polarisasi dalam bentuk paham keagamaan, lembaga, maupun sarana peribadatan.



Saran-saran

Adapun saran-saran atau rekomendasi yang bisa disampaikan pada penelitian ini adalah;

		Agar masyarakat dan ulama bisa dapat memahami secara komprehensif terhadap segala dinamika konflik pemikiran dalam bidang agama, termasuk dalam konflik pemikiran tentang tarekat. Masyarakat hendaknya bisa menilai secara lebih jernih terhadap perbedaan tersebut, bukan dengan sikap menyalahkan suatu paham atau pendapat. Historiografi Kaum Tua dan Kaum Muda dengan segala konflik yang terjadi, telah memberi pelajaran kepada kita, agar bisa melihat segala faktor yang mempengaruhi terhadap bentuk tantangan dan respon pemikiran yang dilakukan. 

Diharapkan penelitian ini tidak hanya berhenti di sini saja. Kepada peneliti yang berminat dalam tema ini, penyusun sangat berharap untuk melanjutkan penelitian yang terkait, atau jika perlu melakukan kritik agar berkembangnya dinamisasi ilmu pengetahuan melalui penelitian yang objektif. 
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